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Pembaca yang budlman. 
Edisi ini kami tampil beda. Kali ini, kami menampilkan profil beberapa 

daerah dengan keunikan masing-masing dalam mernberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakatnya. Empat daerah tersebut adalah kota Pekanbaru , 
kabupaten Pelalawan, kota Padang Panjang, dan kabupaten Tanah Datar. 

Pada edisi berikutnya kami berupaya menampilkan daerah-daerah lain. 
Selain itu, kami juga berupaya menampilkan profil Departemen/LPND maupun 

. BUMN/D secara bergantian. Tidak tertutup I<emungkinan kegiatan unit-unit 
pelayanan pun akan kami sajikan secara khusus sesuai dengan misi majalah 
ini .Untuk itu kami menunggu kiriman berita dan informasi baik dari Pemdal 
Departemen/LPND lainnya. Juga dari BUMN/BUMD yang memiiiki kegiatan 
pelayan an kepada 
masyarakat. 

Profil keberhasilan 
tokoh atau petugas yang 
berjasa di bidang pela­
yanan juga menjadi berita 
yang layak ditampilkan . 
Hal ini merupakan usulan 
yang sering disampalkan 
para pembaca ikepada 
kami. Usulan dan masuk­
an tersebut merupakan 
hal yang sangat berharga 
bagi pengembangan maja­
lah ini. 

Semuanya itu tentu membutuhkan dukungan dari para pembaca setia kami. 
Oleh karen a itu partisipasi berlangganan dan pemasangan iklan baik berbe tuk 
display mau pun advertorial merupakan hal mutlak da1lam rangka 
mempertahankan keberadaan majalah ini . 

Pembaca, 

Perubahan-perubahan lain akan terus kami lakukan seiring dengan 
bertambahnya usia majalah ini . Hal-hal aktual dan menjadi sorotan di tengah 
masyarakat akan kami kupas tuntas secara mendalam. Meskipun untuk 
mewujudkan itu, kami dihadapkan pad a berbagai kendala. Diantaranya, 
terbatasnya tenaga kompeten yang mengelola majalah ini. 

Majalah ini memang belum genap setahun usianya. Namun banyak masukan 
dan ritik disampaikan kepada kami. Itulah yang membesarkan hati . Dari 
berbagai masukan kami memetik banyak pelajaran. Dan sepahit apapun kritik 
yang disampaikan, akan kami jadikan sarana perbaikan dan pembenahan ke 
arah kemajuan .Sebagian masukan yang diarahkan kepada kami, terkadang 
ada sesuatu yang membangunkan kami. Bahwa mempertahankan majalah ini 
untuk terus eksis bukanlah pekerjaan yang gampang. Dan segunung persoalan 
akan terus menghadang. . 

Akhimya kami ucapkan selamat menikmati sajian informasi dan berita yang 
khusus kami persembahkan buat para pembaca setia di seluruh tanah air. 
Semoga sajian ini mampu memenuhi kebutuhan anda akan informasi di seputar 
aparatur negara dan pelayanan publik. Sebagai penutup, kiranya tak berlebihan 
bila kit a merenungkan motto dirgahayu RI ke-60 , yaitu dengan semangat 
proklamasi 1945 kita perkokoh persatuan dan kebersamaan menuju Indonesia 
yang aman, adil, dan demokratis, dan sejahtera. \I 
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Agustus - September 2005 

B Ito a elava an Terbai 

mpat kepala daerah dari dua provinsi yang tak menyurutkan kabupaten ini untuk mensejajarkan 
berbeda berpaeu memberikan pelayanan diri dengan saudara-saudaranya yang lain terutama 
terb ik. Kepala daerah yang ditampilkan yaitu di Provinsi Riau. Di bawah kepemimpinan T. Azmun 

dari dua provinsi bertetan gga, provinsi Riau, dan Jaafar, Pelalawan adalah bayi ajaib. Pembangunan 
provinsi Sumatera Sarat. Provinsi Riau kita kenai se­ infrastruktur belakangan sangat terasa denyutnya di 
bag ai salah satu provinsi kaya di kabupaten yang juga dikenal sebagal 
Republik ini. Limpahan kekayaan jantung khatulistiwa inL 
alam eukup melimpah di, Provinsi ini. Padang Panjang, Kota Serambi
Ada yang memberi perurnpamaan, Mekah yaf'.lg terletak di kaki Gunung 
diatas minyak dan di bawah minyak 

Singgalang ini hanyalah sebuah kota 
buat provinsi ini . 

keeil. Kota keeil ini juga memperoleh 
Hal ini berbeda dengan tetang­

penghargaan sebagai kota terbersih 
ganya Sumatera Sarat. Sumatera 

kategori kota keeil . Padang Panjang 
Sarat bukanlah provinsi yang dianu­

juga berbenah dalam berbagai hal. 
gerahi kekayaan alam berlimpah. Ka­

Unggulan Padang Panjang saat ini 
laupun ada, yang dikenal orang ada­

adalah desentralisasi di bidang
lah ·PT. Semen Padang, SUMN ke­

kesehatan . Kepala daerahnya, Suir 
banggaan urang awak. Selain itu , 

Syam yang berlatar belakang pendi­
alam dan panorama Sumatera Sarat 

dikan medis , menjadikan kesehatan 
yang te rke nal indah. Kendatipun 

sebagai salah satu andalan pelaksa­
Sumatera Barat bukanlah provinsi 
kay a, namu n kita menge nal provinsi ini banyak 
melahirkan pahlawan dan tokoh berkaliber nasional. 

Dari masing-masing provinsi tersebut, kami me­
nampilkan satu kota dan satu kabupaten. Dari Provinsi 
Riau, ditampilkan kota Pekanbaru dan kabupaten 
Pelalawan. Untuk Provinsi Sumatera Sarat, ditampilkan 
kota Padang Panjang dan kabupaten Tanah Datar. 

Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Herman 
Abdullah belakangan ini menjadi buah bibir. Berbagai 
keberhasilan telah diraih ibukota Provinsi Riau ini. 
Derap pembangunan di kota dengan julukan "Kota 
Bertuah" ini sangat pesat dalam dua tahun terakhir 
ini. Berbagai penghargaan dalam skala nasional, 
diantaranya penghargaan kota terbersih tahun 2005 
untuk kategori kota besar. Piala Wahana Tata Nugraha 
sebagai kota yang tertib dalam pelaksanaan lalu lintas 
jugc;l. diraih. Selum termasuk penghargaan­
penghargaan lainnya. 

Kabupaten Pelalawan, salah satu kabupaten baru 
di provinsi Riau adalah buah bibir yang mulai ter­
bangun dari tidurnya. Pelalawan tidak begitu dikenal, 
karena me'rupa~an kabupaten baru hasil pemekaran 
kabupaten Kampar. Usianya memang bella, namun 

naan otonomi di kota sejuk ini. 

Terakhir, Kabupaten Tanah Datar. Peraih Otonomi 
Award versi Media Otonomi adalah kabupaten terbaik 
Indonesia tahun 2005. Daerah ini memiliki keterba­
tasan-keterbatasan, khususnya sumber daya alam. 
Namun, berbagai inovasi menjadikan Tanah Datar 
mampu mengangkat PAD tanpa membebani masya­
rakat. Keberhasilan ini berkat kepiawaian sang bupati , 
Masriadi Martunus yang telah lama malang melintang 
di dunia usaha. Berbagai penghargaan lain juga telah 
diraih kabupaten Tanah Datar. 

Kita mendambakan kepala daerah~kepala daerah 
yang memang mempunyai visi dan misi memajuka(l 
masyarakat di daerahnya masing-masing. Dengan 
pelaksanaan otonomi daerah tentu kita berharap 
derajat kehidupan masyarakat bisa lebih meningkat. 
Tak salah bila kita mendambakan lahirnya pemimpin­
pemimpin daerah yang mempunyai visi dan misi yang 
kuat dan memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan 
potensi daerah. Daerah yang kuat tentu akan 
melahirkan negara yang kuat. Dan semuanya 
ditujukan untuk membangun Republik ini sebagai 
bangsa yang maju dan mandiri. 

1'" ." " c") 



ari P EM B A 
Perlu didukung manajemen yang 
profesiona 

Saya senantiasa mengikuti perkembangan 

majalah Layanan Publik ini sejak awa/ terbit 
hingga saat ini. Sebagai majalah yang mem­
punyai segmen pasar yang cukup luas 
mestinya majalah ini didukung oleh manaje­
men yang lebih profesional. Jika dikelola lebih 

profesional maka majalah ini akan menjadi re­
ferensi dan kebutuhan bagi aparatur. Tapi sa­

yangnya beberapa kali mengalami keterlam­
batan dalam penerbitannya. Menyangkut pe­
nampilannnya sudah cukup lumayan tetapi 
foto-foto yang dimuat kurang variatif. Selain itu 

nilai interest dan human is yang ditampilkan 
majalah ini juga kurang. Membaca majalah ini 
cukup melelahkan karena kalimat-kalimatnya 
yang panjang. Saya mengusulkan ke depan­
nya majalah ini bisa dike lola secara 
onal. Foto-toto yang ditam­
pilkan juga bisa bervariasi 
serta bahasanya dibikin le­
bih populer selain itu setiap 
edisinya perlu menampilkan 
ru brik~si mengenai PNS 
seperti kolom tanya jawab. 
Juga menampilkan ke­
berhasilan-keberhasil­
an Pernda di seluruh 
Indonesia dalam 
rangka memberikan 
pelayanan publik. 
Saya menilai peran kemon1loro<:> 

sangat strategis. Oleh karena itu publikasi ini 
hendaknya terus ditingkatkan keberadaannya. 

Darwis AI Kadam 
Kepala Bagian Humas Kab . Pelalawan 

Provo Riau 

Terima kasih atas saran dan masukannya (redaksl) 

Perlu dipromosikan 
Pertama kali saya melihat majalah laya­

nan publik in i, saya agak kaget karena 
ternyata kantor Menpan telah menerbitkan 
majalah yang memang diperlukan oleh 

Nama 

Instansi/Badan Usaha : . ... . . . ........... . .. .... ............... . .... . . 

Jabatan 

Alamat 

Kode pos: . . . ........ . . . ....... .... .......... . 

Telp.: .. ............... . ....... .. .. .. . Fax.: . ....... .. . . ........ . .. .. .... . 

dengan ini saya menyatakan bersedia berlangganafl majalah 
Layanan Publik: 

l Paket 6 edisi Rp 85.000,00 

[ , Paket 12 edisi Rp 160.000,00 

U Paket 24 edisi Rp 300.000,00 

Jumlah : .. . ...... . . .. . . . Eksemplar 

Jumlah biaya: . .................. . ............ . .. . ...... . . . .. .. .. . .... .. . 

.......... . .. ..... .... , ... . ..... . .. .... . . . . ..... 20. . ... . 

Pelanggan 

- - - ---
Tanda tangan/Cap instansi 

Cara Berlangganan 
Tranfer ke No. Rek. :0651-01-000005-30-4 BRJ cab. Cfkajans, 
Kebayoran Baru Jakarta, atau ke No. Rek.: 102-00-0421820-9 
Bank Mandiri Cabang Ratu Plaza Jakarta. 
Bukti setoran dan data diri di fax ke : (021) 7398342, 5252720 
Atau hubungi bagian langganan : (021) 7398332-42 

e-mail: majalah_layananpublik@hotmail.com 

Sekretariat Redaksl: 

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan 
Telp. : (021) 7398332 , 7398323 , 
Fax. : (021) 7398342 
E·mail : majalah_layananpublik@hotmail.com 



............................ DAAIPEMBACA ............................ 


aparatur negara (PNS). 

Isinya juga berbobot karena 
ditulis oleh para pejabat dan pe­
ngambil kebijakan. Namun ma­
jalah ini kurang dipromosikan. 
Hal ini terbukti sudah memasuki 
edisi ke 9, baru saat ini saya 
mengetahuinya. Ke depan saya 
mengharapkan agar majalah ini 
dapat didistribusikan lebih baik 
lagi. Menyangkut harga yang re­
latif agak mahal, hal itu tidak 
menjadi masalah. Kalau muatan 
dan isinya bagus masalah harga 
tidak akan menjadi persoalan. 
Termasuk berita-berita yang ber­
kual itas. Saran saya ke depan­
nya bahasa di dalam majalah ini 
dibuat lebih "ngepop" sehingga 
mudah dicerna dan enak dibaea. 

(Drs,. J. Tontey, MT) 
Alunmus Pasca Sarjana Undip 

Semarang 
Bekerja di Bawas Kota Manado. 

Menyangkut cJ/sfr/busl h/ngge saat 
/nl memang be/um merata dl seluruh 
kabupafenlkota d/lndonesla. 
(redllksl) 

Pro II P 5 
Majalah Layanan publik me­

rupakan baeaan yang mampu 
memenuhl kebutuhan pembaca 
utamanya para PNS. Artikel-arti­
kel yang dimuat eukup menarik 
dan sesuai dengan nama maja­
lah layanan publik, tolong diper­
tahankan bahkan kalau bisa di 
upayakan memberitakan lebih 
banyak hal-hal yang bersifat stu­
dl kasus terutama untuk daerah 
daerah yang sudah maju di In­

donesia, Bagaimana kiat-kiat ke­
berhasilannya. Selain itu kede­
pan majalah ini juga memberita­
kan proW PNS atau birokrat 
yang sukses. 

Saran dan masukan anda akan 
men/ad; bahan partlmbangan bag; 
kam; (redllksl) 

RUBRIK PESAN • 
PESAN MORAL 

Untuk melengkapi penam­
pilan dan kesempurnaan maja­
lah layanan publik, kami sangat 
mengharapkan kepada dewan 
redaksi untuk memberikan ru­
ang rubrik mengenai pesan­
pesan moral, hal ini tentunya 
akan berdampak sangat baik, 

khususnya bagi kalangan biro­
krat (aparatur negara) karena 
sepengetahuan saya majalah 
layanan publik ini hampir 80 per­
sen dibaca oleh para aparatur 
negara kita. 

Rusmin Nuryadin 
Bintaro 

Jakarta Selatan 

Da/am edlsl ln/ kam/ telah memula; 
dengan memuat pesan-pesan moral 
dari kyal kondang Abdullah 
Gymnast/ar (Aa Gym). Mudah­
mudahan ed/sf dapan dapat kaml 
teruskan. (redllklll) 

Tingkatkan Kualita 
Tuli an 

Saya memperoleh majalah 
Layanan Publik ini sewaktu 
aeara seminar pemberantasan 
korupsi di Lembaga Administrasi 
Negara pada bulan Juli lalu. 

Saya mendapatkan terbitan ini 
yaitu edisi 8, Juni 2005. Saya 
berharap menemukan sesuatu 
yang ringan dan mudah dicerna 
menyangkut birokrasi yang adil, 
bersih dan berwibawa, sehu­
bungan dengan tulisan Menteri 
PA , Taufik Efendi. Namun 
membaca tulisan tersebut terasa 
sangat melelahkan. Kalimat dan 
uraiannya terlalu panjang. Pada­
hal saya melihat dalam bahasa 
lisan, uraiannya terkesan ringan. 
Penjelasan beliau sewaktu semi­
nar tersebut juga mudah dicer­
na. Pemaparannya juga sangat 
menyenangkan. Akhirnya saya 
berkesimpulan, ternyata bahasa 
lisan dan tulisan itu berbeda. 
Namun yang perlu diingat, mes­
tinya editor majalah ini melaku­
kan proses editing sehingga tuli­
san tersebut mudah dicerna dan 
tak menjemukan. Namun saya 
salut dengan penerbitan ini. 
Tidak semua instansiiOeparte­
men pemerintah yang punya 
majalah yang cukup oke pen am­
pilannya. Rubriknya juga sangat 
sesuai dengan kebutuhan ma­
syarakat pembacanya. Ke de pan 
saya berharap penulis dan edi­
tornya ditingkatkan kualitasnya, 
sehingga majalah ini bisa lebih 
baik lagi ke depannya. Semoga. 

Rinanti Agnes Arsadjaja 
Kepala Satuan Pengawasan Intern 
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 

JI TB Simatupang Jakarta 

Terlma kBS/h afas saran dan 
masukannya (red kill) 

... ~aks i menerima kiriman artikelltulisanlberita aktual seputar layanan publik dan aparatur negara (disertai dengan disket dan foto penulis serta 
dalam spasi rangkap).sesuai dengan misi majalah layanan publik. Sertakan fotoGopy identitas yang masih berlaku. kirimkan ke redaksi 

Fa . (021)-739 8381-82-86 Ext. 4434. e-mail: majalat _layananpublik@ha!mall.com atau lewat pas ke JI. Jendral Sudirman Kav. 69 
.3 12190 (Red ksi I.ayanan Publik) Kementerian PAN. Redaksi tidak mengembalikan surat-surat yang telah dikirim. Redaksi berhak 

an e iting sesuai kebutuhan. tanpa mengurangi dan mengubah arti yang di maksud. lsi Layanan Publik belum tentu mencerminkan 
~ pendapat. dan sikap penerbit (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara). 
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nIi 	 me 
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Taufiq Effendi 
Bagian kedua 

P
eril! diwacana,bn. Orang sering 
mempcrclebatkan antara jari diri 

orang-orang Indonesia itu lebih 

baik atau tidak, dengan jati din orang­

orang dari negara-negara ma jl!. Tctapi 

kenapa ki ta jug , ingin mcnjadi negara 

maju, ingin menjadi manusia maju dan 

berkualita.' . 

Padahal jati clio (jm:wnalidenlity) itL! 

mengandung komponen pcrilaku (/Jf­

/ICI'''OIJ, sibl (uri pada feno111ena - fcno ­
mena (fl llilllde), , erta sangat penting 

kekayaan nilai-n ilai yang dianu l (m/lles). 
Bcrarti pada bangsa dan negara 

ma ju, pasti !chih didominasi perilaku, 

sikap, serta nilill -nilai hid up yang lebih 

ha ik. D alam praksisnya, lebih 111ence1'­

mi nka n doillg tbe heJt/oroJlrc(JI//1fi)'. Kehi­

langa n -alah'atu ko mponen jati diri 

ataupun ada ko rnp o ncn yang tidak ~e­

suai denga n prinsip-primip /!.fJod,gofler­
l,cll7(~, pasti ~<:: dikit banyak memberi an­

J il m<::lumpllhkan bangsa. Apabila ke­

hilangan makna ketiga kom ponen jati 

di1'i te rsebllt , dipastibn mcmberi andil 

kua t bahkan dahs\'at m usnabm'a sua tu 

bangsa dengan segera. 

T etapi ~' ng , ang-a t pa rah, apabila 

I11c m punyai keriga-tiganya . namun 

tidal-.. pel1uh dipahami sehingga se01u, 

"\.' kedar wacana kualitatif, karena ke­

su li tan mcmetakan fakta- fakta kebe r­

hasila n yang berda mpinga n d engan 

f:l k ta-fakta yang menjelaskan modus 

'pcrandi penydewengan dan pen\'im­

Da og;an diri ~c rr di lingkunga nnya. 

11!,i l al-..h im )'<\ kemudian adalah bangsa 

- ncga ra - warg:'! yang semu tidal- ten­

'1rah. Hidup antara ada clan tiada, 

o;: ri kuti kemana angin be rlalu. Sc­

'Lro 	tidal-.. digubri s, walaupun tiupan 

'<!in itu berhem bus kearab jurang da­

11 \ :1Jlg mcnganga, Di~analah keme­

rosotan mo ral mendapatkan tempat 

dcngan amann\'a. 

Sudah pasti orang yang ikut andil 

menciptakan liku-Iiku "neraka dunia" 

seperti itu, jelas rendab moral dan ren­

dah akhlaknya, cam pur adul' ridak jelas 

mana pemimpin dan mana yang dipim­

pin, bren a memang udak scdikitpun 

mempunyai cin-eiri kepemimpinan se­

perti vi si. komirmen, kc.::beranian, ke­

jujuran dan sebagainya. Ketiadaan ke­

pemimpinan ,udab merupakan "50'-'/0 
kr!lldisi tir/ak tldalJ)'t7 m;gara ". 

Sungguh menyedibkan dan mu­

dab mudahan tidak bcrkt'mbang nt's­

tapa sepcrti itu di Indoesia in i. Mudah­

mudahan eli Indonesia pt'nuh bertabur­

an insan yang sungguh " unggub ..iddik 

(orang pintar yang m enghayati makna 

kejujuran , bubn mengakali keadaan 

untuk tip u muslihat halus); tlJ/lalllll) 

(s ungguh- sungguh ITlcnghayati makna 

kcpemim pina n a rau keteladanan 

sehingga bisa foku, pada tujuan bidup 

kc arah yang 1 b ih baik secara bersama­

sama); lab/t..~ L) (ada keiklasan un tuk 

membangun semangat keterbukaan, 

clalam terban~'1ll1nya kesamaan tujuan 

dan tindakan, sebagai ellI)] 

POiill akuntabil itas dari 

unit a taupun institu s i 

yang aela); jc/lo i/a!; 
(benar bt'nar sela lu 

memberi kontri ­

busl kebe radaan 

Indon es ia st" 

bag ai /eaming 
Il(illoll, /et)rnillg 

.fo(leu . yang 

semakin ba­

nyak indi ­

\'id u warg, 

bangsa cerdas, 

a 
kapabel, ko mpt'ten, profesional). 

[(.ita semua menginginkan Indo­

nesia yang mempunya i kapasitas se­

bagai negara dan bangsa maju, karena 

memang bcrgairah (pa.rsiol1) ke5ana, 

dengan segala cLlrahan waktu, tcnaga, 

pik.iran dan Ix:rasaannya . Sebab suatu 

negara dikatakan majL! (del 'e/oped 
COJIil!~')'), apabila kompunen dan s.istem 

pem'el nggaraan negaranya berkualitas 

mt'ncukupi (good capacil)~, untuk men­

dukung peneapaian visi clan misi bang­

sa, VIS1 1111S1 lI1StltuSl. 

Tc l1tunya dimulai dari sel terkc.eil 

komponen bangsa, berupa "visi mis i 

pribadi" dalarn makna prcs tatif dan 

kontributif seeara nyata dari p ' jnb\ t 
negara in! sendiri, Atau dengan b l:l 

lain se bagaimana sa nga t .. rin~ 

disal11paikan scbagai puiian publik kc­
pacl a p:l r:l pdl­

lawan, .\fO!w\g 

Y"Zg ria/alJl bi­
d({lI,gll),a Je­

patlja Il,g Jva­
rab bid/lpll)'a 

)'a!~g balk dal! 

benib, Ill eJJJ ­

bak ll­



kan dili ullluk bal/gsa dal/ lanab ail: 

13erkaitan dengan itu pantas kita 
garis bawahi, tahun 1960 J\fajelis Per­
mu syawaratan Rakyat Sementara 
(MPRS) menelorbn salah satu asas 
musyawarah bangsa Indonesia (cjaan 
lama) , "KeicbiaJal1 j{1I1,f!, llIeringankall 

k ebendak dOll lllenilllblilkal1 k eberclllial1 

!ltl/llk lIJem/?ata.ri dirt, babkall djika perltt, 

/l/eJ!lall1pingkall k epentillgal1 selldtr! dell1i 

kepentiIlJ!,an bersama,j akni: Kepentingan 
Nasional Indonesia" Kita harus 
sedang dan akan terus appreciate and 

dZ~l1il)' dalam ke-Indonesiaan yang ma­
tang dan dewasa untuk menuju kesana, 
bahkan setclah seandainya KKN ter­
minimalisir, syukur-syukur hapus dari 
muka bumi indonesia. Idealisme yang 
perlu motivasi Need ./01' AclJtn!ellJetit 

(i\~A(b) meminjam teori l\Ic. Clelland 
dalam kesatuan kesamaan pe rsepsi 

fpC1"CCptiuil), tujuan (goa~, serta rencana 
ti ndak (adlon pl£m) iw, kini menemukan 
mumentumnya. 

\Iemang setiap p riode kekuasaan 
pemerintahan ncgara sudah biasa, se­
lain saja ada momentumnya, sengaja 
atau tidak yang harus dimanfaatkan 

. ebagai sumber pencerahan (en ­
IZ{!,lJtfllill,[lj semata-mata demi bangsa 
dan negara. Kali ini momentum yang 
saya rasa tepatdiungkapkan, salah satu­
nya adalah "KesadaTan bersama, bah­
\Va semua aspek kclembagaan peme­
rintahan Indonesia seolah tanpa sekat, 
serba langsung bersentuhan dengan 
rakyatnya (Hasil. Pemilu Langsung 
Pasangan Capres dan Cawapres 
2004)". Suatu sejarah pemerintahan 
luar biasa diantara bangsa-bangsa lain. 

Artinya belllm sekalipun dipraktekkan 
oleh negara lain manapun di dunia, 
serra jelas kitapun belum berpenga­
laman untuk itu, namun "Jekali dia)"m 

bartlJ berlJaJii". 

Suatu Jetting idealisasi drealJ! teaJII 

pemerintahan (Pusat dan Daerah) 
sangat demokratis dan reforrrus yang 
dalam mindJet-nya menempad' an 
peifurlJ/(/lice Harmonisasi Kematang­

an Pelayanan Prima (HKPP), 

sebagai usulan kajian mendalam 
peng a anti istilah Pelayanan Prima. 

Dengan meillasm'a karakte r jati diri 
aparatur negara yang semakin baik, 
terbangun sistem informasi cepat dan 
mendalam mengenai model pelayanan 
publik unggul yang connecting, saat satu 
jenis titik dari keseluruhan 3HS je.nis 

pelayanan publik dirasa terbaik dan 
teruji berlanjut (matang), dalam 
hitungan detik sudah diketahui ke­
l11udian '\cg ra diadopsi, oleh ribuan 
bahkan jutaan titik pelayanan sejenis 
diseluruh pelosok lndones i, dalam 

harmonisasi hubungan yan:: terjaga .. 
\Vacana (CAsal Mau Pasti Eisa" 

segera dan cepat meluas menjadi fa h a. 
Pada saatnya yang tidak tnlalu lama, 
derasnya gelinding bola salju (moll) btJ/~ 

HKPP pada keseluruhan"3 _ 5 jenis pe­
layanan unggulan seb'agai contoh ter­
baik, slldah mduas sesuai dengan stan­

dar yang diterapkan masing-masing 
daerah, karena sudah pasti ditangbp 

serta diterapkan oleh siapapun aparatur 
negara yang bersih berkorrutmen ting­
gi, sebagai abdi negara dan abdi rnasya­
rakat yang baik. l\Iereka inl kim menjadi 
semakin mayoritas dari keselurllhan 
aparatur negara di Indonesia. Aparatur 

negara seperti itu memang sadar untl1k 
membangun pltblic trllJt! memberikan 
sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan 

ne?"a.ra. Sadar bahwa HKPP menjadi 

keula rnaan tujl1an keberadaan peme­
rintahan yang adil, bersih dan ber­

wibawa. 
Pemerintahan mana Jan seperti 

apa::' Pemetintahan yang riil po Li tik 
"dipakJa .fe/arab" sejak lahirnya tah un 
2004,give!l haws kapabel yang berkua­
litas bermutu tinggi; membuka ruang 
Illas dengan koridor yang ditetapkan 

un ruk aktivita ma u kan atau "aran dan 
harapan (openllcSJ) ; respoosif, sensitif 
pad a fenomena publik yang wam dan 
pcnghayaran menclalam pada visi d t n 
misi yang akan dicapai, serra berkesa­

daran sosial tinggi (aktmttlbe1 sejak kela­
hiraI1nya. 

Sangat tidak mencukupi, bahkan 
ri kan sebagai pemerintahan yang e­

cara politik akseptabel dalam suasana 
silih berganti liP and d017i17. Pemerintah­
an yang akseptabel harus menj aga 
nama baik, seterusnya haws finn dan 
jigb/demi memenuhi kebutuhan publik, 
menjaga kepercayaan pl1blik, sehingga 
bebas K1(1'\;, hukum d ktif dipatuhi' 
bersama, dan kemudian secara admi­
nistratif kenyal pada perubahan . e­
hingga selalu efisien dalam kestluruhan 
ketatalaksanaan pelayanannya. Pendek 

bro, pemerintahan yang mempunyai 
korrutmcn kuat, secam pasti mempo­
sisik n publik sebagai subyek yang 

harus dilayani secara prima. 
Dilambangkan Presiden (sebagai 
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ptm 'gang Kekll a:;;aa n Pemerintahan 

m nLHut 1 0 scka li gu, sebagai 

Kepala ''\! cgam), rnerupakan pe jaiJa t 

neg ara ya n/ dipilih langsun/ o leh 
rakyatnya (PresicJ ~n SBY dipilih oleh 

() 1 (Yo dar i pendllduk \'ang berhak 

memilih tahun 20(4), maka seluruh 

pc jaba t nep:ara (mulai P l ' go lo ngan I 
pangkat teren da h 0 tahun, para 

pejabat lain, sampai Presiclen) mtnjadi 

. em aki n d e ka t d e nga n rak\'atnya . 

Rakyat tdah lan:>sung pada P!it!;I~2, /be 

gOI'fI'IlIllt:fl! o[fim firf!, sebau knya negara 

(grJ/)fi'llll/i'l/t) dan tentu saja PlilNlle Jec!Mj' 

eperti Lii Tnggris p aJa C/tIZe!l:' Cbar!l:I~ 
harm atau wajiL 10 colltlmlallY i lJlpr01JC the 

quali!)10/ !!IIhlie ..erl'/celo/' the people. 

Logikanya , jarak perjalanan pen­

capaian g jod ,golJenILllue semak.in clekat 

karena mendapat tempat (ciNe) terbaik 

llntuk itl.!. Jelas tantangan serial' jaman 

berbecla-beda namun hakekatnya sa ma 

beratnya. Tetapi emirOTlIIJl'Il / alld atmOJ­

phe/'e so ial poutik kita kini lebih baik, 

dari ada l1\'a kondisi ITIomentum lOITI­

patan demo krati 'as i yang luar Gia sa di 

Indonesia, bersentuhannya rakyat se· 

;Ira lekat clengan pejabat negara. 

Seolah ditaburk, n sy iar ke se ­

antero dunia , bahwa di Repubuk Indo­

nesia, ada ketctapan bahwa Presiclen 

dan \X 'apres dipilih dalam satu pasang­

an seem'a langsung olch rakyat. Sekali 

lagi, perlambang saling dekatnya tanpa 

sel at t!Jllr-ajer tai/po p(if,er kata orang 

Jaw" meo\,atu antara rakyat dencran 

p elabat negara yang mulai pcsuruh 

sampai Presiden itu. 

Pejaba t negara yang dalam daulat 

rakyat bertanggung jawab membawa 

bane sa dan negara menujl.! "geJllah ripah 
lobjilltllJJi, toto l ett/rem Ie/cl io lilumjlJ, Jukul 

kcwg Janva linam/IJI; llIlIrah k'lllg JCIIWO 

ti tlllk ll -bairlalllll j()l'yibatlJII ll'tlrohbtlll gbajill' 

(/lll/kllllll; rli.riplill rlmgtll1J'Bga!a attmll1 ber­

.wllIa difaati, Im/emlJl, dalllai, apaJ!lIfi J'allJ!, 

difaflGm p a.rti bua tlllllblih riengtJJt bllJil baik. 

hargt/,/; If:~(] kelmlli/dIn hie/lip teljClfljl, .all) 

im, [en tunya harus mampu bang a pa­

lla pekerjaannya dan tenrs berup aya 

mengha rgai dj ri sencliri sebagaj makh 

luk berilmu dan b riman, dengan 'e­
gala k ntribu i kebajikan karya pta 

terbail demi bangsa dan negaranya. 

Kartna dcngan itu, a' n memberi andil 

untuk mencapai tuj uan birokrasi peme­

rintahan y, ng adil, ber ih dan berwi­

bawa. 

Sa)'a setuju dengan p n L'lpat be­

berapn pabr pemerhao, bahwa pejabat 

negara ukan lah war n garn biasa 

dalam peran to eXtimle pcmcrin tahan. 

Se jak JiangkaL, m .mpunyai hak dan 

tangLTungjawab unt uk berpenJ apat dan 

bertind ak atas nama nega ra, , e lla i 

undang-undal:ig yang berlaku. K arena 

D 
alam lingkup baha sa n 

lIlill dut jatidiri bang sa 
praks i~ dail{{J, tue f;fJlfOl' (,111/' 

((lIIli/~')' merupakan ka.limat kunci, ujar 
':"len.P \. 1 T aufiq Effendi. :\ [enu­

turn. a, dikritJ si dari sisi manapun, 

mab lIIilldJcttilig seperti itu pa.'lt ilah 
berdampak positif pada segala (Una­

mika kehidupan bangs;!. B ang.'a 

(baca: j'e,~eflap k ()IIlprii1fJl p t'lmrillta/J, 
pl'ilJtltC' 1ft/OI; dCll7ftl -elf lllfl/ 111"~') 'tJmka/ 

jlPi0 ~-at1g bekerjasam:t dalam kebatk­

an bersama sccara sinergi~, tt'lah cli, 

buktikan keberhasilannya oleh ba­

m'ak warga n gara majL!. i\fen.PAN 

m engajak ki ta se mua meneontoh 

budaya ker ja dari jatidiri mereka 

(negara-negara maju - red) yang baik 

itll. 

Kemudian diingarkannya, seba­

gaimana telab disampaikannya pada 

tulisan pcrtam:t, apakah bra ~lldah 

benar-benar i n tro~peks i berkaca diri 

dengan J-epekaan paling dal:un? Sung­

guh-sungguhkah kita sudah bekerja 

dengan sebaik-baiknya? Sungguhkah 
k.ira sebagai hang-sa tdah mempunyai 

jatidiri yang c1icirikan dalam praksis 

riving /be beJI/or WI' co!mll]'? 

D iluturkannY}l, adalah merupakan 

kcwajaran apabila seluruh aparatur 

llegma tanpa ragu sedikitpun berani 

mcmeranl . n diri sebagai pelopor ter­

clepan dalam doi!l~ t/JI' be.rt/or aliI' c(!IIl/tr), 

!tu lelayani publik dengan servis 

t rhai k c1awm lingkup pencapaian 

tujuan f!.OOdp. () I·/rllmJl'{·. \ pabila kita ticlak 
ber. t:m~l1gal 111 .clak scrius melak­

sanakannya, . 1t:n.P \ yakin kritik 

publik aLan cla tang semakin hari se­

makm Lcra. da batubi-tubi pada era 
c1ernokratisasi de\\ asa mi . 

Tatl fiLI L ffi. ndi mengangkat salah 
satu contnh l1lutat hiL dari kritik tajam 

m Wlgenai pt:l:l\'CUUl1 J1 ubl.!l· yang '!l'lllll­
puill ap:n atur 111: ara, clan ungkapan 

HS. D illo n (Kolllpas, r r . Dl Ikim 
oleh Dillon, organisa i nq; ar:l po ten<;i:11 

paling efektif meia\'ani publ ik b n:n;\ 

aneka sumber daya yang dipunyai clan 

dikelolanya. ::-.Jamun posisi strategis 

yang sangat menentukan dalam per­

jalanan buah bangsa itu, ternyata 

sehlu di: elewengkan dan disalahguna­

kan hingga hari ini. 

Pe nvelewengan dan penyalah­

gunaan kewcnangannya b erwujud 

reduksi posisi strategis, mtnjadi seka­

dar kdanggengan kekuasaan elit ;Ilau 

segalanya cliutamakan c1emi kcpcnting­

an pcnguasa. Terjadilah kemuJian 

disatu sisi, organisasi ncgara yang bcsar 

tctapi ticlak efektif karena pdayanan 

publiknya mandul, padahal publik ha­

rus dilayani demi upaya kesejahteraan 
mereka. Pada sisi lain, kemewahan 

demi k.cmcwahan jll. tru terus clinik­

mati scgelintir golongan: pcngu Isa, 

pengusaha yang c1ekat dt·ngan pcngua-
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begitu besar uk wt:nan"ann ~ d " Itl! 

(~ eha ru s nya di baca=perana n apa 
yang dapat aku berikan untok 
rakyat) tnakn wa jar riba waktunya 

rahat yang bt:rtanggulw jaw b dan taat 

h u ku m , m oa't hui p asti .' eraya 

mengo nt rol dan m engawasi, siapa­

siapa saja o rangnya yang m oduduki 

jabaw n negara it u dan. baga im ana 

kontribLlsi ki nerja mereb (. taf adal. 

pCJUbat pula). 

T iba saa tnya t ' r angll!1 sistem 

(ini i.uga usulan ka jian) birokrasi 

tidak bersifat anonim lagi, dalam ani 

rakya t ha ru s mahln dibuat mengerci 

kapas i ta ~ urau kapabilita ' serra ke ~elu ­

ruhan ka rakter dari satu pe r atu etiap 

aparatur pem riot, h \'ao ada d~t:kitar­

nya. Mereka (rah.::at) sebagai indi jdu 

m aup un k munita~ j las m erupakan 

scm acam arena , di mana aparatur 

arahkan berfu n gs i den an be naL 

Tuj uannya demi tercapainya eita-eita 

yang slldar ada se jak Republik Indo­

nesia berdiri, yaitu totalitas keseluruhan 

SDJ\J Aparatur egara Republik Indo­

n ' ia \'ang pr fesionul, dimanapun 

m ere ka b e r uga . J adi sudah pasti, 

untuk pc, \Vai nc e ri sipil sebaga i 

birokra t prof sional brit, jelas menjadi 

. e.maki n deka t dengan rakyat Indo ­

nesia dengan se <rala kehandaJanoya , 

brena Presiden , Jaku I pala Peme­

rintahan dan Vepala Ncgara yang lIi­

P' li h l a '1g~ \lng, otoritas m em e ne j 

rnereka. 

L n tu k me n bc:.ri kepastian, saya 

memilih pendap , t bah\va dalam good 
g Ol'er JJtlflCe, foku s d iri apata tur adalah 

egaG daya Up:l' mereka, sem ata-mnta 

demi publik yang clilayani dalam peran 

sebagai l~gi!le and fII?J'nI of }'(lM b. Dari 
p r n engine hlta, raky, t semakin maju, 

m odern, heba t lebih dari makna kata 

berdqya da/i/Ill iklilll kondllJij 11Il/lIk gllrak 

langkoh dillamika kt'!llt1)llon lJIaJ)'t7mkat 
dan pengtlJaht,. D isini (daJam peranan 

ini) dipersyaratkan birokrasi reformis 

yang ekonomis, efektif dan efisien se­

baik-baiknya. Birokrasi pemetintahan 

p .ng dinamis sebagai e!l?J'm oj grojJJth 
yang selalu melakukan kajian dan eva­

lllasi, perbaikan serra re-orientasi dan 

reviralisasi/ reformasi pemerintahan, 

sebagai organisasi pcmbelajaran. Sc­

perti belajar dari teori reil1t!entinggOl.lef·fl­

!IIfnt/o J" public Jedor gOlIff'fl(IIlCe, yang di­

uraikan olch OJbOl'flt dan Gaeb/er(1992); 
ataupun birokrasi pemerintahan yang 

menginternalisasi secara terarah mela­

lui sistem manajemcn kinerja terinteg­

rasi eperti dalam teori btl/mIred .frO/teard, 
aotara lain sebagaimana diawali rang­

.kuman pemikiran yang di-create oleh 

Vincent Gaspersz (20 2) 
(Ber.wlIIbJIIIg) 

So.!, serta kelompok-kehmpok strategi 
pada pusat ekuasaan 

"Pal u vonis" dihtuk kan oleh 

Dillon: SIt/it "i1Ii~r'1lll!.k.in. .redrret IIIOldlell 

,l'l lflg IIJW d erf/ bangsa i l/i hallJ'a akan 
diJPlffail.o,1n deb pemen'fttab, karena pe­

lIIenT tab mempak aft bagiaft dmi JIIasalab, 
bd 'oll /> 'JgU/I dart pemecabaft maJo/ab. 

Kritik tajam itu menurut Taufiq 

Effendi, harus diterima dengan ke­

pala dingin sebagai bagian dari pro­

ses introspeksi. Jati diri scbagai 

aparatur negara yang 

baik harus dibangun 

terus mencrus, bcrba­

rengan dengan pem­

bangunan jari diri se­

luruh komponen war­

ga bangsa Indonesia 

lainnya, demi kemaju­

an bangsa. 

Segala hal yang 
dituturkan oleh 
Men.PAN Taufiq ' 

Effendi itu, kiranya 
erat pula dengan arti­

kelnya berjudul ivlem­
bangun Birokrasi Pe­

merintahan yang Adil, 
Bersih dan Berwi­

bawa. 
(BA) 
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IBARAT DUA I I MATA UANG 
Drs. Asmawi Rewansyah, M.Sc .*) 

Bl okras; pemerintahan memegang peranan yang penting dan 
strategis dalam menjalankan roda pemerintahan negara . Baik-

..~;.. r-.__ buruknya, efeknf-tidaknya suatu pemerintahan sangat tergantung 
pada baik-buruknya efektif-Odaknya mesJn birokrasi sebago; 
penyelenggara pemerintahan yang bersangkutan. Proses reformasi 
birokrasi di negara maju pun masih tetap berlangsung hingga saat 

in;, dengan argumen bahwa yang abadi di dunia ini adalah 
perubahan. Cepatnya kemajuan i1mu pengetahuan dan teknologi 
;nformas; te(ah pula mempercepat perubahan lingkungan 
strategis. Kondis; in; menuntut birokrasi pemerintahan harus 
senant;'Qsa menyesuaikan dan disesuaikan agar dapat 

mengikuti perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat. 

Fungsi Pemerintah 
Fung. i ha ki kl P merintah ada lah memberikan/ 

menyediakan pelayanan k pada masyarakat (ptlblic se mice), 
sedangka n fu ngs i peounjang adalah pe mberda yaan 
(elllpOJvefYllCnt) dan pembangunan (development). Pelayanan akan 
membuuhkan keadilan dalam rna. yarakat, p mb rdayaan 
akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pemba­
ngunan akan meningkatkan kesejahteraan rna yarakat. 

Sudab rnenjadi rahasia urnum bahwa praktek KKN 
terjadi dalam segala sektor/bidang pelayanan rnasyarakat 
dan bidang pengelolaan asset/keka­
yaan negara (pengadaan dan peng­
hapllsan barang). tdodus operandi 
praktek Kl<N tersebut berupa pem­
be rian fasilitas khu sus/ istimewa, 
penggelapan, penggelembungan 
harga, nepotisme, suap, pllngli, perca­
loan, salam tempel, hadiah dan St­
bagainya 

:vlerealisasikan pemerintahan 
yang bersih dan berwibawa sangat 
tergantung pada aparatur dan sistem 
mana je men pelayanan publik. 
Dengan kata lain, wujud nyata 
Good Gov ernance terlihat pada 
aparatur terdepan Pemerintah yang 
berhubullgan/berurusan langsung 
dengan masyarakat. 

Faktor-faktor Penyebab Korupsi 

P il,I<u' p:A .J!/blr&! r 
Pedh .k koru ptif dalam melayam masyarakat sudah 

berlangsung eu up lama. Perilaku iill diibaratkan penyakit 
kr nis yang sangat sukar disembuhkan dalam waktu singkat. 
Faktor penyebab aparat/ birokrat ptmerintahan berperila­
kLl koruptif, antara lain: masih rendahnya gaji; disiphn yang 
rendah; adanya peluang KJ 1; b sarnya hasrat memper­
kaya dlri; nafsu serakah; faktor lingkungan; dorongan ke-
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luarga da ~ebagainp. 

P 1 

Ditin jau dari strata s05ia1 ekonomi 
masya raka t, maka masyarakat dapat 
Llibacri ri~a kelompol-, yaitu masyarakat 
kdas ata~, me nenga h dan bawah. 
Praktek K.KN biasanya dilakukan oleh 
rnasp raka r kelns at.as dan menengah. 
' ikap dan perilaku rna yarakat kelas 

atas dan 111 nengah dapat diidentifikasi 
antara lain : 

} I1rtatlitJ adalah I11cnyukai /(d{m 
Ph/ftls: Biasam'a ma ) arakat dengan 
sen,l,raja memberikan uang tambahan di 
luar tari f rcsm i kepada pegawai atau 
mclalu! calo agar urusannya ccpat sc­
Ie ai. Kondisi iill discbabkan samna dan 
pra arana pclayanan yang kurang mam­

u m na rnp un banpknya mas)'a ­
rnkat yan> harus dila\'ani (berjubel ­
jubd). 

Ktdlltl, mt'llwn IlllIdob'!J'lI. eo rang 
pengendara kenda.raan bcrmotor bila 
[~rtangkap melanggar ral11bu-rambu 
!:ttll Lw tas le bih m emilih damai 
dltcmpar ketimbang ke rengadilan. 

Ktliga, {el/dmll~f'. lidtJk terti". Banyak 
ma \'arakat \'ang bcrdisiplin rendah 
suka saling mendahului atau tidak mau 
antri . Hil a meJa nggar ketentuan / 
p c raturan me nyua p pe tugas dan 
k betulan petugas ~'ang bersangkutan 
mempuny1.i -esempatan. 

Pengembangan 

Budaya Kerja 


Intemalisasi 
Prinslp-prinsip 

Good Governance 

Keempat, nm"brn k.l.'Jcmputol1 IUPlldll 
tTpclrdlllr. Ada pula ma~yarakat yang ber­
pik ir bahwa ga ji PN S kecil. O lch 
karena itu, m ereka dengan sengaja 
memberi rambahan atas dasar ka~ihan. 

Kelil7la, adm!)'a {(f1SIIf' IeLtt'rpdksflOIl 

Ada .juga masyarakat yang terpaksa 
me.mberi 'JeSllotll' kepada petugas 
ketimbang mendapat perlakuan 
birokrat/aparat yang kurang baik atau 
bermental privayi. 

Singkatnya, pen ye bab korupsi 
adalah milld-set dall mill/ra/-Jet priyayi 
pegawaj negeri dan sis/ell! tJ/(Jl1ajeJJ1eJl 

pela)'lll1all p"bM' ~·ang memberikan 
kesempatan/ peluang terjadin~'a prak­
tek K1'-.1. JeJasnya adalah sebagai 

Poll Dasar Rest lukturisasl Organisasi 

Pcga":ai yang kOlilpetenMgt SOM Apl l'ltur 
dan s.jahtcl1I 

Kellllilkslniln Yg 
Ellktil di n Elisien Slmpll"ka~1 dan olomahs3si 

& TI311paranSI dan akunlabel 

AngOll'ln bcrba sis TClilb pengelolaan 
klnlrjl keuangan 

PengaWlSIn )"Ing 
Pcnurunan prah1ck KKIIelektif ~ 

Aktuilisisi Nilli2 
Budaya Kujl 
Oilim Pl'lktek 

Aktuilisisi prinslp2 
Good Govem, nc. 

OIl1m Pl'lktek 

berikut: 

g 
r--ondisi yang menyebabkan pe ­

gawai negeri berpcrilaku koruprif ia.lah: 
budaya santai; gaji dan disiplin rendah; 
budaya pri yay i; belum pr fesional, 
kompeten dan terampil; serta belum 
mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata 
kepemerintahan yang baik. 

i lc:.n " n I' 'men 
Korupsi yang disebabkan l'ondisi 

sis tern manajemen terjadi akibat: 

Sistem PelembagaanlPengorgani­
asiaTZ. 

Tingginya frekuensi perubahan 
orga.nisasi lembaga-lembaga pcmerin­

tahan (bongkar pa sang). Penye­
babnya adalah belum adanya pola 
dasar Qrgaru a 1 D epartemen / 
LP I D, Vementerian N egHa, 
Jembaga ekstra struktllral peme ­
rintah, Di nas-Dinas Daerab dan 
organisasi unit-unit pelaksana 
peJaya nan pemerintah. Juga masih 
banya.k tllrnpang tindih (overlappil/g), 
tarik rne narik kewenangan dan 
kelidak jelasan/ tegasan tugas, '..ve ­
wenang dan tanggung jawab batk 
antar insransi pemerintah pusat mau­
pun antar pemerintah pusat dengan 
pemerinrah daerah. 
Sistem Mallajemen Kepegawaiarz 

Slstem yang ada masih bersifat 
manajemen ketatallsahaan dan be­



lum rnebksanakan sistem manajemen 
S [ aparatur. Sistem penggajian, 
reJPcmi and p"ni.rbmellt terhadap Pe­
ga wai/ SDJ II aparatur belum 
berdasarkan ke butuhan nyata (equal 
ll'otk/or equalpa)~ . 

Sistem Ketatalaksanaan 
l\!Iasih banyak sistem ketatalak­

sanaan pelayanan publik yang rumit, 
tatap mu ka dan b elum 
mcmanfaatkan E-Gov. serta 
prosedur dan m kanisme pelayanan 
yang memberi peluang terjadinya 
Kl , pungli dan sebagainya. 
Sistem Pengelolaan Asset/Banmg 
Milik Negara (Sarana Dan 
Prasarana Pelayanan Publik) 

Mulai dari proses kegiatan 
pengadaan , pemdiharaan, peman­
faa tan hingga penghapusan memberi 
peluang terjadinya K..KN. 
Sistem Pengelolaan Kenallgan 

l' rencanaan dan pencairan ang­
garan "beluLl1 tepat waktu, serta bellU1l 
menggunakan teknologi informasi 
Sistem Pengawasan 

Pengawasan aparatur belum ber­
fungs i optimal. Demikian pula sistem 
pengawasan melekat dan pengawasan 
masyarakat. 

REFORMASI BIROKRASI 


Hubungan antara 
Pemberantasan Korupsi dan 
Reformasi Birokrasi 

Pada Bab 14 Perpres No.7 tal1lln 
2005 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RJpM) Tahun 2004­
2009 clitetapkan bahwa RpJM pem­
bangunan aparatur negara adalah 
menciptakan pemerintahan yang bersih 
dan berwibawa. Bersihnya pemerintah 
diartikan sebagai bebas dari praktek 

STRATEGI REFORMASI BIROKRASI 

KKN. Upaya mewujudkan kondisi 
tersebu t an tara lain terliha t dalam 
Inpres No. 5, Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Kompsi. 
\X1ibawa pemerintah akan terbentuk 
bila dapat menyediakan/memberikan 
pektyanan prima kepada masyarakat. 

Program percepatan pember:m­
tasan korupsi dan program percep.lt­
an reformasi birokrasi me 'upakan 
bagian integral RPJM 2004-2009. Pro­
gram percepatan pemberantasan 

korupsi dan program percepatan 
reformasi birokrasi ibarat satu 
mata uang dengan dua sisi. 
Kedua program ini memiliki tujuan 
sama, yaitu mewujudkan tata 
kepemerintahan yang baik (good 
governance). Korupsi akan sangat 
sukar diberantas bila sistem 
manajemen pelayanan publik masih 
memberikan peluang/kesempatan 
terjadinya praktek KK1'\J. Lebih-Iebih • 
lagi bila pengawasan tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Dengan kata 
lain, Rencana Aksi N asional Pembe­
rantasan Kompsi (RAN-pI() hams 
dilaksanakan secara simultan dengan 
Rencana Aksi Nasional Reformasi 
Birokrasi (RAN-RB). Berdasarkan 
hasil sidang KIB tanggal 22 
Oktober 2004 Kementerian PAN 
ditugaskan menyiapkan Keppres ten­
tang Pembentukan Tim Reformasi 

http:percep.lt


Birokra 1dan Perpres tc:ntang Rencana birn krasi I'ang merupabn harapan dan yang menjadi prioritas Pcmcrintah ada ­
Il1dak Rdorma. i Bit lkra. I dambaan masyarakat. Pelayanan lah pembahar llan (refor masi) mind­

masyarakat berlangsllng cepat, tepat, set, cultural-set dan sistem manajc­
M 5 Depan Reformasi akurat, tcr jamin, adil dan akuntabel , men pemerintahan . D engan adanya 
Birokr i serra terjangkau m<1syarabt luas. Tata pembaharuan, pemcrintah mampll 

Bukan perkara mlldah melak:a­ kepemerintahan yang baik diharapkan menyediabn atau memberikan pela­
na 'an r for ma_ i l)irukra i dulJm upanl seeara bertahap dapat terwujud dengan yanan yang berkualita~ kcpada masya­
11 cwujuclkan gvod ~{jl '~m{]l/(e. L palagi bi ­ adanya program reformasi yang ter­ rakat . Oi ~amping itu, juga mendoroHg 
Ja InJ in mela :;anab nnv(l da lum wak­ arah, tereneana, clan seslIai dengan kc ­ p ' rtumbl1han eko nomi, meningkatkan 
tu ~in Ykilt. Refo maj birokrasi m ' f l! ­ mamp uan n cgara_ Oengan adanya claya sa ing . lang beru jung pacla p ni ng­
p akatl pf es pembaharua n Sl 5(cm refo rl11asi birokrasi kondisi perekon ­ btan kepereayaan dan kes jahteraan 
m anaj em e n p cme rinrahan d e nga n mia n dap at dipul ihka n. O engan masyarakat. I--..abinet l nd nesia er atu 
maksu mcnat kembal.t , menycmpur­ demikian, ke. jahteraan dan keper­ bertekad untuk meneegah dan m m ­
! akan, J an me perbaiki si ·tem penyc cayaan masyarakat dapat ditingkatkan. bcrantas korupsi, memperbaiki mana­
lenggaraan pcmcrintahan I'a! dijalan ­ Pra yarat atau sasaran antara da­ jemen pelayanan publik, serta mening­
kan olelt p gawai negeri . Dcngan clemi­ lam rangka mert:alisasikan pdayanan katkan k mpetemi dan l-esejaht raan 
b.i:In , perhm angan Lingkungan dan yang berkualitas dan bebas dari prakte . aparatur negara. ( leh karena itu . refor­
tu n tutan perl m bangau ma,yara -at 

KJ '~ (termasuk pcrilaku kOl'uptif, masi birokrasi hams di sll sun seeara 
~'1part reali :l. i. 

percaloan dan pungutan liar) yangpe lu sistemik dan komprehemif yang cli ­
Ref( rmasi birokrasi pc:merintah ­

dl\\ u judkan. se r tai dengan upa) a dan langkah­
an b rtLlJ uan memballgun aparatltr 

langka h nyata . Oengan demikian,negara yang efektif, efisien dan pro­Urgensi Reformasi Birokr si hasilnya dapat dirasakan oleh masya­duktif dalam melayatzi masyarakat, 
~ren\'adari betapa pentingnya me­ rakat, terukur dan dievaluas i seea ra sma bebas dari praktek KKN dan 

\\'u judkan tara kcpemerintahan yang berkala berdasarkan tingkat kcmajuanperbuatan terce/a laimzya. J aJtl1'C1l1 re­
baik. L bih-lebih laJi mengingat pe­ yang dieapai. 

f lrmasi biwkra'i adalah memp erba­
*) Penulis adalahranan strategis birokrasi/aparatur nc­harui !Jola pikli (illind-JfI) dan pola bu­ Oeputi Tata Laksana, MenPAN dan 

gara dalam m ngayomi , memajukan Pemimpin UmumlRedaksi Maj slahcla"<1 (mIIIlN-rl'l) pegawai nt!gen yang 
kescjahteraan umum dan meneerda. ­ Layanan Publik

rcrlibar ual:un peo(Tdolaan urll an PC'­
kan k hidupan nngsa, maka sasaran rn rintahan. Mind· et dan cultural-set 


peg;\\vai n geri seba­

gal eoran a pengu­ ra ya ikan p layan nyang be uali dan 

a a henuaknya 'ubah b n g I al) 


1. Peraturan perundang-undangan yangdapat menutup celah-celah atau kesempatan terjadinya praktek KKNm n j3.dl mil1d-sel dan 
dan ekonomi iaya tinggi (high cost economy) yaitu dengan mengadakan pencabutan dan/atau peninjauan-{lltliral-.ld sebagai se­
kembali danpenggantian temadap: 

orang pclayan yang a. Peraturan per-UU-an yang memberi peluang terjadinya praktek KKN ,termasuk perilaku koruptil. 
profesional. Pe ru~ b. Peraturan per·UU-an yang duplikasi dan tum pang tindih . 
lJ ahaJ p:ltad igma bi­ c, Peraturan per·UU-an yang mengatur sistem & prosedur pelayanan publik yang tidak jelas dan rumit. 
ro kra· j Pc! etintah ini d. Peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

e. Peraturan perundang-undangan produk jaman kolonial seperti HO, BRO,dan lain-lain.berrujuan m e per ­
2. Nomor Induk Pelayanan Publlk (Single Identification Numbet) guna mengurangi peluang penyalahgunaan identitas 

epat p rose s r ra n~­ oleh anggota masyarakat dan dalam rangka meningkatkan kualilas pelayanan publik,pencegahan penyelewengan,
f( maSl pcnydengga­ serta mengeliminir penyalahgunaan administrasi dan pelanggaran hukum oleh masyarakat. 
run p e m c rin taha n 3. Standar dan direktori pelayanan publik guna menjamin kepastian ukuran/kriteria stan dar dalam menyediakanl 
men jadi mle['pr~f1e/1ri­ memberikan pelayanan publik,sertamempermudah masyarakat dan dunia usaha yang membutuhkan informasi 

pelayanan publik. .al-mlllpetitire ,2,Ol't' I'II!!letlt 
4. Sistem dan mekanismepelayanan publik dengan mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan E-Govdan teknologi

(pt'merinta han I ' an~ informasi (komputer) termasuk e-officedan e-procurement.
kompetiu , {/u /olJler· 5. Sistem rewarddan punishment yang adil dan proporsional dalarn menyediakan/memberikanpelayanan publik 
d l7·l' ./I (kendali pelallg ­ guna memotivasi pegawai pelaksana terdepan (front line staff) dan meningkatkan kinerjanya melalui pemberian 
gan) dan accl) /Ifllable O{)­ insentityang sesuai dengan tugas yang diemban. 

6. Perbaikan sistem peradflan yang handal khususnya Criminal Justice System dalam rangka memperolehl)erntllClif (pcmerintah ­
kepastian dan kecepatan proses pengadilan,aparatur penegak hukum yang handal, serta saranadan prasarana a yang akun tabd) . 
peradilan yang memadai. 

laYloman prima 7. Penyelesalan status hukum Pegawal Honorer, Pegawai Harian Lepas (PHL), Pegawai Tidak Tetap (Pn). 
merupakan keluaran 

. ill:r 20 5 
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BEAITA KHUSUS 

engatur ata Cara 
Me yele ggarakan Pem 
Sagir Manan (Ketua Mahkam ab Agung) 

P
enge rtian , "[!'IIJI rillll1/),w " 

ad.alah "slfc/II( /i".~kf(/~I',(/1I 

j elba/oll di /IIUI' kek "ililltlfl 
/eglS/flli/, } 'lIdikllfij. rim1 ktkl/li· 

Iaall yang diftliankrlfl.\ [PR riLl/I arK', juga 
kekua aa!1 Presllit.:n yang be.n,ifa! k(!Gl­
ta negnraan (sf(/(lf.m:chMik) sebagai pc­
m' den~gara negara. Pemerinuhan Jj­

:1ftikan ' 'bag:li Ungkungan jah:llan atl­
ninrstrasi negarn, :1tau ualam ba.hasa 
ilmu, atlmini"trasi ncgnra (j1llblir (/(ifltillh'­
llUtion). ili sc.:but birokrasi ntnu bt:S lW' 

(bc.iIIlIllJ, 

Bagi rakyal mnurn, jabatan dan 
pejnbat administrasi nt!h"u:a mt:rup.lkan 
\\ujuu (1) 3ra (kon­
knt) jruann}'a negara 
,lUlU negara adala'h 
aclmtnrsrrasi negara, 
\ !elaiui a@lini. Lrasi 
negnra, ncgara men­
j:thnk:U1 kelertiban 
dan ke. manan, 
memberi pelaranan 
dan rerlindungan, mem e: di abn 
fasilitas, prasaraoa dan., mna yarlg ill 
pe rlukan masyarakll t, I :.tk}a t [i ak 
men~enal pt.:tbcdnan J1 l:g:ua J 1I1 

pemt::rintah_ Bagin~'a, tindakan negara 
adnlah IrIdakanpcmerin tah, atau 
cbaliknya, ' leh karen, iw, penting 

mengatur dan mcnlalan kan t Ha 
pem -rintahan dengan balk, JLl1g. n 
akyat m(!nlS, memilikl neg:lnl dengan 

baik, Tanpa ha rus berte: Hi "good 
,~Ol 'c""/(III(C ", b~ri ra~ at pcmerin ahan 
'ang baik adalah ;:ang bekerj:l kerns. 
berus~lha mewujudk.l i1 "kesejalm::ra:lo 
dan kcadilan, menjnmin l-etcrliban dan 
i<eam.'UUI.I1 "t:rta kebeb.15an, clan tidak 
mernbedabn orang karena perbedaan 
:t~al­u, u~ ngama, dan lai/1-1ain. 

Fk ekutif dao . umi nlstrasi l. Te_ 

gam, ke l.Iunya ada perbedaa n. Padn. 
ek c.:kuti f ::Ida dua wajah ~' aitu sebagai 
alat kelengkapan negar.l ~ :lug menjalan­
kan fung..i k ntgaraan J an sebagal ad­
mtnlStrasi negara, Sebagai alat keleng­
bpan negaru, kstktlti f mcujalankan 
fungsl ke nega raan (secara hu1.."uID), 
tt::mpat, I'cduuukan, fun~i, d, n ara­
C 'J mdaksanabn hak dan .kewnjiban­
nya bLr ifat k negaraan, edangk. n 
eksekutif st:bagni admintstmsi negara, 
eksekutif meninlankan fungsi pemerin­
lahan, bubn keoegaraan, dan ber ifat 
kcaummistra<;ian. 

Pre<;it\ ' n, puncga g kckuasaan 

tksd."Utl f. men jahnkan pemerintlba ll 
(L 19+5. Pasal 4 ay.lt (1) , mendu­
utlk, dun kekuasaan sekaligus ,'aitu ~e­
bo.gai ":tbt kd ngkapan negara yang 
rncnjubnkan fungsi kenegarano" clan 
"pejnbat admini. tra~ i negara yang men, 
,~bnkan fu%l'$1 , Jmi ni~trasl negara". 

~kmbe6bn kedua fungsi Presi­
den $;lllgat p~nti n~, It:rll ,lmn dalam 
bilan pcnanggun.gj l1waban (hukum) 
j.•b~lr;tn d:m pejabnt. Stbagai pejabal 
rag me n jalankan ti.lng~1 kenegaraan. 
I cn n.nggungj:m .1 1>:lnl1).\ hc.rsifat kent ­
gar:l.In, w:ttur I..lan tu nduk pada aruran 

:ltau hul'um tat'lllcg:tr , bukan ( leb 
Itukum .IUu1tOlsrrnsi negara. Forum 
pertanggungiaw1ban mclalui forum 
kcneg<1ra;ln di luar fo rum pcngadibn, 
dan b c.: r sifat p rln nggungj n\~ a an 

rintaha'n" 
policik md:llui P (""PMI!JIJI('IIf) nmu 
langsung kepada rak,'al. 

Kepurusan Presiclen yang l11t'ug­
angkat atau memberhenllkan ;uber· 
nur, BUp1ti/ X'alikot.l, Mau pt:Jabat­
pejabat eli bawah ~ fenten, adalah un­
clakan dalam Uugkungan aciministnlsi 
oegum. kar na Ittl clapat chgugnr sc.::cara 
administrusi negara, atuu lirulJapan 
peradilan admlnl ' tr:J.sj negara, PresiJc.::n 
juga memiliki kdmas:t:lu aclministrasi 
l1t!gara ) ang berkaitnn clengan jabaran 
dan sebagai pejabar adminisll'asi negara 
nt u ailininistr,\ i pemerinmhan, 

1 £l nteri bukan pejabat a.ciminis­
trasi negara, tl:tapi sduruh tind:tk:- n 
_lenten diatur dan t1.lnduk pada keten­

ru'ln hukum. Iminl~ 
mu neg.' r.!. LJ'lgkllp 
(ung.' j y anl( b 
kem[ane~ar.l:ln. me­
lainkan d.al:tm lap n~­
. n rt'n~ ·1t'n 'g.lra n 
pelIlerilltah 111 ~ am! 

bersif:1t adminis[rasi 
negam, 

Admi.ni trasi Negara dan at 
elengkapan Negara 

DaJ:un lingkungan jabamn legis -

latif, yuilikatif, dan ala[-;t!~[ kekngbp 
an ncg:lra lainny:t, rel'd:lpar juga jabatan 
dan pcjubat adminisua i negara, \ ai tu 
jabat%ln atau pejabut di ILIaI' nnggola 
O PR. l\lPR, D PD, I3Pl - da n buk'!n' 
hakim.l e eradaannya di .ulIrUan tuo· 
Juk pada kerellruan bukum admlru:­
trasi negara. 

rindakan 'i1lggnta DPR, ' lPR, 
OPD, BPh.., Hakim scnnntiasa bt.'f5i fat 
k negaraan, tetapi b uLu berani tidak 
(dapar) meh kukan [Hlthknn aJ.minis 
trasi ne~ra. Tindakan admiru..,rrasj IlL­

gam mcliputi penambt:lngaoan da ftar 
gajl, ua ng per jalanan, dalllllch k:Ut"na­



nya jika melakukan perbuatan adminis­
trasi negara, dap t dlminta pertang­
gu ngjawa an menurut hukum admi­
rustra i ncgara. Lingkungan jabatan 
dan pejabat administrasi negara tidak 
banya benda dilingkungan kekuasaan 
ekse kmif, jug a pada semua alat 
kelengkapao negara. 

Perkembangan Jabatan Admini ­
ttasi N egara 

Pada semua negara modern, admi­
01 tta. i negara menduduki tempat 'ang 
sangat besa.r, bahkan dominan dalam 
penyeleo&~araan n gara. Jabatan admi­
nis 'usi negara makm mandiri, bahkan 
independen dari lingkungan jabatan ke­
ncgara n lainnya, termasuk dari ling­
ku ugan jabatan eksekutif yang bersifat 
ken aan. Jaba an adrninistrasi nega­
ra ada yang men, ebut ebagai caban 
kekua aan k empat. 

Perkembangan io1 d pat meo1m­
bulkan ma alab, antara lain kelambatan 
dalam menjala.nkan fungsi administrasi 
negara, sebagai kibat dari birokratisasi 
}an~ bcrlebiban lingkLlp tugas yang 
terlalu be ar, t ta kerja yang berbelit­
belit. Selain im ju Ta tindnkan menyalah­
gunakan wewen ng dan tindakan 
melampaw wev, enang. fasalah lainnya 
juga tidak tersedia me ' nj me kontrol 
d m krati k t rhadap pejabat adminis­

asi negara. 

Lingkup dalam Peraturan ten tang 
Lingkuogan Jabatan dan Pejabat 
Administrasi Negara 

Yang menjadi materi muat:1.I1 yang 
ped u ill. rur: PerttZma Pengertian 
pe mcrintahao eba ai Lingkungan 
jaba tan . dmini tras i nega ra/ 
pemerintahan; Kedua, · un i, tugas, 
dan wcwen ng dan tujuan 
pe men ntahan sebagai lingkungan 
Jabatan administrasi n gara; Ketiga, 
,\ sas-asa mengenai tata cara melaba­
nakan fu ng:;i tuga, dan wewenang 
P Illcrintaban, baik at<'lS dasar melak­
sanakan kerentuan hukul11, maupun 
ata" a at kebeb. san bertindak-

BERITA KHUSUS 

Ketua Bagir Manan (kiri) tengah menyampaikan pengarahan tentang Mengatur Tata Cara 
Menyelenggarakan Pemerintahan dalam lokakarya RUU Adminitrasi Pemerintahan dan RUU 
Tata Kewenangan Pusat dan DAerah di Medan, 29 Juni 2005. 

Keempat, asas-asas umum peme­
rintahan seba ai lingkungan jabatan 
administrasi negara yang berfungsi 
memberi petunjuk isi, cara m lak­
sanakan, batas-batas yang dibenarkan 
dalam mcnjalankan pemerintahan 
sebagai lingkungan jabatan adminis­
t.ra i pemerintahan; Kelima, ketentuan 
mengenai bentuk perbuatan menyalah­
gunakan wewenang dan perbuatan 
melampaui wewenang, tata cara bertin­
dak kalau hal tersebut terjadi beserta 
akibatnya; Kee11am, bentuk dan sub­

. stansi hubungan antara pemerintahan 
ebagai lingkungan jabatan ad minis­

trasi negara dan masyarakat, yang men­
akllp: (a) 'F ewenangan administrasi . 

negara untuk bertindak, mengatur, 
mengurw; hubungan dengan masya­
rakat atau individu tertentu; (b) 
Jaminan dan perlindungan masyarakat 
atau individu dari suatu tilldakan peme­
rintahan sebagai lingkungan jabatan 
admio1strasi negara; (c) Hak-hak ma­
syarakat atau individu yang dapat di­
tuntut dali pemerintah sebagai ling­
kungan jabatan administrasi untuk 
memperoleb pelayanan yang baik, ke­
tersediaan segala sesuatu yang diper­
lukan untuk hldup layak dalam bentuk 
"public serI'ice " dan "public "tililies". (d) 
Bentuk partisipa i masyarakat terhadap 
pemcrin tahan 5 bagai lingkungan 

jabatan administrasi negara, dalam 
wujud - kewajiban mentaati keputusan 
dan tindakan pemerintahan yang dibe­
narkan oleh hukum dan kepatutan ­
pengawasan terhadap jalannya peme­
rintahan sebagai lingkungan jabatan 
administrasi negara -turut serta menye­
lenggarakan fungsi pemerintahan se­
bagai lingkungan jabatan administrasi 
negara; (e) Dasar yang membenarkan 
tindakan pemerintahan terhadap hak­
hak masyarakat atau hak individu demi 
kepentingan tertentu serta jaminan 
masyarakat atau individu memperoleh 
konservasi yang layak; (f) Sanksi-sanksi 
yang dapat dikenakan kepada lingkung­
an jabatan administrasi yang bertindak 
menyalahgunakan wewenang, melam­
paui wewenang, atau suatu perbuatan 
melawan hukum. 

Bentnk-bentuk hubnngan antar 
jabatan administrasi negara, termasuk 
cara berhubungan satu sama lain, serta . 
cara-cara memberikan perbedaan atau 
sengketa antara yang satu dengan yang 
lain. Susunan administrasi neg:aa 
secara vertikal dan harizontal, baik 
dalam hubungan horizontal maupun 
vcrtikal. ( YH) 

Disarikall dali pelJ/aprrran 
lokakalJ1a RL 'U Admillistrasi 

Pelllerilltrrhall di iVfed{/!1, 29 JlIlli 2005 

http:muat:1.I1


Menga a RUU Administrasi Pemerintahan ini Disusun: 

Masalah Apa S benarnya 

Yusuf Harm. SH, MSI. ) 

Selama ini Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945, dalam pelaksanaan 
tugas pemerintahan oleh eksekutif belum diatur dalam UU. Seharusnya sudah ada, karena 
dibutuhkan untuk memberikan dasar hukum terhadap segala tindakan perilaku, kewenangan , 
hak dan kewajiban dari setiap pejabat penyelenggara administrasi pemenntahan dalam 
menjalankan tugasnya melayani masyarakat. 

S
c!bagai bagian dari reformasi bi 

rokrasi, penaluan adminisuasi 
pemerintahan barns terus di ­

lakukan . Pengaruran admi n i tr 'lsj 

pemerintahan mehlui peru nd ang ­

unclangan da lam negara hukum mo­

dern, mt:m.iliki clasae pemikiran yang 

!>amu rentingnya clengan proses Per­
adiLw law ab, Negara (PTUN). 
Das:tf pemikiran pengaturan aclrn inis­

trasi pemerin tahan dan PTUN, wilayah 

pengnturannya berkaitnn, yaitu dalam 

kn.itan dengan hukum materiil dan 

hukum fonnil. Sdama ini Pt!l"adilan 

n T uelum efektif kart!oa hukurn 

C)rmilnya masjb sangat tet:batas. dan 

RU Aclmioistrasi Pemerin tahan akan 

mengatur hukum formal secara luas. 

Pembuatan U mem iliki kewajiban 

un tuk mengkonkritisasi no rna-norma 

konscitusi. temtama t rkait perlindun ­
an hak-lutk dasar m :musia ya ng diatur 

tlalam keten tuan ll. 
U Adminjstrasi Pernerintahan di 

perlukan, arena beb erapa alasaa . 

Pertama, !Uga pe rnerin ta han yang 
semakin komplek, baik stfat pckerjaan. 

Jen i ruga, mallpun su m ber d aya 

ap"ratur vangmelak anakannya. Kedlla, 
selama ioj para penyelenggara admi­

rustrasi pemerintahan cialam menjalan­
kan tugas Jan kewenang:lnnya dengan 

standar yang belwn sarna sehingga ter 

jadi perselisihan dan tu Ilpang tindili 

kewenangan. Ketiga, hubungan hukum 
aarara p en) eJe nggara ad mi n i:tra i 
pemerintalulO dan masyarakat p eril) 

ruarur dengan tegas sehingga maslng" 
masing pihak mengetaln1i hak dan ke­

wajiban Irulsmg-rnasing dalam rnela­

kukan intt:L.1.k.si diantara kedua pih ak. 
TVemptlf, adanya kebutuhan \.l.ntu k me­

ae apkan stamlar layanan dalam pe­

nydenggaraan administra i peme· 

rintah an dan kebutuhan untll k 

m l::mberikan petlindungan bu­

kum terhacl ap rnasyarakat se­

bagal pengguua layanan 
d a ri p tn ye le no-ga ra 

admin ist r a s i 

pemerintahan. KelilJla, kemajuan ilmu 
pengetahuan dan rekno lo . telah mem­

pengaruhi carn berfilcir dan tata kerja 

penyelenggara adminisrrasi pemerin­

tahan. Keena1Jl, un tuk mtnciptakan ke­

pastia.n hu h."Um terhadap peJak anaan 
tugas para penyelenggata adrninistrru i 
pemerin taban. 

RU adminis trasi pemerintahan 
merubah' mind-set, mlillm/-set, dan me­

nerapkan kepemc:rintah an yang balk _e­

eara konkrit. Ruang lin J...-upnya konkcit, 
indiv idual, dan ftnal. O byek pengatu­
rannya I ezeiking (kep llrusan pe jabar 

publ.ik) , d an RU wi me ner:tpkan 

a<"as-azas k pemeontahan rang baik 

(good govel'llll1en~ yang eni fat konkm 
dalam pasal. Formula RC 1111, tI::ntu 

JaL m pelaksanaannya akan rncrubah 

mind-Jet dan kultural- et dari pejabat 

administrasi pemerintahan. Perubahan­

nya meniadi m ndasar, karena selama 

ini kenyataan yang sering dirasakan oleh 

masyar ka t, b irokras i m as ih belu rn 

efektif, efisien, dan produktif, erta da­

lam meajalankan fungsi clan tugasnya 
melayani masyara kat masih mendalm­

lukan kekuasaan, diba.ndingkan dengan 

pengabdian. D alam p roses pelayanan 

berbagai prosedur pdayanan mas ih 
ber clit-belit, tidak transparan, tichtk 

partis ip ati f, m as ih aclao ya p ra ktek 

KKN, dan belum terimplementa in. 
prinsip-prinsip good gover/llllent dalam 
pen -elenggaraan adrnini trnsi pemerin­

taban. K o ndisi demikian sebarusnya 

tidak boleh terus berlang ung. pedu 

io i ia tif dari ins titu si yang p aling 

berpera n , yai tu d cn gan p .rb ika n 

http:intt:L.1.k.si
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kualitas enycJenggaraan admiui5trasl ' syara.ka.t, pcmbata till untuk mencegah buatan keplltusan admini trasi peme­
pemerintahan. P rbaikan itu lneliputi : atau menghindari ekse - peoggunaan rintahan. \l 

~) As/Sten Deputipenyedt:rhanaan am cara pdayanan, wewcllang tanpa bara ,dan peningkat­
Urusan Sarilnil dan Prasarana Kerja 

perlindungan hukum kepaJa ma- an arUsipa -i rna yarakat dalam pem Aparatur Kementenan PAN 

"Set yang Pandang uu 
dminist asi emerintah n 

Pada awalnya mencari bentuk, ruang lingkup, obyek 
keberlakuan. Judul Admin istrasi Pemerintahan 
relevan dengan pasal 4 UUD 1945, Presiden 
memegang kekuasaan pemerintahan. 

H arus diakui, bahwa pada 
mulanya reneana penyu­
sunan RUG tentang Admi­

nistrasi Pemerintahan diawali dengan 
usulan GTZ (Deutsche Gesellssehaft 
FuerTeehnishe Zusammenarbelt) yang 
menyampaikan usulan kepada Kemen­
terian Pendayagunaan Aparatur Negara 
(PAN). l!sulan inl berupa "Penjelasan 
singkat U Ketatalaksanaan Adminis­
trasi Pemerintahan (prosedur Adminis­
rrasi Pemerintahan (prosedur Adminis­
trasi) eli Indonesia. 

lJ ndang-undang ini merupakan 
tuntutan untuk perbaikan pelayanan 
publik, sehingga dapat mempengarllhi 
seear'a aktif proses dan prosedur pe­
lak 'anaan publik. Dengan UU ini pula 
akan mampu meneiptakan birokrasi 
) ang semakin baik, tr~nsparan, dan 
efisien. Untuk itu, eliperlukan instrumen 
yang memperjuangkan seeara aktif 
sanksi terhadap korupsi, berlaku untuk 
seluruh instansi pemerintah (pusat dan 
daerah), memperkuat penegakan hu­
kum dan memperbaiki perlindungan 
kepada masyarakat melalui kontrol Jan 
pemberian kesempatan pengaduan 
yang formal. lIndang-undang ini abn 
memberikan kontribusi untuk 

reformasi birokrasi dan kepeme­
rintahan yang baik. 

Instrumen R U Ketatalaksanaan 
Administrasi Pemerintahan tereliri dari 
"Konflik Kepenringan", "Netralitas 
Pegawai dalam Pelayanan Publik", 
"Keputusan Tata Usaha Negara 
(T N)", "Ketidakberlakuan Keputus­
an 11JN, karena kesalahan yang berat", 
"Pembatalan/penarikan kembali Ke­
putusan Tata Usaha Negara (TUN)", 
"Ketidakberlakuan Keputusan TUN 
karena kesalahan isi yang berat", "Pem­
batalan/penarikan kembali Keputusan 
TUN", "Prosedur Penyelesaiaan Ke­
beratan", dan"J ctcntuan-ketentuan 
lai.nnya". 

"Usulan GTZ sangat baik, pe­
rnicu inovasi konsep, RUU harus ber­
pijak pada kepentingan dasar negara 
Indonesia dalam membangun sis tern" 

Dari awal, diprediksi bahwa 
obyek pengaturan RUU Administrasi 
Pemerintahan sangat luas, bisa terjaeli 
titik singgung dengan Hukum Adrni­
nistrasi Negara dan perllndang­
undangan lainnya. Dari prediksi itu, 
Kementerian PAN memiliki mitra 
kerja "Pusat Kajian Pembangunan 
Administrasi Da.erah dan Kota, 

Fakultas Ilmu-ilmu 50sial dan Ilmu 
Politik, Universitas Indonesia" dan 
GTZ. 

Mitra kerja yang didukung 
doktor-doktor muda, enerjik, memiliki 
inovasi dan komitmen yang tidak 
diragukan pada kepentingan bangsa 
telah berperan sebagai penyaji konsepsi 
awal, perumus konsepsi, dan garda 
yang handal dalam mengawal RUU, 
Insya Allah sampai pembahasan di 
Legislatif dan sosialisasi UU pada 
publik. Tim Universitas Indonesia itu 
merupakan mitra Tim Kementerian 
PAN dan melaJui kerja sama sinerjis 
itulah diharapkan RUU dapat diru­
muskan tepat sasaran dan tepat waknl. 

RUU ini untuk mengisi kekosong­
an hukum materiil dalam administrasi 
pemerintahan, sementara UU No.5 
Tahun 1986 jo. UU No.9 Talmn 2004 
tentang PeracWan Tata Usaha Negara, 
lebih cenderung ke hukum formal. 
Apabila diwujudkan akan sangat 
membantu para hakim, karena dapat 
eligunakan sebagai dasar pengambilan 
kepurusan. 

5elama im, azas umum penyeleng­
garaan yang baik, yurisprudensi, per­
aturan sektoral, yang menjadi andalan 
dasar hukum bagi hakim dalam peng­
ambilan keputusan TUN. Oleh karena 
itu, keberadaan RUU Administrasi 
Pemerintahan merupakan kebutuhan 

dan perlu segera diwujudkan. " 

Jusuf Hariri 
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Menanti Lahirnya UU 

Administrasi Pemerintahan 


alam negata d e mokras i, 
kewajiban pcmerintah adalab 
melayani masyaraknt. D an 

ktw,ljiban masyarakat adalah ber ama 
pemerinrah membangun negara. gar 
pt'rneriotah dan rna yarakat dapal 
mcnjabnkan kewa jiban d an saling 
menjaga hak-haknya (asasi) , hukum 
angal di[ erLukao. 

Indonesia sebagai neg-ara yang 
bercia 'arkan hukum d an demokrasi 
menunrur adanya peoyd enggaraan 
administtasi pemeriotahan yang ber­
(b. arkan ketentuan hukum, dengan 
birokrasi pemerin taha n yan g taal 
hukum, efektif, efil'ien dan transparao 
dc:ngan didasari emangat dan sikap 
pengabdi::tJl pada masynrakat. 

"D alam iclealisme yang demi.kian, 
terk.'ldang unsur p kok, yaitu supre­
ma.si huk-um, da1am ani bahwa peme­
rintahan dalam melaksanakan tugas 
dan kewajibannya harus bc:rdasar atas 
huku m" . i\l t:nurut P rof. Dr. Paulus 
E ffend i L tulu ng, llntuk menjamin 
di tegakkannya supremasi hl.lkum, perlu 
udanya pengawasan segi buk~ dan 
salah saru bentuk pengawasan itu ada­
lah p engawa an eksternal yang diserah­
b n kepada badan perad ilan yang 
antara lain adalah badan peradiJan Ta ta 
E ah.'1 [egara l '- atllu Peradilan 
i\dmll1istrasi. 

Dengan adanya Peradilan Admi­
ill trasi, kata d itt , dibar p kan dapat 
lerpenuhi riga sasaran urama, yaitu ( L) 
perli ntlungao huk-um bagi para peocari 
keadilan , (2) pembemukan perilaku 
u.'ln budaya huku01 eli bidang hukum 
admini f ra t, khusu 'nya Ii lingkungan 
pam pejabat yang melaksanakan fuogsi 
Jan ruga biJang pemecin tahan, (3) 
pembentllkan hukl.lrn dalam rangka 
mencntukan a.rah dan perkembangan 

h ukum di bidang hlllm m administra, j, 
baik hukum form ll maupun bukum 
materiilnya. Vetiga sasaran utarm\ itu­
lah yang m enjadi harapan dan tu juan 
p ernbcQ[uka n peracli lan T UN d i 
Indonesia berdasarkan U No 5/1986 
yang kemuclinn diubah dengan U 1 No 
9/2004. 

Lorulungmelanjutkan, kelemahan 
clalam peradilan T l 1 dalam pcne­
mpan dan praktiknya, adalab, Pfr /rJIII(J, 

U lccebutlebih banyak menekankan 
pada huh.-um aeara atau pro edur di 
pengad ilrrn. eh ingga lebi h ban yak 
ber jfat hukl.lm pro dural yang ber­
laku bagi badan peradilan. 

D i sisi la innya, ticl ak banya k 
ketentuan huk"UlTl materiil yang dimuat 
ill dalamnya, dan iru pun cidak seea m 
lengkap dan jd, di labarkan . sehingga 
b<::rp tensi unruk menimbulkan multi­
inlerpre~as i di aatara para hakim se a­
manya, dan bahbn juga di kalangan 
pa ra pe jab at admi nis trasj peme­
rintaban. 

Ked/la, banyak pengert ian ) ang 
masih perlu diberikan kriteria \'ang 
lebih jelas dan ko nkret et ta lebih 
lengkap. Misalnya: pengerrian pejabat 
T UN atau pejabat admioistrasi negara, 
pengerrian kcpurusan TV , penger­
tian "upaya admmistrasif", pengtrtian 
a.sas-aS , umum pemerintahan yang 
bnik. 

Keliga, kctentuan mengenai ptng­
hitungan tenggangwaktu dengan tol k 
ukurnya dalam berbagai ptose pem­
bcritah uan kep utusan Th. J. KeI!lJIPot, 
kerentuan tentang pelaksanaan upaya 
paksa terhadap pe jabat Tl yang 
senga j:l cidak mau m II k anakan 1 i pu­
tusan pengadilan yang tclllh berk'Uaran 
hukum tetap. 

D ikatakan Loruillng, keko ongrul 

maleriil dalam Perad ilan TI ' l ' 

tampaknya dusi dan dipeclUll:' dalam 
RU A dmini strasi Pemednrahan . 

d ya pc:nyu u l1l1n hukum adminis­
trasi pemerinrahan abn angar mem­
bantu, baik bagi administrasi ptme­
rintaban dalarn mengej wantahkan ke 
hidang sektoral maupun ba~i dunia 
peradi lan admini ta . i clalam pcmu 
tusannya b sus per ka us. 

Ia mengatakan. beberapa bab dan 
ba~ian dalam R dministtasi rang 
inovati f, a p irnaf dan mtoduk'Un[! 
p ri nsip demokra i, eperti Bab ill 
mengenai hak-bak masyarakat dalam 
adrninistra. i pemenntaba n dan Bab 1V 
mengenai hak dan kewajlban instansi 
pemerintahan. 

D ikatakan Lotulung, sudah saat­
nya diterbitkan ' U ini yang mengatur 
pcin ip-prinsip umum dan dasar-dasar 
penyelenggaraan admini tra.si peme­
rin tah an, yang akan berguna bagi 
praktik pemdilan tn.'lupun kepennngan 
pegang an no rma tif bag i apar atur 
pemecintaban. 

Ia m e ngi ngatbn. pe rumu a n 
RU Admims tras i Pemerin tahan c:.­

baiknya jang n terhlu terperinci, terapl 
juga jangan tcrlalu W'Ilum . thingga 
menjndi sebatas stutement 3tau norma­
norma ko on~ yang hi·:1 menimbulbn 
multi interpre tas i. Rumu an hartl . 
. edemi kian mpn hingga mampu J1}1!­

nampung perkembangan di kcmudian 
haa , terutama di bidang adminisr ·tt.! 
p eme-rin taban ~'ang cnantiasa cepat 
berkembang. ~eh i nggJ dlhantpka n 
clapa t e r pikir seeara an lsipa tif­
fu mristi m nghadap i p rkembangan 
hl.lkum 

(Dicuplik dari Suara 
Pembaruan 08/04/05) 

1 _ __ _ _ n . . l ' \ _ ~ ....... . __ .. ..... ........ 'h , _ 1(1: 




Lokakarya RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU 

Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah: 


endap t Samb tan Hang t 
-okakarya R A minisu'a ' j 

Pt:lT1crilltahan yang d iseleng­
a raka n eli M edan ber jal n 

sukses dan m endapat satnbutan h a­

ngat. Lp kakarya . 'ang cfu elenggarakan 
atas kerjasama Kernen erian P nclaya­
gl.lnaan Apammr i egara dengan Pe­
merintah ProVill iSurnalera tara bt;' ­
tempat di Ruang Bin Gr•.ha P rovinsi 
Suma.tera Utara., pada tanggal 29 Juni 
20 lalli. Di Ithat dati teknis pen~e­

lenggaraan dan pandangan-pandangan 
dari Keroa j IahkamahAgung,' uber­
nul' -umatera rara, pembicara dan 
peserta st:minar lokakar 'a ini meng­

hasilkan esuatu yang iliharapkan dapat 

menYl.1mbangkan perbaikan eli m asa 

mendatang. l.okakarya i.ni juga rnc­
nyum angkan pemikiran yang kon 

truktif untuk penyem purnaan R U 
Administra.,'ti Pemerintahan , dan juga 
merekomendasikan agar R HLl ini se­

ge.ra ili bahn un uk men iadi 
L ndang-undang. Sdan jutnya 
m e rekomendasikan aga r 

lndang-unclang TU r No. 5 
Tabuo L986 junto o. 9 Tahun 
2004, agar direvi·j esual keten­

tURn l ndang-undang tentang 
Admirustras i Pcme rin tahan, 

yang sub tan inY,l I bi h lua 
dati ndang-undang T U . 

Lokakarya 1111 selain 
dihadiri oleh I tua ~v[ahkamah 
Agung, Prof. D r. Bagir ,ylanan, 

IT, juga dihadiri Gubc:mur, 
Wakil ubernur, Kcma D PRD, 
1I[uspida, dan ul1dangan 

htinnya. Pada ke ' empa tan 
tersebUl 'ubernur umatera 

rara dalam samb utannra 

menekankan: Atas nama 
Pemerinral1 Provinsi Sumatera 
Jr:ua rnenyambll t bai k da n 

U 
mcnyaml aikan uc, pan terim. hsih 
atas keperc 'aan d n penghargaan 
yang d iberikan ke a a Pem rintah 
Provmst umatera L'lara. nmk menfa­
ili ta. i penyeJenggaraan I kakarya, 

D alam pt:rj:tlan n bangsn yang hampir 
genap 60 tahun, baru kali ini secara 
'. erius' muL.. i menru 'un R , d ngan 
m.enjarin~ masuk n dan akomoda i as ­
piJ:asi daerah, dan kebijakan ini s~ngat 

baik. Sebagai negara hukum, pen)' ­
lenggaIaan pemerintahan harus sesuai 

d ngan as . - 3 a~ pemeriotahan ,ang 
baik, dan sebagai negara demokrasi, 
pelayanan kepada ma yaraka t hams se­

suai harapan masyarakat. Pergeseran 

paradigma pemerint:al1an dari sen ttalli ­

tik yaog d.i.~ertai pelimpahan kewenang­
an oleh pemerintah kepada pemerintah 

daerah dalam rangka tonomi daerah 
rnerupakan tan tangan yang bcsar dan 
mernbu tuhkan langkah prioritas utamn 

Terlihat para pembicara /oka/(arya RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Ta la Hubungan Kewenangan 
Pusat dan Daerah yang dilaksana/<.an di ruang Bina Graha, Pemda Propinsi Sumatera Utara, Medan 29 
Juni 2005. 

bagaimana p merinrah, pemcrm r 
claerah , dan sItlkebolder memiliki \"l:il 

persepsi yang sam dalam m en 

kulasi kepentingan pu lik dan mar 
memban~,'un jaringan an tnra bl.!J'ba 
unsur ecara lebih betkuali ta:. D. 
hal kewenangan banvak timbul pen ~ 

siran k h ijakan yang betlebihan. ­
h ingga di cialam praktek sering I 
dalam p n reknggaraan pd:l\ '1 

kepada masy rakat, mengabaikan 
asas kepemerilltahan yang balk, k 

mementmgkan kewenang.tn dan kt. 
dari ba tas kewenangan. Oleh ka re 
i tu, R - Administr asi P mennrab;!; 

merupakan instrumen h ukum untuk 

mewujudkan Good C Ot'e1'1111JCflt, dan 
R 'lJ Tata Hubungan K wenangan 
un tu k memanta p kan pela ksanaan 

k bijakan de CI1tnl.li asi atau otonomi 

daerah. \i 
Yusuf Hariri 

http:CI1tnl.li
http:kewenang.tn
http:dilaksana/<.an
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Pengembangan Kepemimplnan dan Kompetensl SDM Aparatur: 

Pr syarat Penyelengg raan 
Pe erin h n·yang 

Ermaya Suradlnata (Gubemur Lemhanas) 

Kinerja organisasi 
pemerintahan dalam 

memberikan pelayanan 
kepada masyarakat sangat 

tergantung kepada 
perilaku aparat dalam 

memberikan pelayanan. 
Munculnya persepsl 

negatif dari masyarakat 
tentang kinerja aparat 

pemerintah, disebabkan 
oleh sikap dan perilaku 

yang kurang baik dari 
oknum aparat pelaksana. 

Pelayanan pada sektor 
publik terlalu lamban dan 
panjangnya bertentangan 
prosed,ur dalam tata kerja 

sektor publik. 

B
erkaitan dengan kinel'ja aparat 

pernerintah yang tak dapat 
mcnjawab nll1tutan dan harap­

an rnasvarakat, maka banyak hal \'ang 
harus dibenahi. Diantaranya sis tern atau 
prosedur yang hanls dilakukan pe­
mangkasan. Yang paling penting ada­
lah dari segi maousianya terutama pirn­

pinannya atau orang yang dapat dijadi­
kan panutan. Hal-hal yang harus dila­
kukan, yaitu: pertama, menetapkan 
sasaran kinerja yang spesifik dan 

realitas; kedua rnernperkerjakan orang 
yang tepat; ketiga mengkornunikasi­
kan dcngan jclas sasaran yang hendak 
dicapai; keempat rnelatih rnereka se­

wajarnya; kelima mernberikan du­
kungan sesuai kcbutuhan; dan keenam 
memberikan urnpan balik yang tepat 
untuk perbaikan. Iill diperlukan karena 
pimpinan pada setiap organisasi mem­
pakan titik sentral dari semua proses 
yang terjadi pada organisasi tersebut. 
Hal ini mcngindikasikan bahwa seorang 

pimpinan pada setiap organisasi khu­
susn\,3 organisasi pemcrintahan hams, 
mempunyai wawasan yang luas, karena 

Karakteristik pemimpin yang berhasil 

Karakteristik 
Drive 

Motivasi 

Kepercayaan diri 
Kemampuan kognitif 

Kreativitas 
Fleksibilitas 

Deskripsi 
Hasrat utuk berprestasi. ambisi, energi, 
kebijakan, prakarsa. 
Hasrat untuk menerapkan pengaruh 
terhadap orang lain untuk mencapai tujuan 
bersar:na 
Percaya pada kemampuan diri sendiri. 
Cerdas, kemampuan untuk mereduksi dan 
menginterpretasikan sejumlah informasi. 
Orinalitas 
Kemampuan untuk beradaptasi dengan 
kebutuhan penglkut dan situasi 

a-k 
interaksi yang dilakukan tidak hanya 

terbatas internal organisasinya semata, 
tetapi juga ~ebagai titik sentral dari sc­
mua proses yang terjadi dalam masya­

rakat yang tlilayani. 
l\lemperhatikan karakteristik pe­

mimpin yang berhasil apabila dilakukan 
komparasi c1engan model kepemim­
pinan demokr:ltis, mengindikasikan 

arah yang ~ama. Kedllanya mempllnyai 
kccendemngan memberikan semangat 

kepada anggota kelompok dan ling­
kungannya untuk berpartisipasi c1alam 
pengembilan k putman dan memberi­
kan saran, pertimbangan dan informasi 

serta penghargaan kepada kelompok­
nya secara keseluruhan. 

Untuk mendukung pen:'elengga­
raan pemerintahan yang bail. :n ;,Ik't.1­

ngat dibutl.lhkan pengembangan pl.l ­

laku kepemimpinan yang b.lik. D 
l.Insur utama dalam penerapan kt.pt ­
mimpinan agar dapat mencapai hasil 
yang optimal, adalah: Pertama, Hek­

sibilitas, yakni mempunyai kemampl.lan 
l.Intl.lk menyesuaikan dengan situasi, 

kondisi dan lingkungan. Hal iill ditandai 
dengan kemampuan mcnyerap dan 
menerapkan informasi barn baik da­
lam bentuk wawasan berpikir maupun 

kegiatan-kegiatan operasional. Juga ke­
mampuan untuk menjawab tantangan 
yang ada pada lingkungan serta men­
jadikao perubahan sebagai perilaku 
organisasi. Kedua, Tvlemperhatikan 
hl.lbungan deogan lingkungan baik yang: 
bel'sifat internal maupun eksternal. Hu­
bungan dengan lingkllngan internal di­
makslldkan l.Intuk mengembangkan 

hubungan saling percaya dalam orga­

nisasi sehingga tumbuh kerjasarna yang 
baik, sedangkan hubungan yang ber­

http:l.Intl.lk
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~it~1t CkSft:Ill:l1 aJ alah hubunga n dengll n 

pdanggan. 

Pengembangan Kompelensi 
DM Aparatur Pemerintah 

Pro t t ,ioru1isml2 d. n optlm:1]j ~a~ i 

kt.:ri dibl ngan :lpnr'1t pt.:n1crintah J a­
pat dikatakU1 flndah. I h i tni d lsebab­

kall ·lmara law, o1<:h p rakrel -prahLl, 

man Ij l'Il1U1 kLpeg:a\\aian \"an~ l11:1si h 

bdLlrn septnufulnl. mengil "u n rrimip ­

rrins ip manajt:me ll : u m !>t! d :t. a 

m:Jnus t:l ~ an • semestlnV:l. Hal ini dapat 

diidentlfik sil an :mtar:l lam dati: 

Pcngadaan PNS yang tidak dida­
arkan pada kebutuhan 

' d:ltn:l ini, renl'.'lci::wn P 1 ti dal " 

dida:arbn p:llla kt:butuha u untul· Il1C ­

wUludkilt1 \ lSI t! 10 mi~i () r.l!"'Jn;sa~ i . I a ­

mun dlsc:'llaikun dCllgan kcterscdiaan 

anggaran uutuk b la nja pt:gawa i di 

\PB '.• dain iru, tdenrifibsl kcbutuh­

an pega,,"ai udak tlidas:ul' I n p ada je ­

OJ: kc:.lhli;to J~ll1 ketc.ramp ilan y:1Og di ­

I. utuhbn oleh mas ing-mas ing orga­

ni~a .j. f hi till lLp rbUJ uk )leh kenya­

n au bab \· '1 p dQks:m a,lO pl;ngadaan 

pega\\:t.i masih Jiwamai pi h praktil,. 

prnktik I"'" . _\ kibatIl\3 k< mpt'tensi 

Ih't;;\\\'al ~ang dlrtkrUl tldak S l! SLl ~lI 

keuulllhan. 

Penempatan P S dalam jabatan 
rna ih bclum dida arkan pada 
kompet'll i 

J ent:tnpata a P IS ( ahm IH b <ltan 

schma in i m~l.lh b~rori ntasi paJa p c 

menu han pcrsraratnll ·ldrn ini!:'tfat.if se 

pem p:lllgkal dan h ftar urur kl:p .l ng­

kat.'lll Pad.lhal, pangkat rida k clal\! 
sc)ubn (kngan nngkat kompuen­

Sl ,·;lOg d.im.iliki seman£?, eU,\\\":li 

karena pa gk:u Icb ih dlpt:nga" 

ruhi o ld l ij17.:1h \·~ ng d im ili ki 

pl:gnW:l.1 dan mas-a kerjam:l eli 
pemt:rinLuhan. lidak tepatnya 

p 'ncmp,uan pega\\ i dahm 

jabatan ltnLUn\'1 mt:l11 

p ngJruhl kinerla t11en::l-a 

kc::ad:tan dlperp:1fab lagi 

dc.ng:m peribkll p jabar­

pc jabat tertcnt ll \·ang mcnglltip be,:lr:ln 

uang sl·"uai de ngan jabatan \'ang akan 

dip e role h. 

Pengembangan pegawai belum 
didasarkan pada poln kaner 

H:lll1pir se mua in~ ta n s i belll m 

O1cmlls un poh hl;er bagl pega\\"ain) a, 
~ehingga ~lrah p ' Ilgcm banga n pegawai 

111 njadi t id ;1k jebs. Bagaiman;l pc ­

ngun bnngan brie t ~("orang; pegawaJ 

lu: dcpan tiJal-. 'corangpun \'ang dapat 

m emprediksim·a. L ntuk mengantisi­

pasi k 'mungkinan pola brier yang t1­

J:lk jelas. m en dorong perila ku \'ang 

ira ional dan para pega\\ ai. 

Sistem pcnilaian Idnerja . ang kll­
rang nbyektif 

Sls tlln rf..n ilaian kim:rja \";l llg b <;:r: 

b ku ma ill bL rOrJ t! nta. i pada penilaian 

s lkap da n pe ri l:1ku P S ketimban g 

prestasi kc:rjann l yang m ·ata. Sis rem s ­

peru itu tidak mampll men) ed iakan in­

formas i tenta ng I-.ckurangan yang di ­

m ilikt pegaw ai, n lng t.L'1p at m e njad.i 

umpan balik bagi peng mbanga!1 pe­

,lTawu1. 

Sdain 

itu,pc.:b. l" 

penib i 

an ki 
11 . j a 

pega" 
\y a 1 

st earn 

oD\ektif masih sulit dilakukal1 I 
se::b agian bcsar p~ belUl 1 elib 1,11 
ngan ckskripsi tuga~ ~e::ca r:l P'l ". 

h ingga 111 -reb tidal-. mcnge tahu\ 

pa~ti ap:l \·a ng m cnjadi tugas chn tane: 

glln~ la\\"abnya 

Kenaikan pangkat belum didasar­
kan p~\da pre tasi kerja yang nyata 

Sc\am:t iJ1J kenaikan p anf.!k:H bCJ ­

Ian.crsung se ara otomaris setiap 4 tahun 

sekali, selarna DP3 \·an~ bersaogkutan 

rata-rara be rnilai bai k. Sa\·angm :1, DP3 
tidal-. membenkan informasi \"<1I1g Ja­

pat (lJpn aya tentang pn:::,msi pega\yal 

~" ng s(' ~ungguhn\"a . 01eh scbab irll . h ·­

nalkan ran~kat d l ka lan~an P .. ridak 
lagi m erupakan b ag ian cia ri '< 1"/'11"rtf 
.i )'J'kll/ , tetapi lebih m t: ru pakan h :t.~ il 

"re mbln aa n" hu b ungan d c nga n 

atasan. 

Sistem imbalan yang tidak ber­
fungsi ebagai bagian dan "re'l.~)(lrd 
system" 

~e l ak ta hun 1968, bcsaran ga ji d i­

tuapktn bercla:;arl-an 1inggi rendahn ya 

p a ngbt !' e:::;e orang. Se ml:ntara itu , 

p::tngkat tida k selalu t 'rbit dengan tl11g­

kat kumpl tcn:i, beban rugas dan rang­

!Sung la\ 'ab maslng-ma~q ng p 'g;m ai 
dain itu, pcmbc.rian imem if tidak pula 


terkait Iangsung dcngan prcs taSI pcga­


\I" U •. khimya, terj aw I-.etidakadilan di ­


antara pegawa.i ) :lng benar-b cnar pw ­

d uhif clan pegawai yang tidak pro ­


duk ri f Kondisi seperti ini me nyeb;tb­

ha n rcndahm·a mo t! ":t. i kcrja d i ka ­

langan PNS. L·pa\'a untuk 01(:­


n ingkath1l1 murinsi pcga val 


senan tla<;:\ Wakll kan o leh 


pctnerim ah aornra lain, 


dcngan kenaik:tn <,,"aii 


terma sul. gaji ke 13 . 


(/11 Rl) \t 
Pokok-pokok: 

jJik.irall illt tfiSOl//jJliikt1!l 
rlallilll JOIJlilar Iltl.l"lofial 
Jkllttlll A11I1lI1I! STlA 

L --J - Halldllng (felclab 

rlifmikllll), 

28 April 200 , 

n • 1.:1)an:111 Pubilk . \gu.~tus - ::'epn: lllb 'r 2()O~ 
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Me ata Qalbu untuk Mewujudkan 

Pel yanan asyarakat Yang Baik 


Tidak dapat dipungkirj, aparatur negara merupakan kunci terwujudnya 
tata kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kehadiran K.H. Abdullah 

Gymnastiar diharapkan member; 'aura dalam pernbentukan sosok aparatur 
negara yang berakhlak dan bermoral baik. Lebih-lebih lagi, kinerja PNS kin; 

engah mendapat sorotan tajam a ibat belurn memadainya pelayanan 
. masyarakat. 

b·lwn 
r I I 

Di tt:ng'ah pej:dm dan k::!r­
Y:lW:ln lellP yang mem:lclati 
mes jiJ QUbil p:ld:l hari fulbu, 27 

Juti 21)05 lalu. I -.I I. \bJullah 
(Trmnasl iar \';\n~ kt:r~lr Jipang­

gil \.n Gym berkaca lantang: "Bo­

hong... _TiJ:lk :Ida rwnus me­
n :!Ub:lh orang hun j:ldi balk tanpa 

di:1wali 111t'ltgubah diri ..endiri 
\[imri. _.' Mau mengubah elm 

enJiri kahtu tidal- ru,lwili JL­
ngan kebt'J.utilUl melilu[ ke 

kur:lngan un; seoJirL Se­
~CI Ira ng d.ikal:tkan pem 

hemni <;ciali bila Ji."l ti­
oak mdlhat "peno 

S:l:ll bercermin' . 

HUlch b.n:n<l i lU, 

kita harus !lUll me­
ngubah iltri :;cnJiri 

sebdum mengubah 

or:\ng lain", leg;l" dll i 
yang utkena l Jcoga n 
konscp ~ \1 n\ a (mulai­
1.111 Jari din '(.nJiri, mu­
bibh Jari hal ~ .tng kceil. 

WlI1 l11ulailah . ciak ant 
illl). 

ip 
n 

Mell~enakan 'orbnr1 

yang t lah mt'njaJi Iftltll' 

!I/ilrk-O\ ii, '\ :] ~vm :1.­

l11a sekal i tidal- tampak 

ldah, paJabal bUHI sala kpa~ dari infus 

.1 ibnt k 'k:hthan. DengnlllLllur k:u:H1)':1 

yang sederhuna. ldas_lups . en:l ko­
cak, 1.1 menjdaskan lima tire:: pelabar 

Jan kun':1wan. 

Yang pertamn aJ,uab pejab:n Jan 
karyawan Im;i/!. Ini adalah lire pejabat 

om brya\\'an yang luar bia~:1 II -uh~i. 
_Bila mereka tiJak ad.l, :-emll:1 :tbn me­
rasa kdlllangan. Bd,crj:l11y.l prole i(ma.I 

da.n illl,lkm',l b'lik. • 
1-tUlI:1 11[lt:f!l1IIM/I. J-.:l1taJir;]f1 pl.:' 

lab:\1 "tau bry:t\\ .Ln ~epc.l ri ini men); n~ 

disLlkru. Namun, bILl l11erck.l uuak . d. 

lillak nua Y:1U r rnet:<lsn k hibugan. 1·...1'­

jan) it baik, tct:lpi akhl:1 km a leU PIUIlII 

at:1U bia a saia. 
l~tig:l, tipe pejab:tt :nau k:.tryaW:ll1 

IIlIIvI,b. J . 'hawr.ll1 men.:ka tidak l11em­
cnu;afubi su:\ ana kJlIHClr. k.m:n·\ [IOak 

ada perubahan aklbat kci1:lu irant1 'a. 

T IU,lh ;ula yang rucl1lpcrt.uml!i;ln Jan 
menc:lr1 nyn bill) merckn litl:lk h3dir, 
brena keb.tdiraunya rjdak 111 'll1bcri 
m:lnf:1:J.t. 

Kecmpat udalah pei.lt at .ltilU k.lr­

\,awan) an~ bcrtip~ 1I/c,kmlJ. J -eIll1ltiran 
nya men jadlkan m:l"abh tempi keti..J.l­
.ll1nya tiJak berpcl1g:\ruh apa-ap.l. P n 

lakunp tidak bagus dan pekerja:lnJ1\':l 

tidak :tdn yangse les:ti, klln:na tid;lk me­

miliki kelemmpihn. Bih i:1 tJdak ada, 
lin -:lrut kantur l1ll'njadi n~ <lm;tn. 

1-dirna, t Ip\:" pc)ubar atal.l kur::I­
\"\''\1 IIIlr,lIlI. h..ehaillr.U1nya menycbal­
lean. Tidak :Ida .':'\.ngmen\'uk:tin~ .l.13ila 
ia sakit :ltau meninggal. semua m'1!l\! 



malah me.rasa senang. Lima tipe peja­

bat arau karyawan itLl ffierupakan 

baban unruk bc:rcermio. Dcngan dc­

mikian, kita dapar mengetahui dari 
mana haru memulai jib ingin 

mengubah c.liri. 

1011 lib Ih. n Ih • 
Pendiri pesantren Danrut Tauhiid 

ini menekankan pentingnya m mba­

ngun hati nurm bangsa dalam upaya 

mencerJaskao kehidupan ban~a "Hati 

atau llalbu ada tli tubuh setiap manuja. 

SeanJainya rumah t lah ditata Jengan 

bai.l4 pcnampilan iliLata, kata-kata juga 

ditata, tetapi bila hati tidak ditata. Bagai­
mana jawnya?", jelas da i yang dikenal 

cjengan dakwah Manajcmen QaJbunya. 
Lebih Janjllt, pria ke.lahiran Ban­

dung, 43 rahun silam ini menjdaskan 

tiga macam kemllliaan hati. Pertam.'l., 
"qa/lm "'(fl')'i!" arcinya ban yang sudah 
mati. Kedua, qal/m tlltJlid" yaitu hati 

pm r be.rpenyakit. Kt:tiga, "qa/bJi .la/jill" 

awu huti yang seiamaL. 

iri-ci ri qctlbll f)J({J'it adalah ia tidnk 

dapat membedakan baik atau buruk. 

Yang diketahuinya hanya satu, yaitu 

memuaskan nufsu dan tidak memiliki 

nurani . Orang dengao qll/bll me/rid 
adalah orang yang hatinya berpenyaki~. 
~lalcin parah penyakit hatinya, mnkin 

jdek kelakuannya . Terakhir, adalab 

Aa Gym diapit dan kin. Hj. Sri Wldati, Tauflq Effendi. Prapto Hadl, Hj . Sudarilah 

24 • Lavanan PubLtk • A~lStus - St:ptember 2m):;
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orang )'ang kehi­
, dupannyn sepc:rri 
w~urga (qo/t", .w­

il"'). Bagi orang 
sepcrtl 101, apa 

sajll yang dima­

kaunp te ea a 
enak.. Bila di­

kriLik, ia ber­

~ ukur dan bila 
dlberi upan in 

ben ab:lr, k.'lIeoa 

ra a s\ uku[ dan 

sabar t rebut 
nkan berbuah 
kebaikan. 

C n t u k AaGym memberikan kenang-kenangan berupa buku kepada ManPAN, 
Taufiq Effendi 

membangun 

nurani bang ' a khllsusnrn aparatur 
ncgara diperlukan pelaohan. Ada' riga 

.\" rang perlll diperhatikan d:tlam 
pelatihan rerschur. Pn7rlllltJ, aku akan 

menjadi baik/pantlai. Kedlla, aku 

mcmaog pandaL Ketigo, aku adalah 

abdi. lTh'lsyru:akar. Yang paling . ulit 
adnlah pro e. menj3dikan aparamr 

negara ,ebagai abdi rna yanlk;tt. 

Dengao kata lain, abdi ma 'yarakar . 

diartikan sebl\f:,l1li pebyan masyarakat. 

P l' I 1 1, P 1 "\ '1' 

_\hsih bobroknya kincrja apararur 

negara t:rar krutaonya dengan kcnd:tk­

pahrunan mereka mengenru tug.-tsnya 
'ebagai abdi. nega.ra dan abdi masYrL­
eakat. l'-ata al di yangdlartikan ebagai 

'pelayan dianggap perbuaran hin•. 

"Pengertian ito salah, karena remim­

pin yang benae ju. tru merupakan 

pela~'an bag! karyawan yang diplmpin­
nya", jda:; uami Ninih ~Iutbmainn:th 

ini yang juga purer! seorang k.1.ai. 
"Yang perlu diingat adabh 

bahwa semua kon ep pt:1ayanan adak 
bi ' 3 dipakai I iJa karplwanoya 
'TI:NGIL' (T=Takabur; E= Egoi.; 
1 = lora; G= alak; I=Iri; Jan 

L=Licik)", lnnjor alumnus .Akaclemi 

Tek..I1IkJenderal Ahmad Yani mi. EDam 
pcnyaki~ jni merupakan bahan cy,uua'i 
awal bagi pegawaJ .l\fenP N clan PN 

paJa umwnnya yang berrugas , ebagai 

pebyan mas)'nrakat. 

Bib eriap aparatur negara mernA 
barril betapa mulianya rugas pdavanan 

niseaya re[ormasi birokrasi dapat rer­

wujud. Lebih-Iebih lagi bila aparatuf' 

tersLbut mau melakukan perubah:to 

menuju kebaikan yang merupakan inti 
rcformasi. Berbekal kon, ep konscp 
Yang ililon'tarkan Aa Gym terscbut di­
harapkan pelapnan kepada masvarakat 
dapat terlak ana dengan baik, 

Amin ...!S 

(lluri/luthar) 
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t tru eknologi In£orma~i men­
aru pilar bagi perkembangan 

si di dunia. D (;ngan Teknologi 
m .,j akti\·itas organisasi akan 

lLbih teratur, efektif, dan pro­
J . ampir seluruh organisasi 

_ .u di dunia saat ini berlomba­
menggali manfaat teknologi 
~i bagi kepentingan organisasi 

>'l1. 

Prl) t~ H. Davenpot dari Harvard 

'1~kapkan data bahwa orgaillsasi 
• '11tmanfaatkan Tcknologi lnfor­

ngan efektif dalam aktivita 'l1\'a 
ri meningkatkan produktivitas 

, . asi dan layanannya. Saat ini 

illakan terdapat kurang iebih 1 
, manusia yang telah tergabung 

komunitas on line berbasis tek­
!1 informasi ini . Bahkan diperki­
r ada awal Tahun 2001 perkem­

... n manusia yang terhubung ke 
1 m,lYa ini mencapai ~ebanyak 600 

,. nusia per hari. t\ktivitas bisnis 
_ re rlibat dalam jaringan maya ini 

.lpai lebih dari 50 ,\Iilyar dollar 
r 'f1 c> ginya level perkemban;.ran ma­

.:1. t maya ini membllat pengamat 
lk.1 ~erikat Amy Harmon menju­
. ri\'l las ini sebagaJ the /lexl bi,g tblj~g 

1..;1 11 menjadi IlItiil1J!retJl1I budaya 
_'1\um. 

Korpri melihat juga level strategis 
dari Teknologi Informasi ini untuk 
mendukurrg pemberian layanan yang 
terbaik bagi seluruh PNS di Seluruh 
Indonesia. 

Sejak pertengahan tahun lalu Kor­
pri tclah memberikan iayanan On Line 
bagi anggota Korpri di seluruh Indo­
nesia. Layanan Korpn On Line ini 
dapat cliakses melalui ~ 

i.d. 
Layanan yang dapat diberikan 

oleh korpri on line saat iill adalah la­
yanan informasi tentang kegiatan dan 
aktivitas korpri di seluruh Inci,)nesia. 

Selain layanan berbasis \'(ieb yang 
dapat diakses melalui ala nat eli atas, 
Korpri pada saat yang sama juga telah 
mulai menjajagi pemanfaatan seeara 
maksimal layanan E-mail dan mailing 
list. 

Beberapa alamat C-mail bagi Pe­
ngurus l asional juga telah diaktifasi 
untuk kcpentlllgan komunikasi on line 
bagi seluruh pengurus. Beberapa De­
partemen juga telah mcmiliki :J.iamat E­
mail \'1I1tuk komunikasi internal de­
partemen Korpri . 

\nggota Korpri di seluruh Indo­
nesia saat ini elapat berkomunikasi 
langsung dengan seluruh pengurus 
Korpri melalui alamat E -mail yang 
disediakan bagi ;U1ggota korpri. 

Wahana lJlailing list juga disediakan 
bagi komunikasi yang lebib efektif bagi 
pengembangan profesionalitas PNS di 
Indonesia. Beberapa topik diskusi on 
line yang telah mulai cl'faktifasi dian­
taranya adalah topik-topik yang ada di 
lIJailifll, list anggota_korpri@ yahoo 
group . com. 

Situs Korpri on Line saat ini juga 
tclah tampil di situs search engille-seach 
mgone yang terkenal di dunia. Melalui 
situs w, . 'JLhu.u~ atau situs 

~YWw.googl e...aillLmisalnya saat ini 
~~id telah berada di pun­
eak daftar (list) yang ada di mesin pen­
ear.j tingkat dunia terse but. Hal ini ber­
arti bahwa korpri telah tampil di depan 
wajah dunia c]ber .pace. 

Jika tahun-tahun sebelumn~'a 

nama Korpri han~'a muneul eli ~iru~­
situs berita lokal dan duma n l ,J: ciJ,lk 
dimiliki o leh Korpri sendiri. \hku . aac 
iill nama Korpri muneul dari situs yang 
dikelola oleh Korpri sendiri. Dengan 
demikian saat ini www.ko.rpri.. o.r.id 
menjadi rujukan resmi utama yang 
dapat diakses di dunia eyber. 

Kondisi iill mengubah eitra Kor­
pri menjadi sebuah organisasi yang 
mandiri dan professionalitas clalam 
memberikan layanan informasi man­
diri. Citra Korpri akan dibentuk oleh 
tampilan situs on line ini. Di dunia 
eyber Korpri On Line saat iill menjadi 
serambi \,Hama PNS Indonesia. 

Citr'l K rpd T. n ' ~u:n 
., 

Selain menjadi serambi utama, ke­
beradaan Kurpri On Line di sisi lain 
memberikan sebuah tanggung jawab 
yang lebih besar bagi seluruh P~S. 
Keaktifan oalam ikut serta mengelola 
Korpri On Line merupakan salah satu 
tanggung jawab yang hanl$ diemban 
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===========~ PROFES 0 ALISME APARATUR ========:::::===== 
bcrsama oleh anggota Korpri. 

Se1uruh' aktivitas yang tampil di 
Korpri On Line akan menjadi sorotan 
langsung seluruh m ata dunia. Hanya 
dengan mengakses alamat situs Kurpri 
se1uruh dunia saat ini tahu dengan j as 
apa dan bagaimanakah Korpn. Apa sa­
ja yang telah dilakukan oleh K orpri ba­
gi anggotanya, hagi masyarakat, bangsa 
dan negaran5ra. 

Sebuah akti\ritas keciJ saja yang sa­
lah di organisasi saat in' bisa elipantau 

oleh dunia dengan deti!. Konelisi seper­
ti ini bisa mengundang damp k yang 
kurangmenguntungb.n bacri citra Kor­
pri secara luas. Sejak aktivasi Korpri 
On Line setahun yang lalu, Citra or­
pri menjaeli sebuah fungsi kompleks 
yang faktor pembentuknya tidak saja 
elitentukan oleh kinerja PNS semata­
mata, Tampilan positif dan responsif 
dari Korpri On Line terhadap' masya­
rakat, anggota Kopri, pemerintah, dan 
lingkungan internal Korpri menj adi 
salah satu faktor yang harus eliperhar­
tikan dengan baik. 

Anggota Korpri dapat meminta 
layanan kepada organisasi secara cepat, 
demikian juga masyarakat dapat mem­
berikan reaksi langsung kepada J orpri, 
tanpa adanya kendala birokratis admi­
nistratif yang berbelit lagi. Pemerintah 
dan lingkungan internal dapat meman­
tau selruh akti\ritas organisasi melalui 

Korpri On Line. Demikian juga lem­
baga dunia, organisasi non pemetintah 
(LSM) yang ingin berkomentar tentang 
Korpri dapat dengan langsung meng­
hubungui Korpri melalui layanan yang 
ada eli Korpri On Line. 

un 

1: opri On TJne eli masa yang akan 
datang diharapkan berkembang lebih 
jauh kepada aktivitas on line yang 
langsung berkai t dengan pelayanan ke­
pada seluruh P S di seluruh Indo­
neSla. 

Anggota yang ingin mendapatkan 
layanan perumahan misalnya eli mas a 
yang akan datang akan dapat dilayani 

melalui "0rpri n Lin~ ini. Data-data 
PI 1S yang telah ada eli data base Korpri 
On Lme akan dengan mudah dikoneksi 
dengan pihak perbankan yang akan 
memberikan bantuan pembangunan 
perumahan bagi PNS yang bersang­
kutan. Persetujuan akad kreelit peru'­

rruihan bagi anggota Korpri dapat eli­
lakukan via on line. 

ayanan kesehatan melalui 
ASK['S misalnya tidak perIu terlalu 
sulit eliurus dengan cara manual seperti 
yang saat ini terjaeli. ntuk mengganti 
biaya kesehatan anggota Korpri tinggal 

rpri 

rl 

mengakses K rpri On Line dan dalam 
waktu deti k masahh mereka terse1esai­
bn. 

Layanan V orpri On Une juga da­
pat elikembangkan untuk memberikan 
layanan pendidikan jarak jauh bagi 
anggota Korpri misalnya. Layanan 
Koperasi simpan pinjam, layanan I?~­
menuhan kebutuhan sehari-hari, dan 
layanan administrasi lain juga dapat 
elikembangkan melalui Korpri On une 
Jnl. 

Anggota keluarga Korpri juga 
dapat menikmati layanan Korpri On 
Line ini . Layanan informasi bea siswa 
atau bahkafl informasi peluang kerja 
misaInya di masa yang akan datang 
akan dapat dikembangkan dengan le­
bih baik kepada anggota keluarga 
Korpri. 

Layanan-Iayanan yang diberibn 
Korpri On Line ini juga dapat elikem­
bangkan melalui SMS bal1dpbo/lt dc­
ngan memberikan sebuah interface 

derhana di situs ~yJif.2Ipli.oLid, 
Bahkan dengan perencanaan 

ngembangan jaringan yang baik s mll 
layanan yang eliberikan ini akan dap 

menjangkau scluruh anggota Korp 
termasuk yang ada eli daerah terpenel 

Pengembangan yang lebih I 
pada Korpri On line eli sisi lain mLO . 

berikan jembatan bagi pengembang 
good government di lingkungan pe L ­

rintahan. PNS yang telah terbi J 
menggunakan layanan Korpri ~')!1 L n 
akan lebih memahami makna layan 

good government via e-government. 
, Electronic gN1cmment yang saat ir 

menjaeli andalan dunia bagi pencap:u. ' 
layanan pemerintahan yang baik 
masyarakat, juga tdah menjadi perl) 
tian utama pemerintah eli Indone"i l.. 

Pilar-pilar keterbukaan, efisitn 
egalitarian, yang muncul clalam la~'all r 

e-government akan dapat dise l'. 
dengan baik oleh anggota Korpri. 

Di masa yang akan datang anggu· 
korpri akan dapat menyerap 'nilal-ll 
good got'el'tlment ini dalam memberi k 
layanan kepada masyarakat, . ban ' 
dan Negara. 

D alam layanan e-governm u" 
terdapat 3 aspek yang biasanya men j:. 
standar yang harus eliperhatikan di u 

taranya adalah dalam aktivitas peIa\ . n 
an aJminis trasi, bagi para pebisnis. d 1 

bagi warga Negara (citizen). Korpr: ( ) 
Line yang dibangun juga dapat eliken ­
bangkan dalam kerangka layanan \ ( 
(administratioll, bUJinesJ, and citizcJ! ­l 

government di atas. 
Konsep layanan Korpri On Lm 

juga dapat diintegrasikan den 
Sis tern Informasi Nasional (SISI~ 
NAS) yang dikembangkan u! 
pemerintah untuk menjadi tu la 
punggung e-governemnet d 
Indonesia. 
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~============- PENGAWASAN -====-_----======== 

Kdan 
berantasan Korupsi 

ar Nasution 

Krisis ekonomi yang 
melanda Indonesia 

un 1997 dampaknya 
masih teras a hingga 

saat ini , karena 
emahnya fundamental 

sistem sosial kita. 
elemahan tersebut, 

antara lain, tercermin 
sistem hukum dan 

akuntansi kita yang 
sangat rapuh. 

alaupun konstitusi 
menugaskan BPK 

bagai satu-satunya 
auditor eksternal 
keuangan negara, 

amun, kewenangan 
dan otoritasnya 
sangat dibatasi 

selama 
emerintahan Orde 

Baru. 

D
alam masa O rde Bani, Pel e 
rintah memberika n tanggung 
jawab dan kewen ngan yang 

sangat besar kepada audi to r 
internalnya dan m empri o ritaskan 
pengembangan audit o r inte rna l 

:rsebut. Auditor internal Pemerintah 
ltu berlapis lapis yang t rOOi dari BPKP, 
lrjen Departemen dan Lembaga erta 
Bawasda , baik ditingkat Propin i 
maupun Kabupate n /Ko ta. BPK P 
yang tadinya berasal dari Direktorat 
Akuntan . gara di D partemen 
Keuangan, dikembangkan menjadi 
suatu badan tersendi~i. Jaringan kantor 
BPKP sangat luas di dalam maupun 
di luar negeri. Dan BPKP benanggung 
jawab langsung k pada Presiden. 

Dalam masa Orde Baru itu, 
B P KP juga mcrupakan 

p ngguna uta­
ma pinjaman 

iuar negeri 
Pemerintah 
yang diper­

unakan 

m ndiJik te n aga- t -naga akun tan. 
Makanya mutu sumber daya manu 1a 
BPKP adalah jauh lebih baik daripad 
BPK. 

LT ntuk dapat mem'b an gun 
kembali perek n mian lndo n ia, 
diperlukan pembangunan ke mbali 
infrast r ukturn ya termasuk si tern 
hukum dan akuntansl 1tU. Sis tern eko­
nomi pasar hanya dapat berjalan secara 
disien bilamana infrastruktur kokoh, 
akuntable dan transparan sehino-ga 
dapat meminimisir biaya transaksi, 

Transpar nsi dan akuntabilitas ke­
uangan negara sekaligus m erupakan 
salah satu pi! r p min bagi pen gakan 
demokrasl s lam dari kebebasan h rse­

rikat maupun pem' [eng, raan p mi­
lihan umum yang ju ju cia adil. 

Pemulihan ke\\' 'nan •n e rt:! orn­

ri ta BP K m rupakan bahagian ari 
pembangunan kcmbali Slsrem akunmn­
si serra infra tr krur pt:reko n m ian 
Incione ia m upun penumbuhan de­
mokrasi p litik yang disebut diatas. 

Memerik a peng lolaan dan tang­
gung jawab keuan an n gara guna m c:­

ningkatkan uansparansi fi 1. Peme­
rik aan itu Jilakukan pada sisi peneri­
maan maupun p ngeluaran anggaran 
negara, dari mana pun l1mbernya, di­
mana pun di impan dan untuk apa pun 
dipergunakan, 

'ntuk me'\\TU judkan a amn itu, 
maka objek pemeriksaan BPI(; diper­
lua ci ri objek yang da hingg saat 
ini hin , men akup PBN. 1 PB , 
BUl'{ / BU rvID dan yayasan-yayasan 
) ng terkait d ngan kedinll. an. eba­
gaimana rusebut dintas , :1:udit dilah.--ukan 
pacia k u. i i .\PB ' dan , PBl ; L -

lain itu ifat p mcriksaan BP - ada!. h 
meningkatkan udi t im'e. tiga i serra 
fralld audit; jll m nin karkan audic ki­



nerja, sejalan dengan peningkatan ke­
mampuan BPK dalam memahami ke­

. bijakan publ.ik dan mclal~ukan anal.isis 
ckonomi. 

P rioritas pemeriksaan BPI<. yaitu 
pada sisi pengeluaran APBN adalah 
objek-objek yang sangat membebani 
keuangan negara seperti Bl, bank-bank 
negara dan Pertamina serta BU.MN 
lainnya. Selain itu juga objek peme­
riksaan kegiatan yang rawan korupsi, 
kolusi dan nepotisme (KKN) seperti 
pengadaan barang dan jasa oleh Peme­
rintah . Objek ) ang strategis bagi 
perekonomian dan penting bagi hajat 
hidllp orang banyak seperti PU, Oep­
kes, Oepdiknas, PLN juga menjadi 
prioritas pemeriksaan. 

Pada sisi penerimaan prioritas 
audit BPK mel.iputi penerimaan pajak 
dan n n-pajak dan privatisasi B 'IN/ 
BUMD. 

Untuk meningkatkan kinerja BPK 
dan membuatnya menjadi "bebas dan 
man diri" , . UNo. 5 Tahun 1973 ten­

tang BPK telah diusulkan kepada OPR 
dan Pemerintah untuk dirubah. Pe­
rubahan tersebut antara lain, Pertama, 
independensi kepemimpinan yang 
tercer min dalam pemil.ihan, pengang­
katan, pemberhentian dan penetapan 
masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan 
Anggota BPK; Kedua, independensi 
dalam mengatur struktur organi­

untuk memil.ih methoda dan prosedur 
pemeriksaan mallpun prioritas bidang 
serta kebijakan pemeriksaan serta ke­
bebasan menyatakan pendapat dan 
memberikan rekomendasi tindak 
lanjut pemeriksaan, Artinya BPR be­
bas dari peogaruh intervensi cabang­
cabang pemerintahan eksekutip, 
legislatip maupnn judikatip. 

Kelima, independensi anggaran: 
otonomi llntllk membiayai kegiatan 
pemeribaan maupun kegiatan penun­
jang serta pendukung. Setidaknya, 
anggaran BPK bersumber dari ang­
garan OPR dan bukan dari APBI 1 

biasa apalagi dari auditee. 
Keenam, Independensi legislasi: 

mengduarkan, melaksanakan dan men­
cabut undang-undang serra peraturan­
peraturan yang bertentangan dengan 
tugas dan fungs! BPK. Sebagai otorita 
pemeriksaan keuangan negara, BPK 
mentTuji dan mengambil sumpah 
Kantor Akuntan Publik yang diberi 
kewenangan untuk memeriksa pembu­
kllan sektor negara termasuk BUM:-J 
dan BL'J\ID. 

Untuk dapat memenuhi tuntutan 
tugasnya melakukan audit APBO mulai 
tahun 2006, BPK akan, menambah te­
naga kerja, memperluas jaringan kantor 
perwakilan, serta menambah kapasitas 
dan memodernisir teknologi informasi. 

Keperluan anggaran baf,ri hal-hal 
diatas dapat dikurangi jika PemcrinGih 
dapat menycderbanakan sistem audin r 
internalnya dan menyerahkan sebalu­
gian dari kelebihan personil, kantor ser­
ta peralatan auditor internal itu kepada 
BPK, 

Selain dari sumber APBN, juga di­

upayakan sumber lain bagi perungkatan 
kualitas SOM, jaringan kantor dan pe­
ralatan kerja BPK dari pinjaman serta 
hibah luar negeri. 

Sementara itu untuk meningkat­
kan p ran BPI(, maka rangkaian tin­
dakan internal yang sudah dilakukan 
di BPK: Pertama, mengupayakan tam­
bahan anggaran dari APBN untuk 
menggantikan penerimaan dari audi­
tee; Kedua, mengupayakan tambahan 
pendapatan bagi auditor dari sumber 
APBN; Ketiga, memberikan tanda 
penghargaan bagi auditor yang ber­
prestasi, seperti kenaikan pangkat di­
percepat, bintang jasa dan insentip 
uang, Kempat, Menjatuhkan hukuman 
kepada auditor yang menyimpang, se­
perti Tim Audit KPU dan Dana Abadl 
L'mat, Depart men Agama. 

Berkaitan dengan Laporan 
Ll mum Hasil Pemeriksaan (HASP -: [v1) 
BPK yang dilakukan BPI<., diserahkan 
kepada Pertama, Pemerintah dan 
Auditee untuk ditindak lanjuti, Kedua, 

OPR, OPRD dan OPO karena, 
sasinya endiri, tidak lagi tunduk pada hakikatnya, BPK didirikan 
pada pengaturan yang ketat oleh adalah untuk membantu OPR 
I\IenPAN ; Ketiga, independensi dan DPRD dalam melaksanakan 
dalam mengatur karyawannya hak bujet-nya, Ketiga, Penegak 
sendiri, dalam hal kode etik, me­ hukum (Kepolisian, kcjaksaan 
nambah, mengurangi, meman­ Agung dan Komisi Penanggu­
faatkan, membina dan mengatur langan Korupsi) untuk hal-hal 
personil sendiri, menetapkan yang menyangkut dugaan k;i­

kualifikasi dan jenjang kepangkatan minal; Keempat, Oiumumkan se­

dan skala penggajian, penyediaa,n cara iuas kepada publik dengan 
perlindungan hukum kepada memuatnya dalam website 

auditor BPI<. BPI<. " 
Karena kekhususan karak­

Penulis adalah Ketua Badan 
teristiknya, BPK memerlukan Pemeriksa Keuangan. Disarikan 
fleksibilitas clalafTl kerangka peng­ dari pemaparan ketua BPK 

dalam acara Dialog Membe­
rantasKorupsi di LAN tanggal 12 

aturan umum pegaw.a1 negen. 
Keempat, Independensi 

Juli 2005pemerik. aan: bebas dan mandiri 
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ening a an- leg- Penega an Hu um 

.dan Pemberantas. 


Peluang dan Kendala 
Peningkatan strategi penegakan 

ukum dan pemberantasan KKN 
[ ebut diatas, memiliki berbagai 

pduang, seperti: (a) kesungguhan 
li tik pemerintah; (b) tersedianya 

bcrbagai peraturan perundang­
m dangan; (c) tersedianya 
kdembagaan penegakan hukum dan 
pemberantasan KKN; (d) kemam­
puan aparatur; (e) dukungan dari ber­
bagai negara; (f) tumbuhnya organi­

si masyarakat pendorong pem­
beraritasan KKN; dan (g) gigihnya 
pers Indonesia memberitakan 
korupsi. Namun dernikian, masih 
terdapat berbagai kendala, seperti: 
(a) telah meluasnya praktek 

KK1'l : (b) ptaktek KKN telah­

melingkar dan dilakukan oleh 

pihak yang sebelumnya tidak 

dibayangkan; (c) maraknya 

perilaku dan sikap perrnisif 

masyarakat; dan (d) 

peraturan perundang­

undangan yang belum 

sepenuhnya mendukung. 


Berangkat dari 

kenyataan, permasalah­
an, peluang serta 

kendala, dari 

peningkatan 

strategi 

tersebut 

diharapkan 

agar (a) 

penegak 

hllkllm 

, enantiasa ber­

hasil 

membawa 

koruptor ke 


Nurmadjito *) 
bagian terakhir dari dua tulisan 

pengadilan dan (b) aparatur 
pengawas pemerintah senantiasa 
mampu membatasi atau mengurangi 
atau menghindarkan terjadinya 
korupsi, kolusi dan nepotisme atau 
jenis perilaku koruptif lainnya. 
Harapan tersebut ditunjukan dengan 
keberhasilan: (1) menguatkan 
undang-undang agar efektif mem­
proses pendakwaan dan mendukung 
keberhasilan penegak hukum mem­
bawa koruptor ke pengadilan, 'dan 
membangun berbagai undang­
undang untuk menggantikan undang­
undang berstelsel perizinan dan 
berkarakter represif, orotdoks dan 


konservatif; (2) 

membangun 


paradigma baru 
yang aspiratif, 
dan resppnsif 
agar 
membawa 
implikasi 
terhadap 
seluruh 
struktur 

instrumen 

penegakan hukum dan 
pemberantasan KKN, 

Kebijakan, Strategi dan Upaya 
Guna mewujudkan harapan ter­

sebut kebijaksanaan yang diusulkan 
diformulasikan sebagai berikut: 
Terwujudnya Peningkatan Strategi 
Penegakan Hukum dan 
Pemberantasan KKN melalui 
Pembaruan hukum, Penataan 
kelembagaan, Pemberdayaan SDM 
Aparatur dan Pemberdayaan masya­
rakat, guna tercapainya stabilitas 
politik dalam pelaksanaan 
pembangunan nasional. Penjabaran 
dari kebijaksanaan itu, ditentukan 4 
(empat) langkah strategis. Per!ama, 
strategi mewujudkan Pembaruan 
Hukum; Kedua, strategi 
mengupayakan penataan 
kelembagaan penegak hukum dan 
pemberantasan KKN; Ketiga, strategi 
mewujudkan pemberdayaan aparatur 
penegak huk~m dan pengawasan; 
dan kempat, strategi mewujudkan 
keberdayaan masyarakat agar 
berperan aktif mendukung usaha 
pemerintah memerangi korupsi, 

kolusi dan nepotisme. 
Keempat strategi tersebut 

merllpakan landasan operasional 
dalam meningkatkan strategi 
pcnegakan hukum dan 
pet11IJerantasan KK1'l yang indi­
kasinya: (a) tersangka koruptor 
tidak bisa lagi berkilah melalui 
celah hukum membebaskan 
dirinya dan semakin meningkat 
jllmlah koruptor \'ang dapat 
dijaring melalui prose, hukum; 
dan (b) menurunm-a perilaku 
koruptif para pen~-e lenggara 
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negara dan birokrasi pemerintah, 
termasuk terhapusnya berbagai 
tindakan kolusi dan nepotisme. 
Kondisi ini tentunya di respon 
dengan merungkatnya kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah, 
menurunnya jumlah pengaduan 
terhadap pelayanan pemerintah, 
merungkatnya jumlah anggaran yang 
digunakan memberikan pelayanan 
kcpada masyarakat dan pada 
gilirannya tercapainya stabilitas 
politik dalam rangka pelaksaanaan 
pembangunan nasional dewasa ini. 

Langkah yang ditempuh guna 
merealisasikan keempat strategi tcr­
sebut, dalam kerangka strategi me­
wujudkan pembaruan hukum, 
meliputi 6 (en am) upaya, yaitu: 

a. Menyempurnakan undang­
undang No 31 tahun 1999 
sebagaimana diubah dengan undang­
undang No 20 tahun 2002. 

b. mencabut Peraturan Peme­
rintah No 27-tahun 1983 guna 
mengatur kembali keberadaan 
aparatur penyidik, dan melaksanakan 
pasal 284 ayat 2 KUHAP 

c. mengganti produk undang­
undang yang berstelscl perizinan, 
seperti Bedn~jf &glementerings 
Ordonllatie 1934, dan undang-undang 
Hinder Ordonnatie, serta undang­
undang yang berkarakter represif, 
konsevatif dan ortodoks, 

d. menyusun undang-undang 
untuk mengatur dan mensinkronkan 
kegiatan pengawasan perilaku 
koruptif dan tindak kolusi dan 
nepotisme, termasuk serta kerjasama 
auditor pemeriksa keuangan dengan 
penegak hukum. 

Dalam rangka melaksanakan 
strategi penataan kelembagaan, 
mtliputi 4 (empat) upaya yaitu: . 
a. penataan ulang kelembagaan 

penyidik 
b. penataan ulang kelembagaan 

pengawasan di tingkat Pusat dan 
daerah. 

c. pcnat.aan ulang kelernbagaan 
auditor pemerintah 

d. 	 pembentukan badan think-thank 
yang berada dibawah dan ber­
tanggungjawab kepada Presiden. 

Guna melaksanakan strategi 

pemberdayaan aparatur, dilakukan 4 

(empat) upaya, yaitu 

a. 	 menyiapkan rancangan 


Peraturan Presiden untuk 

mengkoordinasikan tugas 

penyidikan dari masing-masing 

penyidik. 


b. 	 menyiapkan rancangan 
Peraturan pemerintah untuk 
mencabut Peraturan Pemerintah 
No 27 tahun 1983. 

c. 	 menyiapkan Keputusan Presiden 
untuk membangun corruption 
justice mechanism, guna mengkoor­
dinasikan kegiatan penyidikan 
antar Penyidik. 
Oi bidang Strategi 

pemberdayaan masyarakat meliputi 9 
(sembilan) upaya, yaitu. Pertama, 
sosialisasi dan edukasi. Kedua, 
pengaturan kembali pengelolaan 
barang milik negara. Ketiga, 
mendorong tumbuhnya gerakan 
masyarakat yang berfungsi 
melakukan pengawasan barang milik 
negara termasuk perilaku 
penyelenggara negara. 

Kempat, memperkuat 

kelembagaan Komisi Ombudsman 

Nasional dengan undang-undang 

yang memberi landasan bekerja 


. mengawasi pelayanan pemerintah. 
KelimCl, mengusulkan penyusunan 
undang-undang teotang Pelayanan 
Publik, sebagai upaya memberikan 
transparansi mengcnai kegiatan 
pelayanan pemerintah, termasuk 
mengawasi segala hal berkaitan 
dengan penyalahgunaan kektlasaan 
atau pcrbuatan melawan h~lkum 
pcjabat. 

Keenam, mengusulkan 
penyusunan undang-undang tentang 
Administrasi Pcmerintah, sebagai 
landasan mcmberikan transp:transi 
kepada masyarakat saat 
membutuhkan pclayanan pcmerintah. 

&h!fllh, mengusulkan mengganti 
dasar hukum ketentuan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah, yang 
selama ini diatur melalui Keputusan 
Presiden menjadi Undang-undang. 
Hal ini didasarkan bahwa hubungan 
kerja antara pemerintah dengan 
masyarakat seharusnya berada dalam 
keseimbangan. Kegagalan 
pemerintah menuaikan janji yang me­
rugikan masyarakat seharusnya bukan 
menjadi beban rakyat. • 

Kedelopan, mengusulkan 
penyusunan undang-undang yang 
melindungi saksi pelapor, atau 
dikenal perlindungan saksi. 
Ketentuan seperti ini telah diatur 
dalam undang-undang ten tang tindak 
pidana pencucian uang. 

. Berkenaan dengan uraian 
tersebut diatas, dapat disimpulkan 
bahwa peningkatan strategi 
penegakan hukum dan 
pemberantasan KKN harus memiliki 
kebijakan, strategi dan upaya yang 
konsepsional disusun secara kom­
prehensif dan integral dengan mem­
perhatikan berbagai sektor yang ber­
kaitan. Hal itu dikarenakan upaya 
pencegahan dan pemberantasan 
KKN merupakan suatu proses yang 
panjang seperti halnya proses 

. pembangunan. Oleh karena itu guna 
melaksanakan strategi tersebut 
diperlukan suatu organisasi yang 
secara dcq 10 dqy mcngelola 
kebijaksanaan tersebut, dan 
mengingat dewasa ini Indonesia 
belum memiliki organisasi tersebut, 
diusulkan dibentuk lembaga dengan 
sebutan The Indonesian Inslillit for 
ModerniifItion Combatting Corrnpllon 

.~ystems. 

Penlllis atbdm 
Jtll/ahli Menten bldang H I/kIll' 

Kemenlenan Pentiqyaglfnaan Aparat/lr 
l\eg,lr. 

RillgkClsan dari Taskap JaClt !I!enik 
KJA XIII Le11lhal1t1J Mald:/ /I/; .} 



baru telah menjelma menjadi sebuah ota besar yang memegang peranan 
p penting. Saat ini Pekanbaru telah menjadi urat nadi perekonomian 

nnl"...... esia, khususnya di pulau Sumatera. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 
at 23 Juni 2005, Pekanbaru telah berusia 221 tahun. Kota yang resmi 

anti nama dari Senapelan menjadi Pekanbaru pada 23 Juni 1784 ini, kini 
uh dan berkembang pesat 

Oi hari peringatan ulang tahun ke-221 yang 
u Herman Abdullah Walikota Pekanbaru 
:l gungkapkan visi Pekanbaru 2021 yang 

muskan pada masa awal kepemimpinannya 
"Terwujudnya kota Pekanbaru sebagai pusat 

dagangan dan jasa, pusat pendidikan dan 
sat kebudayaan Melayu menuju masyarakat 

ang berlandaskan iman dan takwall 
• Visi ini 

erupakan untaian benang merah yang panjang 
alam upaya mewujudkan cita-cita pendiri Bandar 

Senapelan. "Ini lah amanah yang harus diemban, 
dlpelihara, dan dilaksanakan dalam bentuk 
pembangunan kota Bertuah", ujar pria kelahiran 
Pekanbaru, 18 Juli 1950 ini. Wakil Ketua Asosiasi 
Pemenntah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini 
merasa bersyukur karena pelak­
sanaan pembangunan di kota 
Pekanbaru tidak terlalu 
banyak rlntangan yang 
dialami. "Dukungan dari 
semua lini serta berba­
gai komponen masya­
rakat sangat mem­
bantu pelaksanaan 
pembangunan~ ~a~ 
nya. Berkah otonomi 
daerah benar-benar 
dirasakan oleh 
masyarakat dan 

pemerintah daera h dal am menentukan format 
ya ng cocok dalam membangun daerah dan 
mewuj udkan kehidupan yang lebih baik. 

alah seorang tokoh masyarakat Pekanbaru 
yang enggan menyebutkan namanya menilai 
selama kepemimpinan Herman Abdullah cukup 
banyak kemajuan yang dicapai. Kemajuan yang 
dicapai Pekanbaru terlihat antara lain di bidang 
pembangunan infrastruktur, politik, ekonomi, dan 
bidang lainnya. "Pertumbuhan ekonomi yang 
cukup tinggi yaitu sebesar 8,15% jelas menun­
jukkan sebuah prestasi yang membanggakan", 
ujarnya (adrinal) 



De ut Pembang na Ko a Pe a ba 
Dalam Mew ·u n Kese 'ah eraan Masyarakat 

Perlahan kiprah Pekanbaru mulai menarik perhatian banyak 

mencapai 7, 97 %. Sum bangan tcrbc nr 

kepada pertumbuhan ekonomi ini be­

pihak. Berbagai keberhasilan pun diraih. Di bawah duet 
k~pemimpinan Herman Abdullah - Erwandi Saleh, Pekanbaru 
terus menggeliat. Sebagai ibukota propinsi Riau Pekanbaru juga 
mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. 

Dalan~ sebuah ke; empatan, Her­

man \:bdullah mengatakan, era globali­

~a sj tclah mem pers mbn kita sebagai 

<ttl! rna y. ra kat d unia ~'ang tidak ter­
ri ~ ahk 8 n th o saling kett: rgantungan. 

Lebih jauh c1ika t..'l.kann~' dengan kema­
juan tek ( togl, ki ta ahn mampu me­

ningkatk, 11 berbagai potensi . eoptimal 

m ungkin . ~ebalikn ya kita juga akan 

di tantang dengan tingginya tingkat 
I·umpe tis i. Dengan demikian apabila 

bta tid a" memiliki penglla5aan 
fP ~ I , serra kurang mampu meng­

aktualisasikan S 'gala potensi S i\[ dan 

. umber clap alam yang kita mluki, l11a­

ka kita aka n k' lah bCL.aing dalam 5i5­
rem ekonol11i global. 

13.1rangka li ungkapan-ungkapan 
y!1 llg menggelorakan ,emangat itulah 

\-~ng menjadlkan kota Pekanbaru terus 
. rbcnab diri dan menyongsong masa 

depan di bawah kepemimpinan Her­

man '\bdullah. Perlahan namun pasti; 
derap pembangunan di kota bcrtuah 
tdah menampakkan hasil. Berbagai 

penghargaan pun luraih . N amun, Pem­

da terus berupaya melakukan berbagai 
terobosan. emuanya ditujukan unt\,lk 

mel11ajllkan Pekanbaru sekaligus 

mengangkat derajat hiJup mqsyarakat. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik 
juga menjadi perhatian. Pcrhatian 

t er~ b ut diwujuJkan Jengan mcn­
dirikan 1" antor Pelayanan Terpadu 

(K PT) 

Pertumbuhan ekononu 
Pertumbuhan ekonomi kota Pe­

kanbaru cukup tinggi. Angka pcrtum­
buhan scbesar 8,15 % menunjukkan 

adanya h.enaikan yang ~ignifikan dari 

tahun sebclllmnya yang hanya 

rasal dari biJang konstruksi yang men­
capai 10,27 % dan bidang-bidang lain­

n~'a yang bergerak antara 3,76 (Yosam­

pai dengan 9,67 °/0 . i\Iakna formulatif 
pertumbuhan ekonomi ini adalah ter­

bukanya kesempatan kerja baru paJa 

berbagai bidang, terutama biclang kon­
struksi, terma uk pembangunan peru­
mahan. Sejalan dengan pertumbuhnn 

ekonomi, pcndapatan per kapita pen­
duduk per tahun juga terjalli kenaikan 

yang berarti. 

Daya Tank In 'etasi 
Dikukuhkan dan ditetapkannya 

Pekanbaru sebagal 10 besar kota yang 
memiliki daya tarik investasi dari 134 
kota yang ada di Indonesia oleh Ko­

mite Pemantau Pelaksanaan Otonomi 

Dacrah (KPPOD) kian mcnjndikan 
Pekanbaru sebagai daerah yang me­

narik bagi ilwestor untuk menanamkan 
modalnya. Hal ini tentu akan mempcr­

cepat !aju pembangunan Jj ibukota 
provinsi Riau ini. Selain itu saat ini Pe­

kanbaru relah didukllng olch berbagai 

sarana dan prasarana yang menunjang 
Jan menarik investor. 

Untuk memperc p at p erkc m ­
bangan dan p(;rrumbuhan r ercko l1o­

roian kOla Pcknnbaru bcbempa wnktu 
lalu, tda b di.tclakan kerja s:un a lim; 

ora yai LU kotn Bat:un , Pckanbaru, 

Paili'lllg, Bukitun~gl, dan Solok. 
f lal ini dibkllkan untuk dapat mc­

lakukan sinergi positif, dan darat me­

rangsang scktor perela,. al1g'.w dan jasa, 
industri dan pariwisata, dengan prinsip 

saling mengllntungkan. 
N~mun demikian Pekanbaru juga 

tidak menurup mata, bahwn kel mah­
an-kelemahan yang duuiliki juga ma­

sih banyak. Di an taranya ma. ih aJ:\ 

penduJuk yang tergolong ml!>kt n dan 
pm eJ:1 htera. 

Walikota Herman Abdullah disambut oleh masyarakat kota Pekanbaru setelah 
menjemput piala Adipura 



ma~ a1. han - rt' rma~alahan eli atas, sudah Ji tan:'ani 

r bahai pen~entasan kemi kinan kora . Juga melaJ ui 

hu 1 ~1 dan pengemb angan usaha bagl m asyar kat, 

b~rbag~li seki )t kegiatan ekonomi d ' nga n sis te m 

n;uLit r an" dikdola Sl:caJ:a kele.l11bagaan. T ujllannya 

~ntuk m emberdayakan ke.giatan ekonomi rak\'at Jan 

nan jll1r:tb kc:misktnan ~ecara bcrta hap. 

Plo gi' gaan dipwa lullu tll 

1'" eberhasiJan yang sangat menonjol adalah. keberhasilan 

p rogram J" 3 (I"t'bersihan , keiodahan Ia n ketcrtiba n). In i 

juga merupakan satll prestas i :'ang menggemhirakan . D ari 

hasil evaluasi \'ang dilakukan 1 I ' nteri ' egara ling kungan 

hiclup (i\Icneg LH) tallUl1 2004 >'ang lalu , kota P ekanbant 

berada eli peringkat 16 kota tcrbersih dari 59 kota di ~dLlruh 

Indonesia yang dievaluasi dan kita bc rada Lii atas klJta Jjukit 

t inggi, Lampung dan Surabaya, T ahun 20()5 berhasil 

HERMAN ABDULLAH (Walikota Pekanbaru):: 

Bicat:l Pekan­

harn ttntu wl hi 'J 

It:pas dari sosok 
11 c r m a ll 

.\.bdldlah . Bl: r­

bagai k~berh.'lSi l­

an (da b diraih 
P e rtu m buh an 

e kOnOlnl K ota 

Batuah Ini ju ga 
sangat m enge s,u1k:'1J1 

pelaksa naan otonomi dae ra h . Berb agai rero o~an 

ah dilakukan dala m ra ngka mcwujudkan kesejahtcraan 

m .c,\',u nka t. 

. \lumnus lagisrer Manajemen Umvers.itas P ad jajaran 

' tnd lln~> il1J Dolch dikatakan tokoh sentraln\,.. Pera ih Satya 

_·n a na Pcmbanf,'1.lf1an ini berharap Pekanbaru bisa meJ1­

Ljajarb ,n cun dengan ko ta-ko ta besar lain di IndoneSIa. Pa­

Lng Ildnk di p\l lau Sumat 'ra, Pekanbaru harus menjadi 1-.o ta 

tcrp<::nring. B araogkali Peka nbaru t<::r masuk ko ta \'al1g me­
r~sakan bb ·b lb otonorni daerah. B esarnya peningkatan pen­
dapatan as Ii daerah (Pl ID) adalah salah satu bukti otol1o mi 

dacrah membe rAan b rkah bagi Ko ta Bertuah ini. Tcrjadi. 

nva peningkara n pendapatan a ·h daerah ini juga d iduk 1:1~ 

~emakin mcntngkarm'a kesadaran wajib p ajak/ r tn l U j 

daerah, serra adan:,] so ialisas.i m engenai paja k / rdllhu i 

d ae rah . Bt:rbag. i pda.'anan kepada mas\'araka r Sell : Ii.·". 

(crus diu uvakan m C111bcnahinya. 

Tcraklm. th lam rangb mt:wujudkan pdJ\ an:m . . lng 

Ikunrrrbd ttlI1sparan dan pwtl:sional. PL:md.l P bnbaru 

td:1.h m Illltrikm I aot,)r Pdayanan i >ro. \1 1 f),ILl! hi' 
rengl:ntn~all ~ I.'misk1nan kma, Pemda Pekanbaru ill~:l I '1;lh 

berhasil menurunl an angl'n kemiskin:m secan bt>[l'lill ). 

, 
" Jjt:rhasilny;~ pr gram ter cbul karena tingginya kOmlLmCn 

berbagru komponcrt ml1~) amktl ' J u jar H exllltLO. 

Dikaitkan dengan globalisa I , Hermnn Abd ullah pun 
m engingatkan agar senantiasa ber ben'lh din. Bdbenah :tgnr 

mnmpu bcrt:th an d:t n dt p erh itungka.n da lum kom p ·tisi 
ekonn m i g lo bal. Gl( b alisllSt b t:nar-beuar dapa t d lj:ldr kan 

p luang dan bukan baliknrn sebagai hamb:l t. n [ Terman 

l\ bduUah pun terus menduwng ke ad~ segc: nap wargan. :l 

untuk senantiasa optimis menatap masa J pan 

Bebc:rapa penghargaan d :tn pn::stas i } an;! dir:uh ,)l-h 

I'ota Pekanbaru di bawah k -pem im pinan Herm an J hcluil.'th 

antnra lain: 

Pi:'!.la \'CLhana Tata N ugraha :\TN) Tenib Lllu J.in r;:ts 

J a n Angk utan K o ta tahun 20 Ch o!t:h _\Ie n te ri 
Perhul uog;1I1. 

Kota Bersih kategori K ra Be ::If tlngbt Pro pin si taJ'lUl1 
2004. 

uatya Lencana Pernbangunan p ada Pe kan aSlo naJ Tani . 

:--.l elayan Andalan eli :'Ifanado o leh P re Idl:n Republi.k 

Jndu n ·sia. 

Widyakrama tahun 2004 ten tang b bupaten/ ko la :mg 
bcrprestas i dalam rndaksanak<,ul program \\niib bd.liar 
pendidikan dasar sel1l bilan tahun pada rahun 2UI,-t. 

Piagam Penghargaan terhadap pengcrnbao!!:lo Til 
.\l-Qur'an dan akwah lslamiyah di Pd.:mb:llu P pill · 

Rial! tahun 2004 oleh M ,ntcri Agama 

~It .­a Lcncana \\ ira I arn l da n B hak ti I "pc:p"j rt:1 

Pt:mht.:nnn Pen ~h;lIgaan atau Jasa Bhakt! [-opc:ra I 

·ah. l'ccil r nengah tahun 2tJlJ4­ I \:.h P Id fl 

R puhllk InJoI1l:sia 

, mgeral) \d1rUf<'1alas Pn:stil.;iKnt I r Illb 
kota Tcrb <:f!-ii h sccara nasion.1I l :l C 

lkngan nilai 75,76 

Layanan Publik . \ gusrm ' ~ ·pt mber 1011; . 33 



m cn jacli kota lerbersih di Indonesia, kateguri kota besar. 

Sebuah lompatan p res tas i yang sangat m engagumkan. Yang 

p t rlu diGltat di antara kota besar yang b rhasil m empe ro­

le h piala'\clip ura, Pekanbaru m mperoleh nilai tcrtinggi, 

eli atas kora Padang yang m e rupakan langganan pe.raih 

Adipura. 

Slain iru, pemberian \'{-'idyakrama untuk Indones ia 

telah d iberikan kepada 80 kabupaten dan kota. Ini meru­

pakan pengha.rgaan pemerintah (pusat) ata~ pxestasi kabl.l­

paten / kota yang telah berhasiL, dalam melakukan upm'a­

upay, pel:lk!;anaan wajib bel:ljar pendidikan dasar 9 ta lmn 

menllju kepatla penuntasan waj ib belajar. S telah rn 111­

pe.toleh pen p-hargaan il1i, Pekanbaru h:lrlls leb ih berpaclI 

lag~ ur1 tuk rm:,mperoleh prest:lsi clibidang pendiclikan ini. 

P endidikan m ' [Llpakan aru sektor kunci strategis, dalam 

upa\'a mem n rkatkan sumber dm'a manusia. 

Pembinaan di sektor keagamaan clilakukan pcmerintah 

ko ta Pekanb,lru. I-:.egiatan terscbut berupa p rogram seI..i.ap 

m ingJ u mcngadakan ceramah agama eli aula Kantor wa-

Walikota Pekanbaru di tengah para petugas keberslhan mera­
yakan keberhasilan kota Pekanbaru meraih piala Adipura ' 

liko ta. Selain itu juga mcrn bantu b erbagai pcmbang unan 

fasilitas m esjid. 

(advertorial, humas Pekanbaru/odri) 

a 
di 

I Ienyikapi kCLldakpercayaan mas l'aral :u tcrhaillp 

kinerja pemcrintah yang boleh dikatakan san~at fLncl ah, 

Pemda kota Pl'kanbaru berupaya rnelakukan b rbag.l i 

pembenahan-pcmbenahan. lmpian me\Vuj L1Clkan good 
f!,(Jl 'fl'llall(f Ji ibukota Provinsi Riau yang juga dikLoal 

dengan sebutan kota berruah (bersih , tertib. usaha ber­

sama, aman, dan harmonis) irLi tel ah dittlz,ng an dalam 

do kumen rencana aksi penerapan tata k ' pnnerintahan 

yang baik l'ota Pekanbaru, Dokurnen inipun sudah mC.n­
i~ eli d >kum en resmi, karena suclah clisahkan (llch vall­

Lora beberapa wakru yang lalu. 

Melal ui rencana aksi Jru , pcmerintah kota PekJnbaru 

m encoba menerapkan berbagai peraturan maupun eara 

kerja yang m ngacu pada pennljudan pemcrintahan 

) ant!; baik dan bersih. Disaua ri bah\va pem.ra an t:lta 

kepen erintahan illi masih belum sl'penuhm-a mc­
menuhi berbagai kriteria dalarn m ewujudkan tara 

kepcmerintahan ya ng baik. Seridakn\':1 jib di­

bandingkan dengan bcrbagal too;' kif yang di­

sarankan oleh berbagai Iembaga anti korupsi 

dunia. Namun dcmikian, PernJa kota Pe­

kanbaru tt rap berupaya I.lnttlk m ampu 

mcwujudkan tam kepemerilltahah 

yang balk ini dalam rangka 

mem bcril an pdavanan i ang optimal kepada m;t~\·. k:n. 
Beberap:>. kegtatan lWlll1:l yang akan llilakukan olch 

Pemtrint:-th h..o ra Plkanbaru dal:un rang;ka mewuJuJbn 

tara kepcrnerinrahan yang b,lik aJalah: 

Pertama, meningka.t kan karas ita~ p menno.han dl I . o t:l 

Pd:anbaru; Kedua, mL\\'llJud kan manajt O'lLn bLrb.isi. 

kinerja serta pengelolajJ1 a St:I , Ketiga, mcmngkatkan 

pelayanan I·t' p,tda fl ;1s\'arnl-a[; 1'-'cmp"r, mc!akukan 
b rbagai upaya pcmbd'anr asan kuru Sl . 

Salah satu unit ktrj a yang berperu.n daLun nc, 'u­
judk'll1 .guod l!onn](Jtlct ini adala.h Bnoan Pengawas 1 ot:1 

(Bawaskot) . \Ienurut kep:l.h Bawaskot Pekanbaru, !-"IU' 7. 

IlYJ" segala bentnk pen :im pangan UI lingkung'ln 

Pcmda ota Pekanbanl sep::ra ullimhklanjUli 

Jengan mebkukan audit (pemenks. ~n) . 'Dan Se­

hma ini keIJenllban Ba\\raSLla eu'u m emcg.l11g 

pe ran rentlng dalam 111(:" ujuukan /I.,II"d 
<~Ol'f rJltJ!ICi' di k(.t a Pekan b anl", 'u ja rn\ a 

(adrinal/ 5t1 ntu) 

Kepala Badan Pengawas Kota 
(Bawaskot) Pekanbaru Fauaz lIya 

SH. Bawaskot Pekanbaru berperan 
pe !Ing dalam mewujudkan good 

governance di kota Bertuah 



L 'sen ,tal p nerapan tata k"pe­

1l1 tahan yang balk ciifnku kan pa­

eniogkaran kineria pelayan, n pa­

masyarakat. L' mu k me\l.lljudkan 

tcrsebu t dilakukan revitalisasi LJ fut 
P l\'anan l ' mum Terpadu CUPl 'T) 

'1.!U.l1 membenruk l ' nntor 

P I: ~ aoan Terpadu (KPT) . 
kora Pekanbaru ini 

!.til diope rasionalkan terhi­

ng tanggal I April 2005. 
Pem bentukan KPT ini 

n ruk leb ih meningkatkan 

dayanan publik dan mem­

ers ingkat jangkauan pela­

. ~lnan (spend of (Ollfr(j~ 
t.: pada masyarakat serta 

,n 'nghindari birokras i y, ng 
bc:rbelit, Pemerin tah kota 

Pekanbaru juga telah mc­

ngambil keb ijakan diant, ra ­
m'a melim pahkan scbaha­

gian ke\ enangan ,, 'alikota 

ke ada camat. 

p merintah kot:! Pc::kan am KPT 
ran T sud-h beroperasi tpk 1 .\pnl 
2005 D ulunya hanya menelllpat 1 

salah satu ru; ng:m kec il dl gt.:ll1l1g 

ap eda. Saat ini 1 PT tel. h m -nem­

pati gedung b,\ru yang lUi! ) lega dan 

~nt anf dlb laktn r 

g dUll?: wna kant r lik.lm, Ini 
mer pakan erlamL.1 1 d n k;.. 

hat i pen CI I11t :lb I ' O Ll PckanbllfU 

dala, I membenkan peLyanan prirna 

k path ,varga o ta llya, D engan 

Selama ini t -m pat peb­

yan an te ~ eba l' ill berbagai 

nit ker ja ill lingkungan 

Walikota Pekanbaru Herman Abdullah tengah berbincang-bincang dengan para pegawai Kantor Pelayanan 
Terpadu lKPT) Pekanbaru. KPT Inl lngln mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel dan profesional. 
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<i.ln" i ;'1 n l11c nurn k tn [,an~un:l n ( 11\[1:5), a{.;: tc kda hira n s :ln lp ai 

kc rekom enda' i l'llCU n api. 
l -m uk sernenrarn ini J ·PT sudah dapat melayani 32 

jcn is pcrizinan. Dcn~an adan 'a k.PT ini pelayanan lcrhad:lp 

kcpentingan rna ~arak.lt m~niadi ),angat lmpd. lial ini 
dapal di\ 'U ludka n karc:na bemdn pada satu amp. ~dai n itLl 
juga bi' lebih 'epM !-.arena muniLiki jadwal ,, 'aktll pt:Lt­
j [Illan vang paso dan hcrnal. Tnri fl1ya juga sudah jelas. H al 

ini mcrup kall im I menmsi dalam elak.s:ll1:lan p l:lI'a nan 

Suas?"a oi kantor pelayanan terpad I Pekanbaru yang juga idukung 
oleh tasilitas penunjang yang memadai sehlngga masyarakat yang 
membutuhkan jasa pelayanan merasa nyaman 

) an ;'" lcbih transparan , akl.lmabel dan pro rcsio nal sebagai 

b ngkah m-at:l pcmerin tnh kOla pekanbarll dalam mem nuhi 

run ut. n Inst uksi P resi :len 1 ' )m0r 5 tahul1 2004 tcmang 

Perccp tan PemberanClsan J 'orupsl (ad\ rt o ria l, adrinal) 

PEMOHON 

CARl INFO 

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
PADA Kh NTOR PELAYANAN TERPADU 

KOTA PEKANBARU 

LOKET PELAYANAN STAF I PEJ. WIN I I BANK 

BERI INFO & FORMULIR 

PERIKSA 1lSI FORM & 
PERSYARATAN 

,r 
LENGKAPI ..... LENGKAP I-

TERIMA BUKTI SETOR, REG-
PERMOHONAN. CETAK IllN 

PENYERAHAN IllN 

OTO& 

I. PARAF.... 
TERIMAlllN ~I ........ 


~ r 
TERIMA TANDA 

BUKTI • 

KONFIRMASI 
TDKSESUAI . 

TERIMA 
BERKAS 

BAYAR& 
TERIMA BUKTI 

. 

~ r YA 

(lll~
UNDANG TI SURVEI 

SURVEI, KAJIAN TIM/BAP 
INFO TARIF. TANGGAL SELESAI 

(NON IlIN. DIPROSES) 

t' 
. 

TIDAK- • SESUAI I-..... IYA 
. .. TRANSAKSI ..... DAN 

t SERAHKAN 
BUKTI 

SETORAN 

~ RICEK 
~ 

Sumber Keputusan Wafikota Pekanbaru No, 30 tahu 2005, tanggal 9 Maret 2005 
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Bagi sebagian orang teru­
a di luar provinsi Riau. 

arna Pelalawan tidaklah 
gitu dikenal. Dulunya 

elalawan hanyalah sebuah 
sun yang berkembang 
enjadi kampung yang 

emudian menjadi ibukota ke­
matan. Saat ini Pelalawan 

barkembang pesat. Berkah 
tonomi daerah malah 

menjadikannya sebua 
abupaten 

Beberapa tah un ke depan 
prah Pelalawan akan menjadi 

sorotan. Sejak menjadi 
abupaten yang terpisah dari 
abupaten Kampar, Pelalawan 

bergerak dan melaju dengan 
cepat. Tengoklah Pelalawan 
saat inL Ibukota Pangkalan 
Kerinci yang dulunya sebuah 
dusun yang terisolasi telah 
disulap menjadi ibukota 
kabupaten. Dibawah 
duet kepemimpinan T. 
Azmun Jaafar dan 
Abdul Anas Badrun serta 

sekretaris daerah Marwan 
Ibrahim, Pelalawan 
akan terus berusaha 

mengejar berbagai keter­
tinggalan. Obsesi pemerintah 
daerah Pelalawan saat ini 
adalah menjadikan Pelalawan 
lebih maju dan terdepan dalam 
berbagaJ aspek kehidupan di 
provinsi Riau. 

Untuk menjadikan 
Pelalawan leblh maju dan 
terdepan diperlukan semangat, 
kesungguhan, ke~a keras dan 
komitmen dalam pelaksanaan 
pembangunan. Mellhat 
kemaJua kabupaten 
Pelalawan lima tahun terakhir 
ini. sungguh suatu hal yang 
sangat menggemblrakan 
Tingkat kesejahteraan dan 
kualitas hidup masyarakat 
me jadi relatif lebih b?lk Hal 
ini dapal dJlihat dari semakin 
membaiknya angka-angka 
rndikator keseJahteraan rakyat. 
Oi antaranya meningkatnya 
kualitas kesehatan ibu, balita 

dan masyarakat 
pad a umumnya. 

Selain itu, 
kualitas 
pendidikan 
masyarakat, 

serta perekonomlan rakyat 
juga mengalami pemngkatan. 

Merujuk angka kemlsklnan 
kabupaten Pelalawan, tampak 
terjadi penurunan pada lima 
tahun terakhir. Dari angka 52°0 
pad tahun 1990 menJadl 
sebesar 21,67 % pada tahun 
2004. Bal1kan hasH penelit an 
Badan Litbang Provinsi Riau 
menunjukkan angka 
kemiskinan kabupaten 
Pelalawan tinggal sebesar 
18,39 %. Namun demiklan. 
seberqpa pun keci l angka 
kemiskinan tersebut tetap 
menjadi tanggung Jawab 
Pemerintah Daerah untuk terus 
menanganinya. Dengan 
demikian, kesejahteraan bagi 
seluruh masyarakat di daerah 
ini dapat terwujud. Itulah tekad 
yang terus dikumandangkan 
pemerintah daerah kabupaten 
Pelalawan. 

(advertorial, Adrina~ 
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8upati T. Az un Jaafar delam a fa Pe\(.:In ImunL i Nasional dt 
Puskesmas Pangkalan Kennei. Pelalawan. 

yang baru terbentu dari peme ran kab pate ampar in 
berupaya mengejar ketertinggalannya di belibagai bidang" 
Berbagai upaya yang telah dilakukan 0 eh p a ke a Ora PeJa 
18 Nopember 1958 ini, untuk membangun negeri ca - di !intas 
timur pulau Sumatera. Berikut petikan a ncaranya. 

BagaimatU1 arah kebijakan pmz­
bangunan IVzbupatell PeLUa 1 

Arah K bija kan pemb. n t!un <l n 

1" abupaten Pelalawln m h'lHi lim1 

hal. P(' rt(JIlIIl, m mban~I1 ckonornt rna ­

"yarakar. KedI/o, sektor pen(hcllbu. 

tiga, .ektor kesehatan. K f'PIIIP tll, st:ktor 

in frastL1 bur/ pt: rhubungan. K elintf1, 

pengua ran terhadap eb ':lI1an c ­
rntrintah sebagai apa ratur. Saar im it:1 

beker ja kera dalam membcntuk pon ­

da 'i pem bangunan. eko nomi rn b 'at, 

, DM, k(.sehatan dan struktur apararur 

pemerintahan. Lima hal t rsebllt mew­

pakan SLJaru bnghran ~-a '1, saling me­

nun j'l 19. ! Iu. tahil kalau kita b i :11'a cko 
nr mi r, ya . sedangkan aparatumya ti­

dal,. mLn/erti tentan. tara memb 'rikan 

pda\'anan..Mustahil kalau ki m bitam 

masnlah SO \1, sed;] n~kan guru .:a 1,1. 

meru palan bagian dan apar~ nl[, tldnk 

Tak mudah menjadl epaJa da rah ani. O"perl 
semangat untuk membangun daerah. O' sa . 
menerima masukan dan aspirasl masyara t al i "Iah ya 9 
dirasakan oleh Tengku Azmun Jaafa b pati peJalawan. Oi bidang pelayanan k sehatan. 

mtc pgko'1sentra ibn dan tidak m 'm­

p u yai 'U.. lU wawasan ke se riusan 

mt:nlperltaLi <iO rna alah SOL (lihat 

b k') 

Perl ll digar i<; bawahl bahwa pela­


yanao pemcnntah berkaitan dengan 


ap rarw 101 menjadi s:llah saw pri ­


oritas. "-abupa te n Pelalawan merupa­


kan kabup:l ten. ang b,tru dimekarkan 


dari kab Ipar 0 K:lmpar. D engan de­


mikian, mah. memf. "!ukan konsentrasi 


di b it -an clt:ngan rnasalah penyiapan 


aparnru r puuerintah, tcrmasuk institu­


. im'a. Pem rintah kabupaten Pelalawan 


rebh melaksanaJ 'un program sarana fi­

sik 1par (tur dan sumbe1' daya aparatur. 


f"-cgl<ltan rerscbut mcEputi 


pembangunan gcdung per­


kantoran, pengadaan sara­


erkantoran, dan dilJat 


t nag1 apara tu r. 

1crkalt denga n pemba­


ngunan apararur, tdah di­


batll'lill bntor bupati, bn­


, pembangunan 

d'tnas serta pem­

3 I IngUtla n aedung per­

moran lInl uk badan, di­

1:\~ k P mbangun ­
:10 kamor kcpaJa elesa. 

acla dua program yatru kartu scha t dan 

kartu askes. Karru sehat ini ditangani 

o leh pemerintah aat lIl i ki ta telah 

men
b
o-e lu a kan 7500 kartu untuk 

keluarga pra sejahtna. Kartu schat ini 

ciJ b rikan kepada masyarakat yang 

dikategorikan elengan status sosial ml·. 
kin clan puskesmas mdayani mereka. 

Jadi mereka membawa. kartu kemudian 

mt!!lyampaikannya kepada ru skesma~ 

dan puskesmas nanti menagih paela 

bupati melalu i RSU. 

K artu sehat ini, bukan hanya se­

kedar karru-kartuan, terapi juga men ­

distribusikan bantuan. l\Iisalnya ban­

tuan beras bantl.lan sembako kcpada 

masyarakat mlskin tersebu t. Dcngan 

mcmiliki kartu illi mereka sudah punya 

hak dalam kaitannya dengan pdayanan 

ke. ehatan termasuk pela~:anan sosial. 

Kartu ASKE S, seperti biasa P 'S 
m eblui RS dan udak aela problem . 

Kartu sehat adalah kartu sosial dan 

punya clua fungsi, yaitu scbagai pcne­

rima bantuan elan sebagai pelayanan 

kesehatan. 

Per ·oalan kita di Pelalawan aelalah 

"ekurangan elokter l'-lllau kit::t kontrak 

dokter tentll ngan h; r~a \'ang tinggi . 

K adang kala mcreka udak mall pergi 

kc dacrah tcrpencil. '\j ah itll persoal' n­

nya, antara dokter kontrak el ngan 

doktcr PNS ttu tidak jelas kontribusi­

nya. Kontrak dilakukan karena kita 

kekurangan dokter. i\-Iercka mau mcm ­

bannl dengan kontrak 2,5 juta sedang-' 

kan PNS gajinya 1,5 luta. ]\.ah, irulah 

dilema yang ktta hadapi. I . alau scki 'a ­

nya bta samakan dengan status P IS 



ridak mau, lebih baik buka praktek 

Kalau elia prakteli, otomatis kita 

angan dokter. 

rpa jllmlah masyarakat m;skin 
bupaten Pelalawan? 

K alau dalam kategori jumlah, ba­

gkali tidak terlalu banyak. Kurang 
6 ribuan KK. Mereka tinggal eli 

rah yang terisolir. Kantong kemis­
'"l3l1 itu sudah kita ketahui semua. 

eh sebab itu, kantong kemiskinan 

kurnuh merupakan suatu prioritas 
i..-L(W1 menyiapkan infrastruktur. Selain 

.... harus elidukung oleh semua kom­
nen ekonomi dan penelielikan. 

n cmgkllt i"[rastr,,kt I erbll­
", ttld; kOllkrilllYll, 

G na mengejar ketertinggalan 
an d aerah lainnya, kabu­

paten Pelalawan m e::nerapkan 
')()la pembangunan dalam lima arab 

ebijakan yakrU: llko nom i Rakyat, 
endiclikan, Kesehatan, Perhubungan 

Jan Apararur. 

K abupaten Pelalawan mem iliki 
~ptensj lahan untuk pengem bangan 

acli seluas 154, 91 ha, yang tC1:eliri 
Jari laban awah pasang surut, tadah 

uian dan lahan kering. Yang barn di­
rnanfaa tkan eluas 9.782 ha, sedang-
.:In sisanya seluas 144.609 ha meru­

'lakan lahan ticlur atau belum diman­
-.tatkan. Blla dilihat produksi beras ill 
Kabupaten Pe1alawan ebesar 17.7 9 
l>n d ngan konsumsi scbesar 22.859 
O Q . m a ka tcrdapat kekurangan 
'besar 5,150 ton. 

D ulam upaya p nangMlllil panen 

Harapan saya adalah agar desa­

desa yang terisolasi dapat eliakses de­

ngan transportasi. Persoalannya ada­

lah, kita berbicara masalah ekonomi 

rakyat, tetapi transportasi saja tidak 

punya. Obsesi saya, semua desa dan 

semua kampung eli pinggir sungai ini, 
tidak ada ketergantungan lagi kepada 
sektor tran sportasi laut, seperti kapal, 

sampan-sampan. Jadi, ke depan itu 
yang h arus kita buka. Bagaimana 

membuka jalan eli satu tempat ke tem­

pat lain, memperpendck hubungan 

antan desa dengan desa. Makanya 
kalimat terakhir "merangkai kampung 

menuju kota", kit a buat menjadi 

semboyan. 

dan pasca panen guna meningkatkan 
pe n d apatan p etan i, Pemd a tdah 
m elak sanakan k egi3tan antara lain 
pengachan p eraiatan mesin pertanian 
untuk menuo jang kegiatan panen dan 
p as a p a nen, s erta menyediakao 
kemas,an prod uk hasil-hasil pertanian 
yang SCtnuanya elis cliakan di sentra 
produksi . 
p t'~ /, JlI I 

Laban perkebunan yang ada di 
Kahupalen Pelalawan untuk pengcm­

angan usaha perk bunan rdati{ 
cu kup lu as yakni sckhar 
5 11.508,5 ha dan b'.1r u Jiman­
faatkan duas 2 ] 9.7225 ha. 

sd csar 291.786 

tennaslIk kepala daerah yang 
sering t"nttl langslmg dan melihat 
kondisi riil masyarakat. Apa yang 
Bapak harapkan dari kJmjllngan 
tersebut? 

Saya turun ke lapangan untuk 

menghindari terjadinya miss communi­
cation. Saya senang dari 103 desa eli Ka­
bupaten Pelawan, 90 desa sudah saya 

kunjungi. Kunjungan dilakukan untuk 

mendekatkan j.arak antara pemerintah 

dengan masyarakatnya. Bila eli teITlpat 
lain ada demo ke kantor bupati 

penyebabnya barangkali karena adanya 

miss communication. Kita tentu tak 

menginginkan hal ini terjaeli. Dengan 
melihat langsung konelisi masyarakat 

saya akan tahu persis tentang kebutuh­

an hidup masyarakat. 

bangan Swadaya, Unit Pelayanan 
Pengembangan (UP P) dan PlR/ 
Plas ma d engan je nis ko moditi 
antara lain K aret selua 22.262 ha , 
K elapa Sawit 46.372 ha, Kelapa 
26 .4 50 ha d an ancka t a n a m ao 
2.625,5 ha. 
p, '/I k III II 

. Kabupaten P lalawan memiliki 
pe.rairan umum dan laUl yang cukup 
P ial tuk dikembangkan teru­

t, budi daya 
ibn dalamke­
ramba dan 
t a m ba k 

u d an g 



Bagaimana palldallgan Bapak me­
nyangkut korupsi yang begitu marak 
di Republik ini? 

Salah satu persoalan yang muneul 
ketika bieara reformasi adalah krisis 
kepereayaan kepada pemerintah. Hal 
ini merupakan ulah aparat pemerintah 
(oknum). Menurut saya korupsi adalah 
masalah duit. Tapi korupsi yang 
merugikan bangsa ini adalah korupsi 
waktu, yang diawali dengan ketidak di­
siplinan. Persoalan yang paling ringan 
adalah ketidakdisiplinan aparatur pe­
merintah terhadap kewajiban yang di­

erikan oleh negara. Kita diberi gaji, 
tunjangan, kemudian diberikan fasili-. 
tas-fasili as. Namun, yang telah dibe­
rikan negara tidak didukung dengan 
kontribusi yang jelas terhadap negara. 

Bagaimana obsesi Bapak ke depan? 
Masih banyak obsesi yang ingin 

diwujudkan. Namun yang dapat dipetik 
untuk proses kesil1amh'lOgan pemba­
ngunan di Kahupaten Pelalawan adalah 
semua harus kita rangkai. Diawali dari 
persoalan kampung. Merangkai kam­
pung membangun negeri bukan saja 
menghubungkan satu jalan ke daerah 
lain saja, tapi juga harus bisa merangkai 

. ekonomi, merangkai kampung menuju 
ekonomi mensejahterakan masyarakat, 
merangkai kampung menuju kesehatan 
masyarakat, merangkai kampung me­
nuju peningkatan sumber daya manu­
sia, merangkai kampung menuju kota. 
Obsesi saya adalah membuka jalan 
lebih kurang 167 KM. Dengan 
membuka jalan ini sudah tidak ada lagi 
persoalan transportasi. Ke depan 

diharapkan tidak ada lagi daerah yang 
terisolir karena ki ta punya prinsip 
dengan pola cluster mempereepat ak­
ses dari desa ke ibukota keeamatan dari 
ibu kota keeamatan ke ibu kota kabu­
paten. Merangkai kampung memba­
ngun negeri ini ada dalam keterpaduan. 
Nah, ini konsep kita untuk merangkai 
kampung, dalam arti merangkai itu 
bukan saja dalam arti meningkatkan 
maeam satu tali, tetap~ menyatukan 
semua indikator ataupun substansi itu 
menjadi satu konsep menuju masya­
rakat maju. Jadi membangun negeri 
untuk meneapai eita-eita misi 
Pelalawan yang maju. Nah kalau ini 
sudah terbuka dan sudah kita buat, 
maka kita optimis dalam membangun 
Pelalawan \1l (adrinal/ yuvi/san to) 

khususnya ill Kecamatan Kuala 
Kampar. Dalam tahun 2002 pro 
duksi ikao meneapai 13,113, tcrdiri 
dati penangkapan laut, peraino 
umum serta buill daya ikan kolam, 
taOlbak dan budi claya keramba. Un­
tuk meningkatkan produksi perlkan­
an eli Kabupaten Pclalawan dilak'u­
kan pengembaogan usaha (eksten­
sifikasi) dan intensifikasi perikanan 
melalui pe.ngembangan usahll budi­
clava perikanan dengan me1aksana­
kan kegiaran: pembanguoao 
hatcheri mini; pembangunan tam­
bal< ucbng dan ikan; bartman bibi£ 

ikan ; c1i "er ifika j 

dan pengol.w.au hasil 

perikanan serta pe­
nge mbangan bud i 
dap ikan. 

PetenUlktlll 
Kabupaten Pelalawan juga me­

miliki potensi laban untuk pe­
ogembangan peternakan seluas 11,65 
Ha. Dad luas la.ban tersebu[ bar u 
dimanfaatkan eluas 972 Ha. Dalam 
usaha pengembangan potensi peter­
nakan Pemecintah I abupaten Pelala­
wan tclan melaksanakan program pe­
ngembangan usaha petemakan melaJui 
keglatan: pembangunan Holdl11g 
GrOUlld- bantuan ternak kepacla ma­
syarakat, pengembangan ternak eli ba­
wah kebun awit. Di am ping itu unruk 
memenuh~ kebutuhnn :lkan bibH 
teroak ungga di Kabupaten Pdalawao 
tdab berdiri perusahaao breeding ja('", 
yakni PT. aroen Pokphan di Desa 
Sikijang I~camatan Langgam. 
Pariwisatll 

. K:J.bupllten Pelalawan juga me­
rniliki potensi yang cukup be­

'ar clibidang kepariwi. ataan. 
Hal iill liscbabkan karcna 
K :lbupaten Pela lawan 
mt: miliki le lak yang 
strategi<; sebagai daerah 
tujuan wi~ a ta Riau 
daratan. Pengt:mbang. n 

I.lan ini merupakan salah 

sam usaha untuk memhuka lapangan 
pekerjaan memperkenalkan 
kebudayaan, keindahan alam, dan 
kepribadian bangsa kepaua para wi­
satawan. Adapun bjek wata yang ada 
ill Kabupaten Pe1alawan antara lain 
Wl 9.t3 alrun dan wisata budaya. 

Wilottl AIM} yang dimilik.i yairu 
Danau Tanjung Putus Kecamatan 
Pangkalan Kerinel, Bono Teluk Meran­
ti, rlutan Lindung Kerumutan, "qua­
tor Paogkalan Lesung, Air Panas Pang­
kalan K uras. U7 JJ:ota Blldayll yang 
dimiliki dianraranya !stana. Perunggalan 

ejarah Kerajaan Pdalawan, Pu at 
Budaya Petalangan, Suaka Marga Satwa 
Tasik K arang; Suaka farga. arwa 
Ta ik Mentas, Makam ultan I hhmud 

y, h I (Pekan Tua), 1\1 kam B.i lal 
Muhammad r oeh , Makar Raja-raja 
Pclalawan, Jan t\lahm Dat'uk Majo 

ind . 

Perh bunga 
Pembangunan infrastruktur da­

lam bRn)' k perspekLif diyakini akan 
menunjang peningkatan ertumbuhan 
produksi barang, jasa serta peningkatan 
pendaparan masyarakat dan sek..'lligus 
membuka keterisolasian da<.:rah. Per­
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ala h a n y. ng dihadapi dan 
mi clacrab ini sebelum dimekar­
lc.h l;th tel:batasnya ruas jalan 
:ula, bcU1yaknya daerah terisolir 
buruknya ko nd isi jalan yang 

d l: am ping itu panjang jalan 
~p (ten y, ng baru cliaspal sepan­

_ 2 1,S km dari panjang jalan 
~ :Ida. Pem l.: rim ah . abupaten 
hwnn memandang permas a­
1 sarana perhubunga n meru ­
n masalah POhOh dalam me ­

percep atan pembangllnan. 
_n~an m enempatkan pc mba ­

nan sarana perhubungan seba ­
.lbh ~aru prioritas utama maka 

merintah kabupaten Pelalawan 
h mel~k anaka n program pe ­
~btan sarana pe.rhubl1ngan de ­

kegiatan pembangunan jalan; 
.l!1gk:ttan jalan; rchabilitasi jalan 

,cmbatan; pemban~unan jem­
n; peningk~\tan sarana pene­

n.!.11 berupa li strik terutama pada 
h i<ut..1. kccamatan dan listrik pe ­

JJll1. Disrunping itu guna mem­
~rhn car arus t ransportasi dari 

bukora kabupaten ke ibu Kota pro­
'n"i terbuka kesempatan bagi pi ­
.k $Wa.. ta untuk mt!flanamkan in­

-inp p embangunan jalan tol 
ngkalan Kerinei - Pekanbaru serra 

n\ 'stas i iku tan lainnya. 

Pendidikan 
P embaof,,'1.lnan dan peningkm­

an umber Oa~'a i {anusia (SD1\1) di 
kabupatl'n Pelala\\-an juga merupa­
kan salah satu perioritas dalam lima 
'lra h p m b a ng u n an kabupaten 
Pe lalawa n . Kondi s i sarana dan 
f rasar:'tna pendidikan di kablipaten 
Pelalawan sebelum di mekarl-an 
pada um umnya daLam konclisi ru. ak 
benf. clain itu jumlah lokal yang 
terbatas, kekurangan tenaga pen­
didik dan t bata..<;n~·a arana pelm n­
jang p ndidik , n. D alam kaitan 
te rsebut pem e rinra h habupaten 
Pd alawan mclaksanakan program 
pening katan sarana dan prasarana 

penclidikan dan perungkatan mutl! pen­

didikan dena-an melabanakan kegiatan 

pembangl1nan baru tambahan ruang 

kelas belajar, rehabilitasi 

ringan berat maupun 

rehab total , l\lem­

berikan bantl!an 

biaya pendidikan sc­

be sar Rp, 60.000 1 

orang/tahun unruk 

semua murid SO, 

pengadaan alat pe­

rag a pendidikan, 

pengadann buku pokok 

dan muatan lokal, magang 

bagi tenaga guru ke luar negeri, me­ Aparat r 

nambab guru kontrak, melaksanakan 
 Pembangunan di bidang aparatur 
pelatihan pada guru bidang studi merupakan salah satu pilar pemba­
maupun kepala sekolah, mengirim te­ ngunan yang dipaeu pembangunannya 
naga guru mengikuti pendidikan ke ­ seiring dengan tutu tan zaman yang 
jenjang lebih 6nggi (perguruan 6nggi), menllntut terwujudnya pelayanan 

. pengadaan alat olahraga, pembangun­ "prima".G paya yang dilakukan guna 
an gedung pustaka dan labor serta per­ meneapai rujuan pembangunan dibi­
lengkapannra, peningkatan OM pen­ dang apararur, pemerintah kabuparcn 
d idikan seeara bertahap dengan Pelalawan telah melaksan. kan pro~ram 
mengikut sertakan pada program 0 III sarana fisik aparatur dan su mbcr J;l\. 

PG So. aparatur dengan mdaksanakan k(;gJ ~ l [ 

an pembangllnan gedung perkamoran,
Keseha pengadaan prasarana perkantoran, 

Pemban crunan kesehatan yang pelatihan bagi tenaga aparatur, baik 
merupakan bagian yang menyeluruh berupa pendidikan formal maupun 
dan terpadll clalam pembangunan na­ pendidikan penjenjangan serta teknis 
sional untuk ffi<.:wujudkan bangsa yang fungsional, peningkatan kesejahteraan 
maiu dan mandiri serta seiahtera lahir apararur, sampai saat ini dari hasil pem­
dan batin. Cntuk tenvujudnya hal ter­ bangunan,J <:a upaten Pelalawan tdah 
sebut perlL! upaya yang tcrkoordinir membanf,'1.l!1 sarana dan prasarana apa­
serta terencana Jengan baik guna me­ ratur antara lain: kantor Bupati dan 
minimali sa. ib n masalah serta kendala kantor DPRD Kabupaten Pelalawan; 
-kendala yang semakin berat dan k0111­ pembangunan rumah dinas jabatan 
plek disebabkan oleh berubahnya sta­ Bupati, Sekda, ketua DPRD dan \Vakil 
tus kesehatan serta tuntutan masyara­ ketua OPRD; pembangunan rumah j,­
kat abn kesehatan. Tereapainya derajat batan llnruk kepala badan, kepala dinas 
kesehatan r l'1 ng bai k tidak hanya cliten­ dan kepala kantor; pembangunan ge­
tukan oleh ko ndisi sarana dz,n fasilitas dung perkantoran untuk badan, dinas 
yang te rseJi<l teta.pi juga harus clidu­ dan kantor di kawasan Bakti Praja; 
kung tenaga I esehatan yang memadai. pembangunan kantor dan rumah dinas 

Sam ai d ' 19an talmn 2004 I a­ di kecamatan; pembangunan kantor 
bupaten PdaLt"n n memiliki 1 buah kepala desa. \I 
RSl D , Push~. mas 11 buah dan 22 (advertol7'al, danvisI adn) 
buah P ustu, eli amping rumah sakit 
swasta Jan bah i pcngobatan swasta. 
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Drs. Marw n Ibrahim ( kd Kab. P I law n): 

Maj dan S jahtera, Didukung 
Ap ratur yang Berkualitas 

Impiannya ingm mewujudkan kabupaten Pelalawan yang 
maJu dan ejahtera. Dldukung oleh admlnistrasl yang profesional 
dan aparatur yang berkualitas. ltulah motto yang terpampang 
di ruang kerja sekretaris kabupaten daerah Pelalawan, Marwan 
Ihr hirl 

Pemb t \'aannya It:nang. bica ran ~ a 
pun , i ~tcma tis . Sclalu rampil sed rhana 
d. n rnurth _t.m'Ul1l. B icar, nya pelan 

clan lernbur, Jauh dari kcsan ambisius. 
O ia lah \ Ia r\\', n Ib ra hi m, sekrl'taris 
dal: rah kabupaten Pelalawan. 

Memasuki lllllng kl1'janya tcrpam­
pan y mo! tc " erwujudm'a kabllpat n 
Pelalawan maju dan sejahtcra clidllkung 
ok h adl1linistrasi yang pro~ : io nal dan 

apa ra tur \'ang- berkllalita '." ~Iemang 

tll l?;a ~ pria kelahiran P lalawan 1 (j o­
r mber 1955 jni tielaklah ringan. Ba­
l1\'a];: hal \'an T hams dibenahi. Salah 53­. . 

tlln~ 'a membangun kekmbagaan yang 
diclukung: oleb aparatur yang berkua­
lIta . ~dail) itLl, juga haru~ ilidukung oleh 
adnlini trasi png profe~ional. Sesuai 

dengan bU m'i mo rro yang terpampang 
ili fLl ang kerjanya. 

J Ienurut ,\ [arwan, kabupaten Pe­

lalawall cuku diuntungkan dcngan pe­
lak ~ n an o tonomi daerah ini. H al ini 

te rlih, tdari A.PBD yang meningkat ta­
jam. Peningkatan i\PHD ini semual1ya 

diarah bn r ada lima seklor kunci , \'ang 
dikenal c!engan lima arah kebijaka n 
pLl Langunan kabupaten Pelalawan. 
I cuntungan Jainnya adalah kabupaten 

Pelalawan dapat menentukan , ndiri 
fo rmat \'an U' cocok dalam l1.emba­
ngun dacra hnya. Sehubungan clengan 
lima arah k hijakan pembangunan reI' 
sebu maka sektor aparatur menjadi 
salah satu prioritas. IInl ini clilakukan 

clalam upaya mcmbangun sumber dara 
aparatur yang lebih berkuabta . 

l 
Dalam hal ini Pemda Kabupaten 

Pelalawan memberikan banyak kescm­

patan pada para pegawai. Di antaram'u 
adalah m embc ri kesempatan untuk 

mem:rnpuh pcndidikan h:: jenjang yang 
k·blh tjng~i, melalu i tugas belajar baik 
jen jang S1 maupun S2. Pemda Pelala­
wan tidak . aja memberikan kesempat­
an b~lajar pada Cnin:rsitas Riau, [etapl 
juga eli universitas ternama eli Jawa, 
mi satnya L rllycrs i tas Jadjah Mada . 

Sclain itu, hal yang membanggakan 
• Iarwan adalah, bahwa .untuk kelan­
earan tuga: telah bercltri perkantoran 
yang cukup mcgah di ibukota kabu­
paten, Pangkalan Kerinci. 

Pembangunan tisik memang ber­
jalan man tap. Pembangunan pcrkantor­

an dan geclung-gedung pemerintahan 
tertata apik, menyiratkan indikasi ke­

majllan. Dernikian juga pembangunau 
cli arena perkotaan, khususnya Pangka­
Ian Kerinci sehagai ibu kota kabupaten. 
' edung-g ·dung berting-kat, . arana per­

tol-nan, keuharan terus berpaci.l meng­
antisipasi kebutuhan pasar. Pangkalan 

l erinci, memang lI1ilikasi pabng nyata 
sebagai representa i kemajuan Pela­
lawan. 

D erm kemajuan Pelalawan mantan 
Asisten Administrasi Pembangunan 

D acrah kab upaten Kampar ini berjanji 
al an bela jar ari pemda lam yang ber­
hasil dalam pdabanaan o ton'mni dae­
rah. Se ara kuantitas pelaksanaan 
otonomi daerah di Pelalawan 
mcmang menguntllngkan. 

amun ~ecara kllalitas 

perIu dilakukan pcmbe­
nahan eli sana-sini. Se­
bagai ka bup, t en 

yang rna 'ih belia, 
tentu saja SO_r 
aparatur p.:me­
rintahan masih 

relatih renclah_Danini lah yang men­

jacli salah satu prioriras pembenahan. 
elam itu, rna salah clisipbn clan sikap 

mental. Tentunya permasalahan ini bu­
kan hanya terjach ili Pelalawan. Seba­

gai S kda kabupaten, maka upaya dan 
kerja keras akan terus dilakukan. 

emuanya cliarahkan untuk peningkatan 
DM clan kinerja. 

Dalam kaitan itu pula, pembinaan 
aparatur terus dilakukan secara kon­
sis ten dan rutin. Baik dari segi kuanti­

~as, apalagi dari sisi peningkatan kuali­
tasnya. "Sebab, tugas aparatur peme­
rintah sebagai pelayan masyarakat sa­
ngat berkorelasi dengan kemajuan clae­
rah dalam upaya mendukung pemba­
ngunall cli segala bidang", ujarnya. 

~'fllngkin waktulah yang akan 
menlbllktikan motto yang terpam­
pang cli ruang kerjanya tadi, yaitu me­
wujudkan kabupaten yang maju dan 
sejahtera didukung oleh administrasi 
yang profesional elan aparatut yan~ 
be rkualilas. I amlin, kebanggaan 
IvIarwan Ibrahim saat ini adalah ka­

bupaten Pelalawan rerm asuk pemda 
yang cukup berhasil dalam hal mem­

baugaii kelemba ­

gaan di proVlDSI 

(i\dri) 



dr. H. Suir Syam, M.Kes., MMR (Walikota Padang Panjang) 

- g n a-las Pelavanan 
- a,. raI 

erawal dan predikat dokter 
teladan yang diraihnya saa 
bertugas Puskesmas Sitiung, 

erikutnya berbagai penghargaan 
mengalir pada institusl yang pernah 
dipimpin pna kelahiran Padang 
anjang . ini. Penghargaan tersebut 

antara lain berupa Piagam 
enghargaan Pelayanan Umum Per­

contohan NaslOnal pad a tahun 2001 
an 2002 saat menjadl Direktur RS 

Daerah dr. Achmad Mochtar 
ukittinggi. Penghargaan tersebut di 

diperoleh berkat kerja keras dan 
etekunannya dalam upaya mening­

katkan kualitas pelayanan rumah 
sakit tersebut. rfJumlah kunjungan 
pasien meningkat luar biasa hanya 
dengan memperbaiki pelayanannya. 
Dimulai dan pelayanan petugas 
satpam, bagian administrasi depan, 
petugas poliklinik, petugas . 
penunjang Lainnya, serta para dokter 
dan perawatnya. Yang datang ber­
obat tidak hanya masyarakat Bukit­
tinggi, tetapi juga berasaL dan Riau, 
Jambi) dan Sumatera Utara" jelas 
mantan direktur RS Se' Dareh 
Sawahlunto dan RS. Dr. Adnan 
WD Payakumbuh ini. Keyakinan 
bahwa kualitas pelayanan 
menentukan kinerja 
organisasi membuat alumnus 

e " 
Universitas Andalas tahun 1979 ini 
selalu berupaya memperbaiki 
pelayanan pada setiap organisasi 
yang dipimpinnya. 

Bertepatan dengan Han Ling­
kungan Hidup sedunia pad a 5 Jun; 
2005 lalu, kota Padang Panjang yang 
telah dua tahun dipimpinnya 
mendapat penghargaan "Adipura" 
untuk kategori kota keeil. -Tahun 
sebeLumnya, Pemda kota Padang 
Panjang juga mendapat predikat kota 
terbersih di Sumatera Barat. Kota 
yang berada pada jalur lintas Padang 
- Pekanbaru in1 telah empat tahun 
berturut-turut menerima predikat 
kota terbersih. Itu sebabnya pada 
tahun 2005 Padang Panjang tidak di­
perkenankan mengikuti Lomba keber­
sihan, tetapi ditugaskan 
menjadi Pembina Kota Bersih 
di Sumatera Barat. 



Di bidang 
pc:ndielikan, pro­
g r am pert:!ma 
adal ah pening­
katan mutu. i\'le ­

ngingat pendi­
dikan clisini ber­
nuansa lslami, 

maka terdapat 
kurikulum-kuri­

• 	 kulum ek s tra 

yang dimas uk ­
Dimyah Putn. sekolah agama khusus wan ita yang didirikan tahun 1923. 

. Kini, magister 
manajemen bidang rumah 
sakit ini bertekad ewu~ 
judkan visi yang ditetapkan 
Pemda kota Padang Panjang. 
Visi kota Padang Panjang 
adalah mewujudkan masyara­
atn a sebagai warga kota 

ttSerambi Mekah berbasis 
pendldi an bemuansa Islami 
didukung dengan ekonomi 
kerakyatan yang mandiri 
angguh, dan kompetitif. 

Berbekal kondisi alam dan 
fakta sejarah bahwa kota 
Padang Panjang adalah Pusat 
Pendidi an Islam, maka dr. H. 
Suir Syam. .Kes. , MJ.AA ber~ 
sarna ja]arannya berupaya 
me judkan visi tersebut. 
Berikut in1 petikan 
wawancara Layanan Publik 
dengan pria penggemar catur 
dan berkebun mi dengan di 
ruang kerjanya pada awal 
Juni 2005. 

aja • ng 
liflldk 11 ' 

Ad:! tiga pi lar (tonggak) pem ­
bangllnan Pcmda kota Padan Y Panjang, 
vaitu tli bidan T pendiclikan, k . -eharan, 

Ian ekonomi. Ketiga-tiganya dipro­
gramkan secara merata. 

kan ke seti ap 
jenjang pendidLkan. Di samping itu , 

kami juga meningkatkan SDi\I t,ruru de­
ngan memberibn mereka kesempat­
an kuliah serra pendidikan dan peIa­
tihan khusus. Pendidikan S2 umllmnva 

dilakukan di Unand, Padang, sedang­
kan penJiclikan diplo ma bekerja sama 
dengan Uni\"crsitas Kegeri Padang. 

Dalam upa)'a menjadikan Padang 
Panjang sebagai tempat tujuan pemli­
dikan, maka mutu pendidikan harus 
lebih baik dan sarana prasarananya 
harus disiapkan. Tahull ini kami telah 
membuka sekolah lagi, yaitu Si\{A 3 
dan Sj\IK 2 jurllsan Teknologi Infor­

matika. Peminat sekolah dari Iuar 
Padang Panjang slldah lebih dari 5%. 

Alhamdlllillah, tahun ini salah s:! ­
tu siswa SMA 1 Padang Panjang l11cwa­
kili Indonesia untllk mengikuti O lim ­

piade Biologi di Beijing. Tahlln lalu juga 
ada \Vakil dari kota kami mengikuti 

oLimpiade tersebut di Sidney. 

Bagtlimalla 
dengQll p I1gem­
ballgilll program 

k eo" 

LTntuk men ­

jadikan PaJ .l: lg 
Panjang tempat 
tujuan p Ll :n nnan 
kesehatan dilaku­
kan embenal1.ln 
Puske smil ~ r"ini 

sakit yang representatif. Sarana prasa­
rananya diJ engkapi, tetapi yang tidak 
kalab pcnting adalah mempersiapkan 
SDM-nya. 1-ami bekerj a 5ama dl'l1gan 
I- ementerian PA clan (CeJe//schajtflier 
Techni..-rhe ZIIJtllllllllltlladJeil) GTZ llntuk 

mempersiapkan insan kesehatan agar 
dapat memberikan pelayanan yang baik 
sesuai harapan masyarakat. 

Selal11a ini umumnya pelayanan 
RS pemerintah maupun puskesmas 

belllm l11emuaskan masyarakat. Oleh 
karena itu, kami bekerja sama dengan 
M enPA N d an GTZ m e nga dakan 
survei dan pelatihan. Dengan dem.ikian 
para petugas keseha tan mengetah lli 
bag aimana melayani masyarakat 

dengan baik. Diharapkan para petugas 
tersebut menyadari kelemahan­
kelemahan dan kesalahan-kesalahannya 

selama ini. Jadi, kerja sama kami dcngan 
M e nPAN dan GTZ ini dilakukan 
dalam upaya mengubah sikap mental 
aparat kesehatan. 

pa upa 'a .pesifikyang dilakllkal 
padt.l bicLwg k ~eba an it. i? 

Saya bercita-cita agar kota P:!d:lll 
Panjang yang cukup sejuk ini c( cr ~ 

untuk perawatan rumah sakit. Bisa L. 

m 'n , rik wisatawan, karena ko . 
sudah menang eli kondisi ala .1. L d~· r 

bersih, pcmand:!ngannya cukup ba:-u 
karena berada di pegunungan. Or: n 
datang ke sini beramai-ramai llntuk l: L f 

wisata kesehatan. Agar hal itu tet\\1.1ju 

dr. Suir Syam (keliga dari kiri) dan Endang Susilowali. SH (kedua dari kiri). 
sedang diGa ngul1 Asdep Slandar Pelayanan Administrasi MenPAN saat Lokakarya Mekanisme 
sebua h rumah Pengaduan Masyarakat, tanggal18 • 19 Mei 2005 di Padang Panjang. 

http:embenal1.ln


rumah-rumah 
P dang Pan jang 

bi :J. kbih dari 
:J.k.tt daerah Jam. 
karang ada 

ndrungan orang 
ta kest. hatan 
~ekedar cek 

an (g('l1~r.l/ rbfck 
ro ke Singnpur:J. 

I J.b. Say e ba 

"ding ke I Iahlha 
ruari 20 . 5 lalu, 

Oak. Padang Panjang SU Sl.l nya sebagia n 
d ijual k pabrjk pU-. 

puk, sebagian diba­
wa ke pabrik pengc ­
lahan SU .:u pasteuri­
sasi. Para petanl 

maupun pabrik p -
ngolahan susu juga 
diberi modal agar 
dapat ber.saing. 

l'dengingat air 

mudah diperoJ-eh, 
kami mendirikan 
Balai Benih lkan.an yak orang Kantor Walikota Padang Panjang dilatarbelakangi pegunungan 

,,1 terutama tbri Dengan adanya 
balai benih ini, bibit-bibit ikan untuk~ra Barat eek kesehatan ke 

~ etdah sap pelajari, t ' rnyata 
~':i Dl\I (dokter dan perawat) kita 

Ib h kompetensinya. Dari segi 
III kita juga tidak kalah. Apa yang 

b laka, eli siili kita juga 'punya. 

ada perala tan yang lebih · 
It dari yang kita miliki. Rupanya 

b:lp banyaknya orang Sumbar 
{ke sana adalah karena pelayan­

. • ng baik. Jadi, pelayanan rumah 
,­ ~1alaka ini sudah layaknya 

.tr1a n di hotel. Baru sampai di 
aj <l sudah elisapa dengan ramah. 

l' umnya RS pemerint::th 
• esia tidak begi tu. Keuka datang 

g ditanya, "Ada apa? N ama 
: .. Bisa jadi pasien yang datang 

tambah sakit. l\Ielihat kondisi 
ur, maka yang perlu kita perbaiki 
pelayanan. Ini lah yang menjadi 

:111 Pemda kota Padang Panjang 
rFl sarna dengan i\IenPAN. 

ram-program apa saja yang 
n dikemballgkan dalam bidang 
lOmi kerakyatan? 

Dalam bidang perranian sebin 
~mbuar program pengairan, kami 
_.I mulai mengarah ke agro bisnis. 
l ' ntuk itu dibentuk kelompok­

kdompok tani. Pemda juga me­
lakukan kontrak kerja sama 

dengan Singapura untuk mengekspor 
hasil-hasil pertanian ke sana. Kegiaran 
ini sudah berjalan. Saar ini para perani 
menanam jenis-jenis tanaman sesuai 

kebutuhan ebpor. Contoh yang 
eliekspor adalah sayur-sayuran, seperti 
bunga kol, semacam sawi yang keeil­
keeil, buneis, wortel, dan lain-lain. 
Sebagian bibit didatangkan dari 
Singapura. Petani kita menanam sesuai 
spesifikasi ~ 'ang elitentukan, yaitu harm 
pakai pupuk orgamk udak boleh pakai 
bahan kimia, inresiJa. Oleh karena itu, 

kami membangun pabrik pupuk 
organik dengan bantuan investor. 

Bila masyarak:tt kita kekurangan 
modal, pemerinrah daerah menyedia­
kan modal yang disebut dana bergulir. 
Pemda membentuk Badan Pengelola 

Dana Revolving vang bertugas me­
minjamkan uang dengan bunga 6% per 
tahun. Selain peininjaman dana, Pcmda 
juga membantu pengadaan alat-alar 
raninya, seperti mcsin bajak, traktor, 

dan alat-alar binnp Pcralatan rerscbut 
dilerakkan eli koperasi. Denga n 
demikian, tidak ada alasan untuk ridak 
bisa mmgel()lanya. O i lapangan para 
petani rersebut juga dibimbing oleh 
PPL Pertanian 

Sapi perah jU.g~l dikcmbangkan 
dcngan membenttlk kt:lompok-kelom­

po l,. tani sapi perah. 

masyarakat sudah terjamin. Selama ini 
bibit-bibit ikan dibeli dari daerah 
lainnya, yaitu Pasaman. I\Iengingar 
Pasaman adalah daerah panas, maka 
banyak ibn yang mati akibat 

perubahan euaea. 
Kami juga bekerja s::una dcngan 

Departemen Pertanian un t tk m~ndiri 

kan Pusat Taruman Hi..1.~. d in iru 
kami juga bekt:'ri . "~nu t:n~'ln pihak 
yang akan mengc~ p elt' bung.1 L T.n IP:1 
dan Jepang. Saat ini sudah Ecrbenruk 

30 kelompok petani bung:!. 

DengrJ1l adanya otonomi daerah ini 
tampaknya masing-masillg daerah 
semakin bersemallgat unWk 
her-apre ias;. Agar apresiasi tersebllJ 
SeS1l0l dellgan kebuwhall masya­
rakat. upaya apa saja yang telab 
diZakllkall Pemda? 

Kami melakukan survei untuk 
mengerahui kebutuhan masyarakar 

sebagai dasar pembuatan pereneanaan 
tahunan. Pertama, DPRD turun kc 
kelurahan-kelurahan untuk mengetahui 
kebutuhan masyarakat. Usulan tersebur 
dirapatkan di ringkat kelurahan untuk 
disusun lagi di tingkat kecamatan. 
Selanjutnya, usulan masyarakat tersebur 
dibawa ke Pemda. Di sini, Pemda 

dapat mengawinkan 



~======~""""""""·OTONOMIDAERAH~~~~~~~~~~~~~~ 


dr. Syuir Syam tampil sebagai pembicara pada Seminar Nasional Perubahan Fungsi Pemerintah 
dalarrr Sektor Kesehatan , Hotel Marannu Makassar, 7 - 9 Juni 2005. 

program-p rog ram ul ng tda h 
disll slln nya J engan program prngra m 
ya ng di kc!lcnc!aki ma~\·:lrabt. Program 
' jaring aS l11 ara' (pcnjaringan a~ piras i 

masya ra kat) ters cbu t suuah berj alan 
sc jak tahul1 2()02. 

Selain 'iaring asmara', metode apa­
lagi yang dilerapkan 1(1ltllk menge­
tahui aspirasi masyarakat? 

K,1111i l11t' l1j alin kom llmkas i lang­
sung dengan mas\·arakat. Pemda mcng­
agc l1da kan perIemuan di 111 ' sjid-ml:'s jiJ 
scora b rgiLira n dua kaLi , eminggu. O i 
sa mping ltu , jug a d iad akan dialug 
intc raktif pada tiga radio swasta. 

Benruk kOl11unika<;i lain adalah 

mcla kukan (~/Fe I/{~/Jf, berkumpul ber 
sama masya raka t pada malam hari ~a l11 -

bil minut11 kopi. Biasan\'3 Jilakukan di 

r asar awu tempat-remr at perremuan. 
'\[a_ yaraka t juga dap:1t rnengacla 

kan pen g ad ua n lang. ung kc 
wa liko ta. Pengaduan terbanya k 
m enge nal sa rana pras arana, 
mlsalnya m ngenai, jalan, 
air, li srrik, dan bangunan. 
Pc;ngad ua n ]a ng~ u l1 g 

tersebut dapat dilakubn 
J enga n ea ra datang 
lany~ ung ke Kantor 
walikota, melalu i 
s ura t, a tau tc1 epon 
langs llng. Nomnr HP 
saya, wakil, dan ~ekda 

diketahu i ma~yaraka t . 

Dalam Ilpaya mcwltjudkan visi m isi 
kota Padang Panjallg ini, tantangan 
at41t hambataTl apa yang dijumpai? 

S:llah ~ atLl hambatan yang dllum ­
pai adalah ,aat ml:lllre rbaiki pda:'anan 
kesehatan ., pa rat ke,chatan mempro­
res hasii , L1 f -ei pengaduan !1l a~\-ara ka t 

1\-ang dil aku b n . [c nP, dan ' Z. 
llasil , un ei te r:-ebu t antam lain melll-c­

bu tbn bahwa dokter pt:"iaLism'a da­
tang tidak rcpat \\'akru dan berlaku ka­
sar, [Y.lclahal ~aa ( I'mkrik di ,wa~ ta tidak 
dcmikl8n , P1ra dokter tersebllt bubn­
l1\'a berpikir lI !1[l.I k mcngubah per i­
la klll1\':t , n1:ll ah ma rah -rn ara h. 
1 I I1ghad~lpl s irll a~ i dun iki:in., ~ecara 
pcrlaban sa,-:1 jeLl skan tujuan SLln ei 
te rseb ut . /\ lh am d ulill ah, a khirny a 
n nLka rm:nge rti . Sitll asi demiki an 
slldah bia ~a s;\\'a abm i sebelumm'a saat . ­

mengdola rumah :akir. ltulah dukanya 
mt: ld ukan perb aikan, 

khuSllSn\'a ya ng bet:­
ka il an d eng an 

perubah. n perilaku. 

D mikanlah kiprah pria 
yang gemar berorgani 'asi sedari 
muda ini di Kotamadya Padan 
Panjang. Pria yang . elalu Lampi! 
I nang ini dilunltH kepiawaian­
nya dalam mengembangkan kOla 
yang diju luki 'Serambi Mekah" 
ini. Di k la sejuk in ilal lahir 

dab iah School. Diniyah chool, 
dan Sumalera Thawalib chao! 
'an!! didirikan oleh H. Abdul 
Malik Karim Arnrullah atUli 

biasa dipanggjl Buya Hamia, 
Selanjutnya. di kota ini diwrikan 
pula Sekolah Diniyah Putri oleh 
Rahmah EI Yunu:yiah. 
Walaupu n didomi nasi pendudl1k 
yang ber' gama Is lam. kerukunan 
antal' l1mat beragama terli hat har­
moni . Oleb karena itu . peneri a 
Mallggala Karya Kencana atas 
kesuksesan daJ am pel yel n ­
garaan program KB N a ion' I 
tahun 2005 ini oplimis vi_ i kOla­
mudya ini dapal lerwujud 
dimulai dengan melakukan per­
baikan pdayanan di e rala 
is!. \1 

(nuri/petrison/mukhli~ 
humas padang panjang) 



Kabupaten Terbaik 2005 

erba san Berbuah 

Selasa, 12 Juli 2005 lalu Kabupaten Ta­
h Datar menerima penghargaan Otonomi 
8rd2005 sebagai "Kabupaten Terbaik Tahun 
05" dalam pelaksanaan otonomj daerah. 
rtifikat dan tropi khusus diserahkan kepada 
pati Tanah Datar, H. Masriadl Martunus oleh 
rjen Pembangunan Daerah Depdagri, 
amsul A.Rivai yang mewakili Menteri Dalam 

egeri 
'" 

Acara yang diselenggarakan oleh Maja/ah 
~ia Otonomi ini berlangsung di Hotel Bumi 
rsa, Komplek Bidakara, Jakarta bersamaan 

gan grandlaunching majalah tersebut. Se­
Kabupaten Tanah Datar, penghargaan se­

a juga diberikan kepada Kota Tarakan se­
gai "Kota Terbaik 2005 11 yang diterima lang~ 
9 oleh walikotanya, yaitu dr. H. Jusuf, S.K 

c l~hargaan t 'ce;' lit b ukan yang p~rta l1l a 'ali 11\'a bag i 

.Hen fa nah Da t:\!' P:1da tahun 2004 lalu, kab uparen 

;1 cngan peninggabn scjarah ini juga termasuk 

IU dari empa t p..:merintah Jacrah ,-ang ilin ilai hcrha, il 

I nbaga l lmu Pl.I1guahuan lndoncsi.t (11PI) d:lhm 

.Ibn olo nomi dacrab . Tiga p lI1erint:lh daLlilh 
Id.tlah 1 abllp:ut:n Jem b'ana (fi nl;), f-:1hll[,1rul 

'\ogyakilrra), dan [,-o ta ar;tk,tl1 (K alt m a ntan 

r rb il ren ila iiln LIP [ yang dic.hs.lf an hasi l h ii U1 

':duxu h pcmcri nrah dat:rah eli lndo llt.::ia ini j ll ~;l 

1'h Deparrcmc n D alam _ I::g 'ri 

1 'harga.Ul ,eba~li b bupJ.tCl1 fL rbaik di antara ..j.1If I 

b Ipa cn/kota juga diJa at I ' <l bupa ten Tamh D.ll.tr 

un-In Btsar lngg ri : \'ang meniLli pt: ~ 'l kn,~ra r:J.m 

ativitas dan Inovasi 
(l tonumi Jacrah di Indonesia tahun 2003, Pacla tingkar 

p royinsi, pn.:Jikar" ;agari Berpresta , j ' Sumatera Barat 

Ji r; il l ~lhm;l clua tahun berturut-turut, yaitu tahu n 

200, Jan 2U(l..\., ,\ tn~ prt'q . ~i tcrsebut, kab up:w:n 

: ang 7 /)"io pcn c\ lluu k n ya bekerja rada se ktD r 

perta ian m n jJd i ut11San Sumatera Barat un rll k 

p 'lUlai~Ul ringl at naS i ()n~ll 

Tcntunya keb~ 'lw;ilan \ angclirmh [,-abupaten 

Tanah Datal' in i ti dak d atang I cgitu saja , 
Kre atJ \ i tn : dan i nm ;1 s i yang l ing)l. i .1111 " t 

rur:-nu n j, ng kebe rha, lLt pl:mda \<Lng tnLngunoan 

\'i~i mc n jad i I aGupa en I 1aju, h er ral :lgama. dan 

b l' r buJa \':'I , L c bih- kb ih In li i b tLn rnc ngtng :tr 

keterlnta,an yang dimiliki I ,lbupaten dcngan IU ;15 

\\ ilal': lh terkecil dibancltng kabupaten lainnya di Sumater 

B, lrar. I ,tt: batasan tu-.;t!.>Llt antara lain b c:rupa l'endahnY:l 

kCT1lampllan keuangan d <lIl terbataS Il\'a SUI bel' da~-a alam 

ya ng bnujung pada rendahlwa Pl\ D, [.... a rakrcri ~rIk 
tn.\.'y'u··.tk;u l1\'a juga tergolong santai, Uld b U'ena iru, f. kl ,)r 

kep (;m impinan amat menentukan k >bcrl a lbn d.l 'f: 1 \.In' 

lui ·tak di antal'a clua gunuI1~ il1i, \ a iLU \1tL pi fin 

Singgal:ltlg. 

ca Din, d n K bd 
"I o mit!1lc n, Iltl1l'ailll (ni a baik), rasa perc:t~. l diri ~ :l!10! 

tinggi, serta ad anya kebcbasan membllat bmi mud ah 

bLrl cas i dan inO\'atif dalam mcmbangun bOIlIe/'lIId (t'lOa h 

I "l:1hiran) ini", jelas pria hlahtran Lintau BllO, Tanah Datal' 

io i saat diwawancarai eli 
ked i~ll1an dinasny;t 

pad a awal Juni 

2005. D t tengah 

ut:nturan I1l:JS'" -

r.lka l ,"a ng be ­
IUI1l paham 

makn ,1 r~lI1ba­

harwl rl , ang <.Ii 
lon l l t'kann, a 

\ilri' di b er­

::1 111 I j:l jara n­

I p tLl, P t \ ar 

mcmhangll l1 daerah kdahirannya, 56 tahun silam, 

PlIlu han tahun malang-mclinrang di d Lillia h"ir;l ­

uo;.l!1 a.m menjadi bekal t\Iasriadi mdakukan berhagai pel 1­
h.lh.lruan. \lan tan komisaris dan direktur bell far a p T­

tl .Ih:l.l tl :,\\'as ta di J ah rta ini menerapb n pmk' ik prakttk 

dunia u S;lh ;-r yang elianggap positif pad:l I ' . b Ur:1t 'n T 'lll: b 

D t.lr. 



angbh p 'rtama yang dilaku kan 

H. Masriadi Manunus ber~ama D rs. 

H . ~h~ne fi, i\ [S (wakil bupati) adalah 

mengubah pola pikit, sikap dan 
pcrilalcu aparat pemda dan 

mas\"arakat yang semula scntralistik 

menjadi bernuan~a otonomi. Sudah 

baraag teatll pada nuansa otonomi 

ini clitu ntnt beragam krcativita~ untuk 

mcnemukan pola atau cara \'ang tcpat 

dalarn mengdola daerah. Pola-pola 

rersebut hams memperhatikan 

prinsip ckonomis, efisi ensi, Lbn 

et ktivi ta~ (3E). 

l\lcngubah pola pikir dan 

perilaku bukan perkara mudah, 

karen a sLbagian aparatur dan 

!11asyarab t agak sulit untuk berubah . 

Lebih-i bih lagi bagi pibak yang 
'rnel'asa cl.irugikan', ka,ena terlalu 

nyaman dcn)2:an pola sentralistik . 

Berkat keg igihan dan ke\'akinan 

Ma- riadi \':lng bedat+u-belakang 

pengusaha dan '\Iasnefi vang ularna 

ini, tujuan ~ ang didasari niat baik 

unru k p mbaharuan terse but dapat 

tereapai. 
J-..:i lli, beberapa inoyasi yang di­

lakukan Pemda Tanah D atar 

dijadikan inspirasi pemerintah pusat 

dar' P 
u!l1 uk rnunbuat konsep nasional 

dan pro\' insi. Scbagai contoh, 

Kabupaten T an.'lh Datar 

clitun juk sebagai pilof prqjcct 
pelaksanaan Program 

Pembahtl ruan Tata 

Pemerintahan Daerah (P2TPD) 

bersama 16 kabupatcn lainnya .se 

Indonesia tahun 2003. 
Kementerian 1 orninfo, RI juga 

menllnjuk K ab. Tanah Datar 

sebagai pilot pro/ect Program 'One 
School One COII/pliter u /;oratorilllll' 
(OS L) dan N etworking LAN 

pemerintah dacrah bersama 

enam kabupaten lainnya. 

Memangkas Rantai Birokrasi 
Tanpa Gejolak 

Salah satu inovasi P emda 

1"ab. Tanah Datar adalah 

melakukan restrukturisasi pada tahun 

2001. Organisasi dibuat lebih 

ramping, proporsional, efisien , dan 

efektif. Senmb terdapat 21 dinas, kini 

menjalli 8 dinas dan 9 lembaga teknis 

daerab. jalli, jauh sebelum P P No.8 

Tahun 2003 tentang Pcdoman 

Orgarusasl Perangkat Daerah terbit, 

Kabupaten TanJh Datal' sudah 

m eringkas organIsasinya. 

Perampingan organisasi ini 

memudahkan 

• )1 r ?()()5 

koordinasi dan 

menciptakan sinergi 

beberapa kegiatan 

dan program. 

Pemilihan dan 

penempitan pej3bat 

pada organisasi 

hasil restrukturisasi 

dilakukan seeara 

obyekrif 

berdasarkan hasil}it 

dan proper lui. 
cogan demikiari, 

proses rotasi, 

nmtasi, dan 

promosi dapat 

berjalan mulus 

tanpa gejolak. " Kebetulan saat itl! 

til!lil1c~-nya tepa t, karena pada awal 

otonorni daerah ada kenaikan eselon 

satu tingkat. Jadi, pejabat yang tidak 

menduduki jabatan pada struktur 

organisasi tidak dirugikan karena 

eselonnya tetap", urai ;,\bsriadi yang 

juga rnenjadi Ketua I BaGan Kerja 

Sarna Kabupaten Seluruh Indonesia 

(BKKSI). 

Pada tahap awal, implementasi 

strohur organisasi yang baru meng­

akibatkan terjadinya penurunan pro­

duktivitas. Namun demikian, beban 

kerja dapat cWaksanakan dengan baik 

melalui pernberian reward berupa tun­

jangan operasional eselon dan 

insentif lainnya. jelasnya, 

restrukturisasi yang memendckkan 

rantai birokrasi ini dapat menghemat 

APBD dan berpengaruh signifikan 

pada peningkatan PAD. Hal ini 

terbllkti dengan rneningkatkannya 

realisasi PAD Tanah Datar menjadi 

Rp 15,8 milyar eli tahun 2004, 
Sebelum restrukturisasi, jumlah 

realisasi PAD tahun 2000 baru 

berkisar Rp 1,9 milyar. 

R Ta', a Ll1 li . • \ OUS JS ­



gar l'rganls;Isl 
bcrja an cC klif, d, 'raL 
) aug: lkcnal lkngan 
)b~ ek wI. <Ita Ll u ba.h 
\nai im rnda -ubn l> ­
b~rap:1 lang~ ah !i rr.'r­
ma_ i ker(!~ ~":u. n 
Lalw1.:ah- Iangktl l tcr­

sebut wmulai dengan 
rndnkubn n.: I ( mpc­
tcfl . l ulang lUg! PN . 
Benkutr )<1 aJahh 
melaku kan jil alld lImper 

ler! t 'rbadar sl biruh 
pt' j . lb~ll d~Ul 1..1111) 11 
pt jabal struktural 
maupun fungsl Jt al. 
Terhadap p<:g:\\\ 3t 

pegawai t r"t'LlIt lug I 
dihkuk:ln ' l dJin ,1IIi'ni 

TO/liM/lOll Tmlllng serta Tes 


nsi A\k.ld mil... J an T(lI'II.. 

t-trja $ ~U a lhmgan k I ll bag,i 

Ill.ll dan interna. to nal juga 


kao dahlm upava rm ningl. Ill.! 

Ddcnsl apar[l t Pcmda. L Iltu k 
.., • [ it al.k;m kmcr ja aparat 

.b•.H ldah Jibuat tand.tr I l nU)1 

\lli dan j'ontrak jab. r n unruk 

n II dan ITT J engan I, a:a ujl 
(, bulan. 

.tl'lm up: p me \ Ijudl.tn ap:u, t 

I.t ~ artg bcrkt.taliras UUlf!' n 
( 'cselahreraan ':lng mem; Jai 

It ) . a . Ta ah n ltar 

ral? 'an keb ljak:1n .\lIJlIIJ ('lolJ'l/J 

op"nl it n 
~ It. ping itu, il1~a • da pmlamnn Illodal 
.mp:! lung" ,1.111 hannt:Ul l:m 1.lii/ 

lImroh. 

Ctt h Management, Upaya Meng­
optimalkan PAD 

I ett:. bat S;tll k lIan~:In I. cr. 11 
dan rot<:n ·t sumbt.:.t daya . .I:'IrlJ men 

<IiI cri I e venango n 
wltul' l11C'n~kru pe 
g:l ~ , i. Kondl I 1111 

mctTltldnhk. n k:lInt 

d:tlan Ill!.: 1l:rnpk!111 

~f, U1.1T pcg,.\\ • i ,c" 
'UJJ kd>ur U[ WIl" , 
ida, l::t:-.rLiJi y,lllg 
1 crgelar [);lTuk R.lj, 
Pen hulu lIli. 

Bellluk Illtl 
rd"rllla_i di hld,1Il , 
"epC:~Il\\. ian tldal.1h 
mdal uk-.n )ern 

b:til.lrll'ln j'itl:m 

pcniiai ,ltl I't I! I II Kreanvitas dan inovasi berbuah la lunya pembangunan 
Dalulli llIeLUhi 

~t P U IlH" Per l,.b 

lag; n1t.:rJg, unaka! 
m ng:1CLI SI IIlcla r IZtncl fa \ .m • 
li,u~un llCd,~r)ol :-.:ul1.l dCtlg. n I 

Rl 
I 11 tll I rncOl II :l 1 [:jn .....q.1 r .t 

PcmWt '\[1 h Darar 101 ,lihellakuk In 

her; "lm U1 cnfll: alII am bin b lUpa 

halHu;m l.In.1 l.mp, l I un '3 umuk 
pllllbdt III k neh . ~In ha IJ \' jalxll 

"rldl III - 111. . ~,LI 11 Pul.lIl . • 

http:Ijudl.tn


P ntmgnya 
Kebebasan 
Berin va. i dan 
Komunika i 

Kebebasan 
berkreasi dalam 
melakukan berbagai 
pembaharuan meru­
pakan kunci 
keberhasilan daerah 
dalam melakukan 

pengembangan. Bagi 
masyarakat yang 
udak paham, 

Masriadi tengah berdialog dengan masyarakat Tanah Datar berbagai inovasi yang 
Jllli 2005 lalu. 

L paya lain yang ditempuh untuk 
meningkatkan PAJ) aclalah 
melakllkan inn~srasi dengan membeli 
saham Bank ]\. agari dan BPR yang 
menghasilkan devidcn 25%. Dana 
tersebut di prioritaskan untuk 
dipinjamkan kembali kepada 
masyar::tk::tt sebagai modal usaha 
ekonomi l1likro. "Tahun 2004 lalu, 

P.\D h::tsil cleviden aclalah Rp ,7 
milr aL O leh karena itll, saya optimis 
pencapaian PAD tahun 2005 adalah 
sebcsar Rp17 milyar", papar salah 
satu Tokoh asional 2004 versi 

fHt!Jalab Tempo 
InI. 

dilakukan i\Iasriadi ini acapkali 
dianggap tidak baik. "Ada yang 
bilang, kenapa Jib dana ditaruh eli 
bank dan dibelikan saham bukannya 
digunakan untuk beli aspal? Oleh 
karena itu, saya harus lebih banyak 
menvosi;llisasikan inovasi-Inovasi 
tersebut kepada masyarakat. Saya 

melihat pejabat-pejabat di sini hanya 
tcrpengaruh komunikasi saru arah 
yang bersifat instrllksi. Kondisi ini 
sangat mewarnai jiwa birokrasi kita, 
sehingga acapkali ditemui hambatan 
pada situasi yang menllntut 
komllnika. 1 clua arah. f\gar bisa 

berdialog dengan masyarakat, kita 
harus percaya diri, menguasai 
masalah, mempunyai data dan faha 

yang akurat. Data dan fakta akurat 
tt:rsebut harus dikombinasikan 
dengan pengetahuan yang memadai 
agar clapat 

dikomunikasikan kepada 
masyarakat", ujar Masriadi yang 
pernah dillndang sebagai nara 
sumber pad a Seminar Internasional 
ten tang inovasi di Ash Institute 
Kennedy School, Harvard University, 
Boston, j\merika Serikat pada 12-14 
April 2005 lalu. 

":\linimnya penguasaan data dan 
ilmu pengetahllan sebagian pejabat 
pemda menyebabkan mereka tidak 
dapat berdialog dengan masyarakat. 
Akibatnya, saya terpaksa berdialog 
kemana-mana untuk menjelaskan 
program dan kebijakan tersebut. 
Seharusnya bukan saya lagi yang 
melakukannya, tetapi semuanya mulai 
dari wali nagari, carnat, kepala dinas, 

dan slIbdinas. Jadl kita perlu waktu, 
perlu ilmu pengetahuan, dan perlu 
tenaga profesionaL Oleh karen a itu, 
saya sangat mendul-ung pelatihan 
dan pendidikan bagi aparatur 
p mcla", lanjut pemerhati bidang 
pendidikan yang menjadikan 
I abupaten Tanah Datar sebagai 
penyelenggara inovasi pendidikan 
terbaik tahun 2005 versi Bank Duma. 

Kini, beragam sosialisasi yang 
dilakukan, seperti melalui ceramah, 
pelatihan, media cetak dan 
elektronik, disl-usi, dialog, kunjungan 
ke masyarakat telah membuahkan 

hasilnya. Berbagai hambatan 
memang mewarnai sosialisasi yang 
bertujuan mengubah pola pikir dan 
perilaku aparat pemda. Tetapi, 
paradigma aparatur sebagai pelayan 

masyarakat secara perlahan dapar 
terben tuk di daerah yang 
dikenal dengan " lstana 
Pagaruyung"-nya ini. \I 

(nurilpetrison/ 
alfian, humas tanah 
datar) 



elusin Persoalan 
asca Pilkada Langsung 

:ep Saefulloh Fatah 

Pelaksanaan pemi lihan 
langsung kepala daerah 
Pilsungkada) memberi­
an secercah harapan. 
epala daerah yang 
erpilih akan memiliki 
egitimasi yang lebih 
uat. 

Juga akan mendekatkan 
arak antara publik de­
gan pejabat publik. 
amun dibalik harapan 
ang membentang, 
elusin persoalan pasca 
ilsungkada juga akan 
enghadang. 
a saja persoalan 
rsebut? 

Survey TIJI' Politic,d fl1ld Er(Jlllilllit 

Risk CO".rII/t{Tn~I ' L td (PE R ) 
terhadap l OC )I) ·k patria Uuni 

2005) menunjukkan bi rokrasi Indu­
nc. ia terbu ruk kedua di 1 "ia, hanya 
lebih baik dari India . Jib ki. aran nihli 
dari yang t r aik sampai Y;ll1g terburuk 
adalah 0-1 0. Indon sia me mperoleh 
rulai ,2. l tu hanya lebih balk dari India 
denga n ska t 8,95. iugapurn m ru­
peroleh nilai 2,2. filipina juga lebih 
baik dengan skor ().2 . Vietnam yang 
baru S{lja bangkit dari k rcrpurukn. n 

juga lebih baik dari Indonesia dengan 
skor 7,63. Dan Ri 'r Bank Du­
nia (2005) : birakr. i Inclo­
ne ia jauh lebih berbelit­
beli t makan wa ·t u dan 
bia \" dibancling raw-rata 

regional Asia. 
D engan pela ' sa­

naan pi! sungkada ini 
harapan yang ler­

bemang di depan 
Ir epa la daerah 

ya ng terpilih 
m miliki 

lcgitim~L'ii yang k bih kuat. Pi! ungkada 
menclt:ka tkan jarak an L.ll'. publik de­

ngan pcjabat publi k. Sl:rt:t mt mp -
tinggi ~ ktivita PemJa. PilsungbJa 
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.tk:1T1 mt:mpt:r1eb:lI in 1~U1 b:Lgi j", turrna<;l 
Imut-nlsi d:U1 11lt'1ll t:\~i Iihi ~i t: f, )rm;tsi 
kc:bl j·tbn puhlik di nnl.?,kal I Iht! "a­
lIlun t.iJlYllik h:1rapan y.Ulg .1j.'C\>Ut kal1 
fer '!JUI, llIakl £t:rJ.lp:ll pula pcr'oalan­

perso:llan retf)Tm:lsi birokrnsi P r~(Ial­

all ler ebur Y'liru ta l 1t:I:eJtam'a pe 

r-tngkm tlluran l11C 111 auai untuk 111:­

maLa Id~lnw1.1 hirokrnst l'l' t ~() "''21 
:2U(J4, pasal 129 1,5 Illl!mllwh,u! 1;e[>l:­
g'l'\\"lian u:l<.r:l11 r 'rl1):\tJ r',k pru­
ret'l )rIll.1si birnkra51. Schm iru Permen­
tlngn ...1 /2Uf)5 men) ~ngkuf peuuman 

;Lnf1lisi~ jah:lran di lingkunl!an l)epJ:l­

gri juga liJak pro 'f rmasi. 1 1:1 nl:tlt 
hill yallg jlll!;:! men 'had. T1~ ad:dah se­
jUnJl.lh kt:pala dacrah It:rl' ilih ml.,luh 
I irokrnt I~mn (Illn/:Hau /I/(/II/;/J/'Il/ (at:nl 
dis! k 109 Duman kepaln lia rab set nJ­

pat), ,\kiu: In):1 llIt:reb t.il I un};.t 

agenua r tnrm t 'i bi{l)\-ra.i. t1ain II U 

rl.:n~Jlam:1ll d:1I1 pcngc;tahll.lnm ,I Ikan 
11\1;:d.1n ju tru kOlllmpnu..lul\rii. K:tl:m­

pun aJ,1 pcngecl1:&l11 rapi iumbhnya 
tid . tcrlalll I m, k. 

l3Lb ). I 'terjadj Sc balil'n\ :1, YUIU 

kl'pala da rall haIU nda lnb politisi 

"IJ.lru ' . ! :1t1g I;\k familiar Jengan duma 

bimlmlSl P ·mda. S llit I 19i keprlb 
d,lerah ml;:llulldllkk: n P!11';1 birnkrar 
hanL,kflHln. Paua tahap ;i\\.~1! kt;p~11a cla~· 

fah ml!rtulik l kClcrgantungal lcrhadnp 
birnkrasi. Sukses pt:~e1f)b: n Pcmda 

~:\ngat lJl:rg:lIIfun r 1 ~b !.(Jknl1gan bi­

rokr:lI-bir'Jkrnr kunci . \nng juga 
I1lcnghaJan,' ,ubl:l.h refonnasl biro­
kr:,si S;lma dcngan anC:1mao In ~ ftk 

rivirfls Pt:ll1tb. Kerala Jnt.rah ~ ill1 

IUcngagcn hkan perubal1:ln buruh re­

form. ~I blwkr i <;t:b:l!-.'lli rrasy:mttny•. 

Tapi, refurma. i birokrnsi, ill mana su­
in, \ an pert~una bakal Jilaw:m aJ:.11ah 
para birokrat y::mg ni. C;lya terancan1. 
'clain ilu rt:Slsre.nsi I ubW( eli n\val juga 

merllpakan masalalL Malah ill ~ebagian 
u;'ler,Lh ha. il i1sungkatb memnncing 
resisten i dan penoiakan sebuwan 
p ublJ.k, rerut.lma V ng berkai t an 

den.!!;u.n adanva -cacat proses danI a ta l! 

ket idahi:.lp:ln unhJk !udall. PaJ:1 awal 
n1(.>n j;l.bar sdxtgai kepala dat:rah, wak­
tu lc:bih banrak Jibabl. kan unt uk 
konsoliu·l. i UUll Iekf.lnsilia~i. A.klbatnya 
reformasl birokrasi bisH jaw t ;1rll~ 

hal1nya. Rcforma:;i birokrasi uk selalu 

popuJcr dan memperoleh sokong.an 
publik. p"f,/t, .rullJ,." ce nderung pr 
kern. panao dan mennlaknva. P''llltile 
SerIQ1! rnef!l~ 1 rerancam. Cit,;1 s(Idl!ty tnk 

~d:tllJ solid J . n !>cbagian menlkmau 

eberapa Catata 
M ekuni In I t:rnilihan d.1l'rah saar 1111 P1LIlj ,dj !t:blh 

,r mpetitif I :llell:1 Ilpilih bn~.l! 19 I kit r. \:11. 

PI: salng:tn h rlan~ry.ung h~l!1\ :lI1r:I" b,tka!l:l lol I t{.rmasuk 
t1~Llt r. ng sedan,\; ;Itau rem:!h 111 1 Ju hl~ i i bat n I ullik 
Ie ,e\ UI (Im:ulllUUlt) hail hupari/\\ likr 11 tnllupun \\ Ikl l 
IlLlpali/wali kllt I Dan data yang tllkLUnpulk.Jn, 1·1 Jill lith 

bbupnLIl/kora }:ln~ dlSl'lct1gg:1ra~ In luni 2l!(15. 
r:Ull~lpnsi pun illclI!nb·nr It'rlihat cukup unll1l 1...111. D.I 
1115 ptlktda kabupatc:n/k(ll:l y:lng Jiikllli bup'lll/ \ !1Ik, Hoi 

incuml l'nt tli J:H~mh I cmilihan v.mg ber. :I Ill: klll:m, d: n 
4fl pil":ldu Jiikuli wahl bup.tli / WHltkoll LIt da r. It 
pcltulthan terscbur. Dari 148 d:lt!r:lh tmli, ten.i:lfut )\ 
ri1k:tda \ an ';lIn:t-sam 1 Jiiku\i olcl1 lllillllan Uti! at / 

w:lllk(I(:1 inclJlnu 'nt m.lul till va l tI 1 lIpari/ v.dlkora 
InLlIlTll t!n! l' +:lli .~rtlS. I.:mbihll J.iIll1lal':.ll1~. d n~. t1 s"ling 

berpasangan sam:l 'cperti 'a:1I I nerd a men13th "'£fIll/hUll. 

Scmentilrn rmd' 22 uaer.l1, l runf1\~ IIICfCh t is t, .. :It11 

sama 1:1111 

Ikr hsa! 1 (tn It.,. tl p .... rnillh. n tcrscbllt. h:111lplt 
<;(. l.rllhm·a (66 Jacrah) Illclll:U I 'Itk Ink IlIh.111 fi~LU 

bupaui\ -alikUl" if/llIlII" lit seb:tgai kep.ll. ,1.1 t.l II. '1 Cld ~",u 
'i9 pilkau,( dat:lalJ yang llllllcnangi In (II II bup' II I 

wa1lkotJ II/(l/fl/hm! TlII "h clat:r:1h dimcn:lngk. il nlf I 
r~l"ilng:ln 111 ({IIJIbcJI! (hupa ti / w·tlik 11.\ 1110'/""/11 ,/) 

bcrpa"iln~an uengln I upati / \- 'lIi!.." 'I II:(/m/~n H 11 '1 

• 

Pil ada JUDi 2005 
% Ja\:f II llUr:\ti/w;1l i kn~l illf//IJI/;w / ka1u1t Jan kanilldat 
vajah bani dan '\ dllCr 1h kalah J'ln mant1t1 b:lWlllannya, 

wa]·jl hUI':ltl/Wllk il wa likota 111£ "'"/;ftll. D ata ten cbu t 
rnetnp L rlihar k-t fl 1Jan\'n, I-eccmicn mgan tanggu h nya 

k:ll1d iJar l upnti /wa lj kor1 illc llm ' C ll t mengh ada pi 
PCI :l.ingan kt'r:H tkngan pasangan Ia.in n ':1. Dcngan b ta 

lain a1':lh calm! pcn tlah111g bllru ke ull tan bcrsaingan 

1 ng:111 r tn bUpnf i./w:1Ukota i ilmm/;enl. 

DCn1lkian pub bagi para vakil bupati/ wakil ~'aliknta 

;1i, /11111 ,,·}·t \' lIlg L-:u IS bel' ':ling elcngan Il1 11 ntan atasann ya . 

i 1' 1im tl.:rlihur JLl-iS, pufonna i.l1diviuual bupn ri/ w"lliko ta 
"flllllIi;mt i:l111 1 It:hih Illeoon j( 1 ill mata p tlh!i k pem iJ.ih 
k' Illlbangp. ra \v:1 ki lnya, Publlk Jeblh celi Jeru I1g mctnilih 

lllam:ln kc:pal:l dacrnh dlbandingk:lfI dt:ogan ' ....akiln)Ta. 
B:1rnngkah modal ~ :1 ng p.l ling utaln a bag! p ara incumbent 
:ldahb I' ll p u l;\r i r:l s \,:'Ing SUlL1. h te rba ngu n se ja k 

memlur luh lalxll:-to lc:rsebm posisinya scbagai pejabat 
p~lblik llotUO[ satu menjaJi J irinya lebih por uler dl mara 
111:1SU\' .u.:m. D illnt:trao," ! tnelalui kunj ungan h ngsung ke 

b:l \\111 ~a:H 111nslh I11cnJublH. rlubu ngll n ya ng ~mbh 

le11:1 li n deng. 11 herbagai P rangl-a! pemJ a eli berbagai 
fin~k:lt:m lerlll:tuk staf kantol kdurah:m / desa juga 
lllemmhh l an para i ll(f11I1/Jm l mcndap at d u . ngan dari 
jaringan w!' ial \i 

http:sokong.an
http:11\1;:d.1n
http:jUnJl.lh
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at ;,san K1<'" I , P)OI(~01)(mJclIl(e 

a t esar. Reformasi birokrasi 

n p rogram yang mahal. 
~ , Haanya memerlukan soko­

DPRD yang belul11 tentu ~epa­

n apakah tersedia anggaran 
I I. Hampir semua kepala dae­

....unya kaki besar dan kuat di 

\kiba tnya kompromi menjadi 
n re istcnsi tinggi. Apalagi, 

~.j birokra:-;i adalah lahan korupsi 
i (Pemd a maupun DPRD). 

rur du kungan amat dinamis, dan 
lis. Masa j batan kepala daerah 

tiS scmentara sis rem birokrasi 
a '1n direfo rmasi sudah terma­
n. Akibatnva kepala daerah, 

'ur sebdum melangkah. Satu 
:,lb:1tan merupakan fase awal dan 

'otukan fondasi saja. Sementara 
Ik ada jaminan kesinambungan. 

Kepala daerah juga berhadapan dengan 
birokrasi dan kelotnpok strategis \rti­
nya ~~tama pemapanan berbilang de­
b de, birokrasi telah meluaskan jaring­

annya ke luar dirim'a, membentuk "ke­
lompok strategis" Birokrasi bukan se­

kedar organisasi tunggal tapi "blok ke­
kuasaan". Bubn hanya disokong s ca­
ra politik tetapi juga ekonomi. 

Selain itu pasca pill' ada permasa­
lahan tak ada aliansi pembaharu. De­
£inisi musuh dan kawan kabuL Agenda 
reformasi b irokrasi bisa djkalahkan 

aru:-; u tama pragmatisme. Konflik ada­
di dalam demokrasi an tara politisi dan 
birokrat. Politisi (yang berkuasa mclalui 
"mandat" dari dektoral) cenderung 

mengatasnamakan pemilih. Birokrat 
(yang berkuasa brena kewenangan dan 
posisi kelembagaan) cenderung merasa 

paling berkompeten. 
ltulah selusin permasalahan ten­

tu haws dicarikan jalan keluarnya. l\.fa­
ka agenda pasca pilkada aclalah rne­
lakukan rekruitmen otentik-kredibel, 
kolektif-solid, profe" ional-kompeten, 
aturan weberisasi, c1e-oI'lJJi,llisrlsi, de­
jacksoltisaJi. Selain itu jJojilJl marketillg 
yaitu jangan pakai rnetode konvensi­
onal untuk kebijakan refofmasj biro­

krasi. Agenda pasca pilkada juga harus 
merebut hati publik. Caranya bukan ha­
nya dengan propaganda tapi menge­
fektifkan mandat dan perwakilan. Se­

lain itu aliansi strategis. Sokongan po­
litik, necworkjng dengan mewa. pn"ill 

Jfctors, cilli/ S(}cietJ'. PiLungbda t ~mra 

reformasi birukrasi aJab.h kemalu;m 
demolcrasi di tingkat pm t:dural tanp] 
kemajuan substans"al. \i , \drinal) 

Disampaikan pada arara Rembuk Nasionaf: 
Evafuasi Pifkada Langsung dan Penguatan 
Perekonomian Daerah 72 Jufi 2005 

Beberapa BupaU/PI BupalilWalikota -Incumbent' vang 

menan lam Pilkada 
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Sala h satu elf! utama 
p erg uruan tin~gi adalab 
h :bcbasan akaclemik dalam 
ani kebeba~an menyatakan 

pandangan dan pendapa t sec am bebas 
bcrdasarkan argu mcntasi yang dapat 
dipert~U1g,(fL1ngj awabkan. 11eh karena 
itu sejau h dinamika internal kita di 

nsrat memenuhi prinsip kebebasan 
akademik itll dinamika inr mal tcrscbut 
\\·aj ar-wajar sa ja. B ahkan partisipasi 
cialam mengkritisi kebijaka n yang sesuat 
ptoseciur adalah ba~ian penting dalam 
membangun Unsrat kcJcpan. Sebab 
partisipasi menjadi salah satu prinsip 
utama G ood Ullil!ersil.J Governai/ce. 
Del11ikian ungkapan Rektor dalam 
laporan kinerja Rektor l nsrat kepada 
Se nat lnivccita Sa m Ratulangi, 
beberapa waktu yang lalu ten tang 
dinamika Pe.rguruan Tinggi. 

Lapo ran kincrja Rektor kepada 

a ce 
Senat Unsrat dengan pernberian 
penilaian oleh Senat merupakan saw 
langkah b rani, transparan dan akun­
t: b le bahkan terobosan terhadap sikap 
ot6riteri , mt: semen tara kalangan pirn­
pin a n P"[ , dari P rof DR Lucky 
SondalJ1 sejalan dengan komitmennya 
terhadap strategi membangun Unsrat 
melalui prinsip-prinsip Good GOlJe/"l/allce. 
01 1-{ karena itu menurut Pembantu 
Rektor idang Kem ahasiswaan dan 
r 1ubma~, adanya ungkapan diawal ke­
pemimpinannya bahwa strategi ini 
ham·alah manis dalam kata -ka tanva, 
ternyata han\'a merupakan pernyataan 
siknp aprion semata karena kenyataan 
ia konsisten terhadap komitmenm'a 
ten tang prin<; ip-prinsi Good Unit'erst!)' 
G Olll'rt/allce. Sebab bahri Rekror sekarang 
ini ketd adanan menjadi sikap yang 
utama baru orang lain mau 
mendengarkan kata-katanya. 

Sangat sulit Unsrat 
I11 c neapai visinya, ynkni 
menjadi salah satu Univer­
sit;1'> terbaik di Indonesia 
tanpa disertai penegakkan 
prinsip-rrinsip Good ( hliller­

.fi f)' G Ol' i! rI10Il Ce terutama 
ter tib huk um, kepastian 
hllkum transparansi, akun­
rahilitas, e fJ "iensi dan efek­
tlfi tas dan prinsip persamaan 
ta·npa disk.riminasi. 

Scmcmara itu Rektor 
Uniwrsiras Sam R:mllangi 
(Lm rat) , lewat juru 
blcaranya Darnel Pagemanan 
Sl l m cncgaskan, untuk 
memaj ukan pCl1didikan di 
Suillt, Un~rat harus mam pu 
m t:: ll se j;1j,akan dengan 
l 'ni\ ersltas lain di Indonesia. 
Ka n .. nanya diperl ukan suatu 
rc nca na strategi (rens tra) , 
:l n r, ~ ;lm' I"i t ~l!l.L1 · 

kualitas, demi kemajuan pendidikan itu 
sendiri. Mcnurut Pangemanan, renstra 
tersebut sudah diaplikasikan lewat 
program-program yang dicanangkan, 
baik keluar maupun dalam lnsrat 
diantaranya, pcrjuangan rcktor 
mcngcluarkan ijin, pendidikan 
akuntansi dalam program 0 III 
Fakultas Ekonomi dan program 
Bahasa Jepang Fakultas sastra. 

Lebih jallh Daniel Pangemacan 
mengatakan permasalahan di Uni­
versitas Sam Ratulangi hingga saat ini 
adalah, Pertama, Pemda bclum 
mengoptimalkan pemanfaatan Unsrat 
sebagai PTN eli Sulawesi L'tara. Pemda 
malah lebih sllkamelakukan kerjasama 
dengan pihak luar yaitu Universitas di 
pulall Jawa. Termasuk dalarn pcngem­
banga.n SDM Pemda. 

J"eterbatasan dana buat 
pengelolaaan Unsrat agar bisa mem­
bia yai kegiatan-kegiatan akademik, 
penelitian dan pengernbangan. Juga 
termasuk sarana prasarana seper . lab 
kornputer. Dengan dcmikian C nsrat 
belum siap menjadi H1IN. \ 11,alm·a 
di ]awa (C1, ITS) sudah sangat siap 
untuk menjadi BH.\N. DI l" nsrat :lda 
tim yang khusus menebah ·c oii .lpan 
Unsrat menjadi BH~I". _ :UTIlIl1 hm r 
ga Saat ini tamp,lk:m .1 l. nSr:lt bdum 
siap menuju BH.\L 



ubu Jawa, mau tak mall tentu harus 

datangkao investor supaya masuk. 

nang untl.lk mcndatangkan im'e ·tor 

II1gkali bukan hal \'aog ~ulit. N amul1 

ha l d a ri p o teosi oaerah m:lsih 


~ tas. ' otuk menjual SDMnya kc 

k luar juga tidak mudah. Wilayah 


1 ' e~j Ll tara juga tidak luas. D an 

11:1 u~aha untuk menjual D I juga 
109 mcmadai bila dimanfaatkan 

h.lk lain. Jadi persoalan kurangnya 
ioi dari pemerintah dan ketatnya 

'aingan Bagi Universitas lain sererti 
rTH yang suclah sanga r siap, 

m gkali kalau mcnjadi BH P jdas tak 
masalah . }' lalah mereka rugi kalau 

rUti n\'a cliturunkan menjadi BL . 
re na itll pemerintah harus meme­
:1.n PT0I -P' .. Tidak Semlla PTN 
r menjadi B IN. Dan ba i yang 
k ~iap menjacli BI £J l~ bil;a rnen jadi 
L. Arahnya untuk nsrat dalam 

.. ru dekat ini lcbih memilih bentuk 

dan Layanan Umum d alam bal 

n~dolaan kcuangannra. l\fasalabnya 

'1gga saat ini apakah P i> Pengelolaan 

... .Jallgan HL slldab jadi. K ami 

19a t m e ngharapkan PP terscbut 

19a1 acuan. 

Be rka itan dengan ren ­
cana pemerintah untuk m(;­
ngeluarkan RC ; Badan Usa­
ha 1 IrIaba barangkali ini bisa 
d ijad ikan terobosan . Lewat 
RL U Badan t" saha idaba 
di hn rap kan bisa mcma)1.ll1gi 
PTN. lanti antara CC Badan 
Hukum Pendidikan clengan 
Badan U saha 'i.rlaba memi ­
Liki keti::rkaitan. J\£emang se ­
mcstinya scsuai L ' D 1945 
Pemerintah itl! hams menye ­
diakan kesehatan dan pen­
didikan bunt rakyat. Kalal! 
penJ idikan sudah dikomer­
sialkan dikhawatirkan rakyat 
\'ang tidak plln) a akses, maka 
tujuan ncgara untuk mencer­
daskan kchidupan bangsa sulit 
untllk diwujudkan. Kala,u 

I n 8 a am 

mengalaml keterbatasan dana dia bisa 
mas uk ke Sin!. N ah seka rang 
pcrsoalannya adalah apakah anak-anak 
pintar tapi karena eua tidak punya bia),a 
dan tidak t 'rakol11odir haru ' nva 
menjadi perhatian. [cqinya 
Pcmerintah, bagaimana dalam 
aruraI1lwa itl! semua bisa te rakomodir. 
H ingga saat ini masalah pcmbiayaan 
pcrguruan tinggi apakah sama c1engan 
scbelumnya. Soalnya dengan adanya 
otonomi daerah kclihatannya keuangan 
pel11erintah l11enjadi berkuran')". 
Apakah Pemcrintah Dacrah juga bi~a 

l11endukung. Bagaima napun P 
adalah aset daerah. ~ks l i n )'a Pcmda 
juga ikut memikirkan bagaima na 
Unsrat bisa maju dan berkembang. 
Pemerintah Daerah juga berkep 'n­
ungan untuk mendu kung d a n 
membesarkan Unsrat agar bisa 

ul nui n Uni 
pm aa Un ag PINdl ola sl 

dalam jiwa LLD 1945 itl! kita mdihat 
aturannya itll, b n arti jangan kita 
bertentangan dengan aturan rang lebih 
diatas, s~ h ingga persoalan di s ini 
mungkin keliha t:t nn~'a bagi masyarakat 
yang knrang m ampu t<:: rscntuh sekali, 
merasakan itu, tapi mereka yang 
mampll tidak ada masalah. K arena 
se benarnya me mang jelas. Jadi 
bagaimana nan ti fungsi Pemerintah 
untu k d apat mempe roleh 
pcndidi ka n ckngan bia)'a 
terjang -au .•\pakah nanti 
kalau sudah menjadi BHP, 
orang )'ang sl"bcnanwa punya 
poten~ i :1 1 u ntu] ~ ekolah 

rda pi karcna kete rbatasan 
pcndanaan itu bagaimana? 
Mel11~ng kenclala jliga, kalau 
lit lihat so:!.l BHP. Kim lihat 
saj a. dijl\\ U dan II 0 lru kan, 
seben:Hn\';[ b lau m au lihat 
d enga n ped e mban g an 
Hadao I lukuru P 'ndidt kan 
b a hl ' ,In ,tbt:lu mm a cli 
m ;ts tng-rna Ing l.kolah 
ba hk. :m di IIni\ e r ..itas kan 
sudah ditefal'lilln b.J.l iru. Ba~ 
rmlh as l:> w;l \ :I n~ ml.:m ang 

Kepala Baglan Humas Universitas Sam Ratulangi 
Daniel Pangemanan SE. 

I.ayanan Publik Agusrus - Sepn:mbcr 200.5 .55 

bersaing dan bisa dijual. N ah se],..uang 
kalau kita kesana, jdas subsidi p -01e­
rintah kan sudah (ubatasi dan bahkan 
cuma di sektcl[ tertentu. Kalaupun 
istilahnva non profit Ulau nirlaba jangan 
sampai biaya dikeluarkan lebih tinggi 
dari pada pcndapatan. 0 ngan derni ­
kian dapat diberikan bea si swa kepada 
golongan masyarak at yang kurang 
mampu. (adl7'l1ol/ya!1!I) 

L 



BUMN 

u 
Bayangkan, total aset seluruh BU¥N Indonesia mencapai Rp 1.313 triliun 
namun laba bersihnya tahun 2004 hanya mencapai Rp 25 triUun . Sebenarnya 
kedudukan BUMN yang strategis di dalam perekonomian nasional karena asetnya 
besar dan mencakup berbagai bidang kegiatan ekonomi. 

edudukan BUMN yang stra­
tegis di dalam perekonomian 
nasional karen a asetnya besar 

_ ......- dan mcncakup berbagai 

bilhnu k giatan ekonomi yang diper­
lukan rnasyarakat. r.les kipun dalam 
kenya ·lannya ban yak B IN yang me­
ngalami kerugian karena terjebak ke 
clalam stagnasi yang panjang. Kedua 
masalah struktural-institusional yang 
mendasa r sehingga m mbuat badan 
usaha mi lik negara itu tidak berdaya 
meskipun dikirim pimpinan yang 
berku'llitas. Hal itu disebabkan kaki dan 
tangannya dalam beJitan politik dan 
perilaku oknum di dalam institusi ne­
gara, p emerintah, parlemen, dan 
biro krat yang membuat posisinya pun 
menjadi sulit sehingga tidak ada ruang 
kreas.i yang baik. 

Presiden Yudhoyono mengung­
kapkan kritik terbuka terhadap kinerja 
keuangan B • -IN, bahkan mengancam 

akan menutup atau menggabungkan 
BL . 'f yang term merugi. Banyak 
BU1\ fN salah urus. Pcrusahaan negara 

yang meliputi beragam bidang usaha 
dan jumlahnya sekitar 158 memang 
tidak mudah diurus. Posisinya juga ter­
jepit di antara kehendak untuk terbang 
eli jalur bisnis yang normal dan menjaga 
kepentingan negara untuk pelayanan 
pubEk, termasuk kepentingan kelom­
pok-kelompok tertentu di sekitar 
kekllasaan. 

Selama ini, pemerintah menyun­
tikkan dana dalam jumlah yang besar 
akibat kcrllgian kolcktif BUMN. Dana 
yang harns disisihkan mencapai tidak 
kurangdari 20(Yo dari total pengeluaran 
pemerintah. Subsidi untuk B lIN 

yang merugi tersebut mencapai Rp 60 
triliun. ]umlah itu hampir empat kali 
lipat dari dana kompensasi penghapus­
an subsidi BB:'£, 

Jadi, banyak sekali BUIvlN dengan 
pimpinao bergaji besar justru menjadi 
beban negara dalam waktu yang pan­
jang. BUM~ yang merugi sesungguh­

.np .telah menjadi penghalang kebijakan 
pcmerintah untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial. 

Semakin besar kerugian BUMN, 

~ 

~ 

semakin keeil dana yang bisa disisihkan 
pemerintah untllk kesejahteraan sosial. 
Karena itu, tidak berlebihan jika disim­
pulkan bahwa pengelolaan BUlvIN 
merupakan salah satu aspek renting 
dabm kebijakan publik yang dijalankan 
pemt!ri ntah. 

Akar mosalah 
r-. fasalah pertama adalah masalah 

t:konomi paEtik. Peran negara terha­
dap B l\£N : e1alu tidak tepat, bahkan 

salah kaprah. BC~vrN selalu diletakkan 

sebagai subordinasi birokrasi di bawah­
nya karena memosisikan BUi\lN se­
perti ini sangat menguntungkan kepen­
tingan oknum politisi dan birokrat. 

Kedua, masalah perilaku politisi 
dan birokrat, yaitu perilaku aji mum­
rung berkuasa mengambil kesempat­
an untuk melakukan perburuan rente 
ekonomi. Iklim politik cend·erung 

menjadikan BUMN sebagai lumbung 
uang serta sumber proyek bagi sege­

liotir penguasa, pengusaha kroni, dan 
partai politik tertentu. 

Ketiga, masalah inefisiensi dan 
rendahnya kualitas pengelolaan peru­
sahaan negara. NIeski reformasi telah 
berumur enam tahun, ban yak kebia­
saan buruk di masa Jain masih lekat di 

berbagai institusi negara dan itu sala.h 
satunya di BUl'vrN. Cara pandang lama 
bahwa direksi perusahaan negara setara 

dengan penguasa dan birokrat belLl11l 
hilang. Kultur feodalistik juga belum 



BUMN 

Visi dan Misi Kementerian BUMN 
""I untungan rata -rata sangat 

rendah dan banyak yang 

merugi. Beberapa Bl1MN 
mengalami keuntLlngan, se­

perti Telkom, Bank 

:'vIandiri, BNI, BRI, dan 

beberapa lainnya. Bebt~rapa 

BU;\'fN itLl mengalami 

si 2005-2009 
'enjadikan BUMN sebagai pe\aku utama ("Champion") yang kompetitif di industrinya 

•• 
151 2005-2009 

Reformasi BUMN sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku 
Memfokuskan restrukturisasi BUMN secara sektoral dan korporasi organisasi, legal, operational dan 
financial 

••• 
Mencari sinergi antara BUMN dan memperbaiki private public partnership untuk meningkatkan nilai 
Memaksimalkan nilai perusahaan melalui peningkatan efisiensl dan produktifitas BUMN 
Peningkatan daya saing BUMN di dalamdan luar negeri berdasarkan capital market protocol 

reformasi internal sehingga' 

semakin lama semakin 

tampiJ sebagai organisasi 

bisnis yang modern. 

Telkom mengalami proses 

evolusi sejak masa kepe­
. Kementerian BUMN 

rnuh nya luntur, yang membuat 

pengelola perusahaan ini masih 

mem osi s ikan diri sebaga i 

nfleran". Berkebalikan dengan 

fi Ja sar setiap bisnis bahwa 
b nv-gan ataa publik adalah raja" . 

Berdasarkan permasalahan di atas, 
n 'ul gagasan jalan pintas ala neo­

rnl jual saja. Citra buruk tadi, yakni 

IP, inetisien, dan lamban meng­

u lpi ilJim usaha yang berubah eepat, 

h memberi tekanan besar agar 

\ [N dikeeilkan atau bahkan diha­

ka n, Hal ini selaras dengan gagasan 

t, tisme, atau penyusutan peran 

ra, yang diusung kalangan ekonom 
_ J- liberal. j\kan tetapi, itu bukan jalan 

n\'elesaian yang baik karena pen­
1bn BL;'v[i ke kelompok strategis 

t ru menimbulkan KI<N baru. Me­

ni .. me yang tCrtutup dan eenderung 

enj ual BUM yang stratcgis clan 

cnguntungkan bagi masyarakat luas. 

Privatisasi seeara raJikal ternyata 

crugikan kepentingan negar~ dan pu­

Ik seeara luas, Bagaimanapun, ada 

L yang bukan berperan sebagai 
I ti tusi llntuk meneari llntung tinan-

I belaka. 'ejumlah B 1\L I memiliki 

'an strategis untuk menjamin kemas­

hatan pllblik. BUr-.rN dalam keadaan 

l USUS bisa meniadi "partllel)' yang 

..c aha bat. Di negeri miskin sepcrti 

onesia, tidak terhindarkan penting­

1 inter\'cnsi pemerintah, antara lain 

lewat B UJ\fN , untuk mengatasi ke­
senjangan ekonomi dan berbagai kc­

timpangan lainnya. 

B~unttmgB~r~ 

Berdasarkan data yang ada, bisa 
dilihat aJanya bcberapa BUMN yang 

benar-bcnar potensial menguntungkan 

bagi negarn, bill . dari besarnya dividen 

salum allpun dari pajak, seraya tetap 

mlnj gn kcpt: milibn pemerintah yang 

slgn itibn . 

' eu'! k lllruha n, kinerja 

BC\ c\: kuran h:uk kar 'na kineria ke­

mlmplnan Caeuk 

Sudariyanto, BNI telah 

belaiar /,0 p/lb/ic. 
J"Ieski dcmikian, ada eatatan yang 

haru s diperhatikan bahwa bcberapa 

bank yang mengalami kClintungan 

masih menerima obligasi dari dana 

rak~'at, pajak, awu APBl , Beberapa 

BUMN yang lin tung juga masih berada 
dalam pasar yang masih belum ber­

saing seeara sehat atau pasar monopoli­

oligopoli. 
Di bidang telekomunikasi, pasar­

nya bcrkembang ellkup eepat karena 

sektor iasa ini tergolong padat tckno­

logi dan menyangkut kcbutuhan manu­
sia moJern sekarang ini, Perusahaan 

seperti Indosat mengalami pertum­

bllhan pcnjualan dan kClintungan yang 

pesat. 
Indosat benumbuh lebih besar 

bersama Telkom. Tttapi, de\'iden ciJri 

Indosat sudah tidak ada lagi brt-na 

suuah teriua!. Meskipun sudah " ,~f) 

pub/ii', kepemilikan saham pemcrintah 

di Telkom masih mayoritas (5 \%). 
Publik perlu mengawasi dan me­

nagih janji transparansi serta akun­
tabilitas dalam penentuan direk si 

BUMN. Dewan legislatif mallpun lem­

baga swadaya masyarakat perlu was­

pada bahwa penentuan direksi itu ber­

dasarkan kinerja profesional dan bukan 

berdasarkan kepentingan scsaat orang­

orang eli sekeliling presiden. " (Adrina/) 

Di.la/; ddli oltihl dilcl/Ja BelIN: Did;ek I /VirhbliJ; 
dail sumba laltll!) ,. 
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PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Telah Disahkan: 

Pe 
e 

• umah Sakit Ber bah 
-adi Badan Layanan Umum 

Ketakutan publik berkaitan dengan status 13 Perusahaan Jawatan (Perjan) rumah sakit yang 
harusmemilih bentuk Perum atau Persero sesuai UU No. 19/2003 tentang BUMN tidak menjadi 
kenyataan. Dalam Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 
(BLU) yaitu PP No. 23/2005, rumah sakit Perjan otomatis berubah statusnya menjadi instansi 
pemerintahyang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Hal ini sesuai dengan keinginan 
Menteri Kesehatan Dr. Fadhillah Supari. Dengan demikian maka orientasi rumah sakit tetap 
memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat luas tanpa berorientasi mencari laba. 

P
eraturan pe m crinta h t 'l1ta ng 

pc ng lo laan ke uangan BL 1 

. ang sebc lumnya J itungg ll ­

tunggu, :'lkhl rnya resmi d ibcrlakukan. 

PP t 'r cb m dlsah kan pada L'1.ncrgal I 

J un i 2005 yang lalu. Empar han kc~u­

dian. depart cmen keuangan melakllkan 

preJJ conference. O alam ke rerang, n pc 
yang di . mpaikan oleh t:partctUen 

Kcuan,<ra n , disebm kan ba hwa uricnt:1~i 

pada o utpu t ~ akin m et jadi prakttk 
,'an;' Ji anu t luas uleb pcmerimaha n 

mod ern dl be rbaga i m:g a ':1. \ lcwira­

. \\ a. ubn PCl!1 rin tah adalab p :u a­

d i).,rrn.1 ~:lOg ITI m b eri ar>l h ya ng tep at 

bagi k ua ngan 'cktor pllbli \.... . L" • ( . 
I t'1. hul1 2004 tenrallg Perbendaharaan 

eg::ml [clah m embul-a k()ridor ba u 

bagi pe nenlpan basis I in ' rj a di Iii g­

klmgan pem erimah. Oalam L ' rcr­

:ebu l d is ~b ll rk a n ba h wa in"t an) i 

p el11l.:f ln tah yang tugas p oko k an 

fungs i lwa l11c mb e rik 11 pelay:w a n 

I· pada m asy:trakat, dapat mcnerapkan 

pob p ngelolaan kCllangan yang fkk­
. ibe! d cngan mcnon jo lka n p r duk­

u 'itas, en j n 'j, J an efektj, Ita '. l rubh 

i.nti dati Badan Layanan l'rnum y. ng 

diharapka n m n jad i co ntoh kr nkri t 

yang rneno njo l dari penerap:t I1 [J1 ~l!l a­

jemen J'eua ngan b rbasls ki ne ja 

P em;rap n pengelolaan kt:uang;m 

BL L1 ini dapa r clilaksnnakan un tuk p~ 

byanan publik misalnya lm'anan kese­

ha ran , pendidlkan , dan pt:n~t: I ()haan 

ka\\'a an. Prakti ini te luh berkembang 

luas eli n1,lnca n g-ara b er l1'a up .!) a 

pengagt: t~lD akti ' i ta ~ yang t1dak harns 

d llakukan (, k h krnh:lg>l b iro kra. i t11ur­

ni, I t p i isdenggara kan olch in .- tansl 

yang dikclo la b l,nis sdungg;a p t:mbt:­

ri n layanan kep dJa m a:\'ar akar men­
jadi !cblh di si 'n dan efektif. erdapat 

banyak ~attJan k r j, vang berpoten I w­
I- lo la lebib e fekrif m elalu i pob B:1dan 

La\'unm 'mum. ~alUall kerja in i tcru­

mma ya 1"; . d al a in i m ndapatkan ha­

st! pcndapman cb n lay. nnnnva dalam 

purs i ~ i~ il11.al J.lp.:lt d ibL ri I d elua­

s, an l.!alam mcn~L I (J 1a , umh e r d aya 

untu k m ni ngkatkan pday nan \'ang 

dibecihn. 

Bidang-bidang k ~iatan peme rin­

tahan ~ .Ing layak m ene rap kan BLU da­

pat di bcdaka n dalam 3 (tiga) jenis : (i) 

in · tan~l yang memb rikan lay~lt1an ba­

ran: l ias" s perti rumah sakit, pergu­
ru,tn tinggi, balal Ix:nih, dan lemb>lga 

pend.ttian. (ii) instami yang bertugas 

men~dola ka vasan eko nomi terpadu, 

dan (iii) instan . i yang b 'Ifungsi m e nge­

I JIa dana-dana k h US U$ unruk mening­

I atkan ekonul11i masyarakar. sep rti 

dana -dana berg-lIltr untuk usaha kecil 

dan mene::ngah, d. n dana NH. 

Dengan po l a pengelolaan keuang­

an BT ., fI h ibtli tas diberikan dalam 

ranQ;h.a pelaksanaan anggaran, tcrma-

Suasana press cont rence di Departemen Keuangan berkaltan dengan berlakunya peraturan 
pemerinlah tent ng Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu PP o. 23/2005. 

c· _n 11 :L 
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pengtlo laan pd1cLtparan dan be­

1., pengclolaan ka~ , da n pengacl:Jan 

' tng/ jasa. V epada BLL' )ug:1'dibet i­

I ke.empatanllotuk mempeh:.rjakan 

1 'a p ro fe siollai no n PI\S c;crt. kc­

lpatan p c mberi an im ba lan jasa 

ada pcga\vai se'ilwi d ngan knl1tri 

. in ya . T t tapi s bagai pcngirnbang, 

. r dikendali lulO seeara ktta[ daJam 
rt: neanaandan pen)'clenggaraannya , 

r .J dalam pertanggung j:1.\vabannya 

Lt m Peraruran Pemerintab .23/ 
Iii :; ini, BTX wajib m engkalku la ' i 

Ir )"a po ko k daD layanannya clengan 

aiiI.t:; dan kuanntas yang distan ­

rkan oleh m entri /p lmpinan k mbn<r.1 

_knic; pLmbina. c I11ikian pula dalam 

rt'lllg~mgjawab;tt1nya. , RLU h :i rLlS 

.I m p u m eng hi tung dan m enyaJibn 

l~garan yang cligll na k. n nya dalam 
iranm·i.l dengan layanan : ang relah 

rt:aJisasikan. O leh karc:na itu., ~I L 
c rpe ran sebagai agen dari m <: . t>ri/ 

mpina o lcmbaga indukn ya. 1 edua 

Lih p iha!... l11cndatangani h :mtrak ki­
~ a ( (/ (o!ltrac/!lL!lpclfrmmllJct ({on'emil//) 

mana ITlen teri/pimpinan lem b:tg;l in 

u.k ber t·toggung jawab atas keb ij1kan 

\',man yang hend :) k dihas il ka n , dnn 

l. . b rtanggung ja\vab unruk m ' . 

ajikan layanan \ ant! ciJminra. 

Den gan sifat-:iI:1t ter- ebu t • ELL 

lcmbaga Dan karc~nan) a. sduruh pen­
dapatan \'ang dipc!"f)l ehm'a dari nun 

\PB / APRO J uapl) kan dan dikon ­

' ollJas lk an d :I1a m p c rta n ggung 

jll'" ban APB / A DO. 
Pub r L' rersedia untuk diterap­

bin ()Ieh 'cuap ins ansi pemerintah yang 

-ecara fUl1g,jo nal rm:nydenggarakan 

kegiatan r ;U1g bc rs ifat () crational. 

In . t:ln i dima.l <: ud clapat berasal dari 

berked udukan pad a bcrbagai jenjang 

c cIon ata u non eselon. Sehllbungan 

dengan itll, org:anisa~i dan strukrur in­
stam) pem erin tah ) ang bt!rkehenclak 

nl encr~lpkan Pn la Pengd u laan I e­
Llani";:ln BJ. , kCl11 un.o-kinan m emCf 

lukan p nycsuai:1n ckngan m emperha­

rikat1 keten tu an ) ant! di atur dal ;tm 

Pc ra tu ran PLllle­

rima! 1 ini. 

Denl!:un dibt:.f­
),lk ll ka n n ' a Pe ra ­

tLl r:1!l Pemcrint~1h it i. 
stanIS sem ua B:1Un.n 

I. ' ~3.h ;1 \ul1k eg.ll :l 

(BL'~rl ) , :t ng se ­

muh bLf';mlU~ Pel 

):111 i I ") rtl!l !1 h <.;akit 

pemcrinrah) . t.CWl 

otom III In ll i ll 
m t'njaoi HL . J:ln 

\\ a jlb mt:l kuk.l ll 

t! m eri tltah ini paling la01bar J I 
D 'se m be r 2005 . De ngan o cmikian 

I"lll l ah akit -rumah sakit tl'1"'\ ·bu !. retap 

mct"upa ka n satuan l'erja pem~rt ntah 

scbagai mana dikdH:ndah oleh ma,ya­

ra kat lua s, biaya pdayanannnt dapat 

d ikcn dalikan olch pemerintah agar 

terjangkau masyara kat luas , namun 

ma najemennya menerapkan pri sip­

prinsip sebagaiman8 orgarusasi perl.lsa­

haan pada l.lmumnya. 

D ihllb unui terpisah Dr. el r. E ryati 

Danvin D irektur RS. '\L D jamil Pa 

dang salah saru rumah 'i akit pc rja n 

m engaku lega dengan terhltnya PI' 
t <:' n lang pengelolaan I cnanga n 13l.l . 
J\lasannya R, . I\f. D jamil san~;1t mcn­

dambakan 1cjclasan ~ tatll s rum,l h ~,lkit 

~ L tclah bcntuk perjan cic1ak c ikenallagi, 

5es uai U C 1 '0 . 19 / 20(1.) l e n tan ;.! 

~ , ,\ 1. . erdasarkan L t · te rs e but 

tidak dikenal lagi bentuk perjan. Jib 

harns nll.miLih Perum apalagi Pcrscro 

R . !\L jamil belum siap. Jib b t: r­

b ntuk Pemm/Pcr~cro statu P S di 

R '. :'1. Djamil menimbulkan permasa­

lahan. Di SLlmatera Barat palla umllIl1­

nya dan J ~ota Paclang khususnya. RS. 
M. D jamil masih menjadi tump uan 

m asyarakat golongan menengah ke­

bawah..J Ika berbcntuk Penlln / Persero 

di k ha\\'a tirkan pcla\'anan re rh :lI..i::tp 

ma"yarakar tldak dapat clila k. anakan 

secara maksimal. 
(Ad,.;J/ul/ \/111) 

Do Aarinai 

~ . p menjadi instansi pemerin tah .'ang pc nYC'iUa i:lQ d"ng.lI1 Dr. dr. Eryati Darwin Direktur RS. M. Djamit Padang. Menyambut baik 

b k d ip isahkan da ri J'emen man/ kett!n\u:1O Pera1umn lerbitllya PP No 23/2005 tentang BLU. 



Keban krutan ekonoml 
Indo 

disE?bab 
esia antara lain 
n o[eh perilaku 

curang dan oda 
beretika secara 

berjamaah. 
Bis is curang dapat 

dicegah dan diberantas 
apabUa terdapat 

kebijakan politik yan 
tegas strategJ 

penanggu{angan yang 
komprehensif. s;stemati 

Pelwebab utama kcbangkrutan 
ekonomi InJonesia aJalah 

perilaku curang Jan tiJak beretika 
secara berjamaah. 

Mantan menteri Keuangan Bam­
bang Socbianto mengatakan secara 
makro ekonomi, lebih spesifik lagi jib 
kita melihat aliran dana makro, terdapat 
lima titik rawan kebocoran, yaitu: 
Pertama, permainan oknum Peme­
rintah schingga penerimaan negara 
menjadi bocor. Kedua, pengeluaran 
proyek ' be1anja barang dan jasa yang 
seringkali Jibumbui dengan komisi dan 
/JIark-llp, juga mengalami kebocoran. 
Ketiga, pembiayaan investasi dimark­
up sedemikian besar sehingga nilai tam­
bah ekonomi tidak sepadan dengan 
besarnya biaya. Keempat adalah pajak 
yang Jibayarkan oleh Junia usaha 
terutama yang terkait clengan restitusi 
pajak seringkali terjadi negosiasi yang' 
memperkecil penerimaan pajak itu sen­
diri. Kelima, Jari transaksi B to R juga 
mengalami kebocoran yang disebab­
kan karena biaya suap-menyuap komisi 
clan IJ/ark-tip. Semua penghasilan yang 
berasal dan kebocoran tersebut masuk 
ke kantong pribadi, kelompok atau go­
longan yang tentu saja ticlak transparan 
dan akibatnya ticlak dapat menjacli 

yang berdampak pada nilai buku aset 
menjadi lebih tinggl dari 
sesungguhnya. Lebih jauh lagi terjadi 
pembiayaan yang berlebihan oleh bank 
sebingga nilai buku aktiva bank 
menjadi lebih besar Jari nilai riil. Hal 
itll jelas mengakibatkan akumulasi 
kerugian secara ekonomi yang 
tercermin pada kllalitas aktiva pro­
duktif bank. 

Semua itu pacla akhirnp bermu­
ara pada, bertambah besarnya beban 
APBN karena penerimaan pajak tidak 
optimal; beban kepaJa masyarakat 
menjadi lebih besar, yang mengakibat­
kan konsumen mcmbayar lebih mahal 
Jari seharllsnya; clampak kebocoran 
tersebut tentu akan menghambat pe­
merataan; kesempatan berllsaha; clari 
sisi perbankan karena Pemerintah ter­
paksa menjamin kcwajiban bank dalam 
bentuk penerbitan obligasi rekap l1nluk 
mengganlikan kewajiban bank yang 
ditutup, maka akan muncul beban pacia 
APBN dalam bentuk bunga obligasi 
dan pelunasannya. 

Bisnis curang Japat dicegah dan 
diberantas apabila terdapat kebijakan 
politik yang tegas, strategi penanggu­
langan yang komprehensif" sistematis 
baik secara prcventif, represif, maupun 

-'­

baik secara preventif obyek pajak. Jetektif. Upaya inipun tidaklah cukup 

I(ebocoran-kebocoran tersebut jika tidak didukung oleh partisipasinepresi/ maupu 
pacla J asarm 'a bisa dikategorikan se­ aktif dari scgala elemen masyarakat. 

detektif· bagai mork-llp proyek investasi Jan ko­ Kejujuran sangat bergantungpacla 

misi dalam pcngadaan barang dan jasa integritas personal. i\Iasalah kita aclalah 

~ ~ 1~1___ I'n __ r ___ ) ___ 
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'lt e-grita s personal tidak mungkin 
regulasikan. Satu-satunya alat yang 
.'a digunakan adalah pembenahan 

- urma dan etika setiap individu dari 

J ra pengelola us aha. Oi dalam prak­
~K, seringkali muneul justifikasi dari 
t rbuatan-perbuatan yang sesung­
.lhnya tidak ctis. Ada yang mengata­
n bahwa nilai eli luar perusahaan ter­

-:u a tidak sarna dengan nilai-nilai yang 
bangun di dalam perusahaan. Juga 
a yang mengatakan suap selalu ada 

lITlana-mana dan sudah menjadi suatu 
J.! tur. Apalagi l.lengan situasi kompe­

•. I ,"ang demikian ketat jika kita ingin 
-menangkan bisnis seolah-olah tidak 

'.l pilihan lain juga harus melakukan 
!.lp. Ada lagi yang mengatakan toh ki­

tidak melakukannya sendiri . I~[a 
<.! ffipunyai pihak ketiga yang mcna­
~a ni masalah ini. Sehingga sampai­

mpai sudah menjadi opini umum 
hwa snap dianggap budaya resipro­
as yang sangat menguntungk:tn . 
nkan sebagian berpendapat bahwa 
'lp telah mengakar pada semua lini 
1m bentuk suap berjamaah sehingga 
paksa melakukan suap karena ticlak 
rdaya melawan sis tern. 

Pertanyaan berikutnya adalah me­
.Ipa pengusaha b:U-llS memcrangi su­
~ Jawabannya adalahsudah ada kesa­
-!In bahwn. orupsi dan suap pada ak­
nya akan memberi pela.ku usaha ke­
ill kesulitan yang menganeam ke­

'1gs ungan usaha. I- lAl ini clisebabkan 
r na scrnakin melemahnya claya sa­
g dalam pasar yang sudah masuk pa­

rasar bebas. Kelangsungan usaha 
eniadi terganggu karena kerusakan 
oralitas, haneurnya reputasi perusa­
.ut, dcmotivasi karyawan, anjloknya 
'.Ii saham, dan biaya reco /lel]' yang se­
rusnya tidak dipcrlukan. 

Karena kebiasaan suap menyuap 
.1h berlangsung lama, bahkan telah 

_ ~l.kukan sceara berjamaah dan mem­
otuk jejaring yang semakin meluas, 
ka untuk melawan suap harus dila­
• n dengan menggunakan strategi 

ng jitu. Strategi melawan suap harus 
,;1m konteks reneana jangka panjang 

cWakukan seeara bertahap. Visi dan 

strategi ini terlcbih dahulu harus dise­
pakati seeara bersama dari mulai ke­
lompok yang paling dekat untuk ke­
mudian seeam bertahap masuk ke 
kelompok yang lebih luas. Aksi yang 
dibangun harus berkelompok dan me­
lakukan koalisi dengan sebanyak 
mungkin pihak. Selanjutnya juga perlu 
membangun dukllngan dari kelompok 
penekan/presJ//re group dan media 
massa. Bisa juga dilakukan melalui pa­
yung keagamaan, adat dan komunitas. 
Seeara internal, perlu dikembangkan 
panduan perilaku yang meneakup baik 
terhadap pcgawai, klien/konsumen, 
pemasok, pesaing, asosiasi bisnis, 
maupun terhadap regulator. 

-Dari peo~alaman perusahaan­
peruso.haan mulcioasional yang dapat 
bertahan untuk tidak melakllkan suap 
mcnyuap, mercka memberikan kiat di 
elahm mel1wan 'uap: 

Pertama,Jangan sekali-sebli ber­
bu:\[ . alah dengan eara mcnguasai pe­
raturan dan prosedur pcrijinan, Kedua, 
Kembangkan program COlll"ltllliQ' r/el1e­
lopment dan Corpflmfe JociolJ?"£Jj1(Jtlsibili!y 
sehingga Pemerint.'lh dan masyarakat 
merasa terbantu. Hal ini akan menim­
bulkan sikap sungkan para pejabat jika 
mereka di dalam melaksanakan tugas­
nya tidak sesuai dengan peraturan dan 
prosedur yang berlakll, Ketiga seeara 
internal, budayakan prinsip GCG, dari 
mulai pueuk pimpinan sampai pada pe­
gawai di tingkat bawah. Dengan mem­
budayakan GCG berarti perusahaan 
Lelah mel"rulsang ram bu-rambu yang 
dapat mengingatkan sctiap individu 
pegawai untuk tidak melakuk.1n suap­
menyuap, korupsi, dan penyalah­
gunaan lainnya, Keempat, buat kola­
borasi yang mengarah kepada pemben­
tukan konscnsus atas pcmberlakuan 
kode etik bersama dengan perusahaan 
yang sejcnis. Bisa juga membangun te­
kanan dari piha.k luar seperti dari ke­
dutaan bes:u, badan anti korupsi (ICW 
dan Transparency Imernational), Ke­
lima, seeara opera ional perusahaan 
juga p e Iu memb uat jadwal yang 
memadai di d:tb.m mcngaj llkan aplikasi 
perijina.n. Dengan demikian, sepahit­

pabitnya perusahaan masih 
-mempunyai eukupwaktu untuk 
menunggu keluarnya ijin tanpa 
memberikan suap dan juga tanpa 
mengganggu proses bisnis perusahaan. 

Seeara garis besar solusi yang 
dikembangkan haruslah merupakan 
kombinasi yang seimbang antara pe­
ngembangan sistem pengawasan, se­
perti model manajemen resiko, sistem 
kepatuhan, dan sistem audit dt:ngan 
program edukasi bagi semua lini pega­
\Vai yang terkait dt:ngan kompetensi 
dan dasar-dasar karakter. Juga harl1~ 
disertai dengan pereontohan kepe ­
mimpinan darisemua level pimpinan 
perusahaan. 

Seeara makro, kor up i da.n ma 
akan memperkeeil pcn<;rimaan ncgara 
sebagai pursi anggaran pembangunan 
menjacli rm:ngeeil Akibar lc:bih lanjur 
tidak akan culmp clara untuk mengge­
rakkan pertumbuhan ekonoml. Lebih 
jauh lagi korupsi dan suap juga akan 
menurunkan daya saing ekonomi yang 
berakibat tidak eukup menarik untuk 
mengundang investasi yang sangat 
dibutuhkan guna menggerakkan target 
pertumbuhan di atas 7%. Oleh karena 
itu tidak ada eara lain selain kita seeara 
bersama-sama memerangi korupsi dan 

suap. 
Strategi yang paling ampuh ad:llah 

menggalang semua komponen bangsa 
baik pemerintah, It:gishtiye, yudikatif, 
dan swasta sceara bersama-sama mt:­
Lawan korup. i dan suap. l lntuk men­
dukung trattgi ter 'cbut, kit:1. pt:rlu 
memilih imam pada clap b·d jabatan 
publik yang memenuhi kLlalifikasi krc­
dibel, kapabel, kreatif, dan bt:rani. i\fa­
rilah kita inenjadi bagian dari solmi, bll­
kan menjadi bagian dari masalah. ~ [ulai 
dari yang sederhana, mulai dari diri sen­
diri, dan mulai dari saat ini juga.\l(Adr) 

"M.S. Hidayat. Ketua Umum 
KADIN Indonesia. 

Disampaikan pada acara 
diskusi panel DPPPartai GolkaT, 

25 Juli 2005 

l 
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Harmonisasi Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
dengan Manajemen Keuangan Negara 
Oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak. *) 
(Bagian pertama dari dua tulisan) 

Munculnya paket undang-undang di bidang Keuangan Negara memicu kajian atas 
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang tingkatnya berada di 
bawah undang-undang tersebut. Peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam Undang­
undang bidang Keuangan Negara sedang dirumuskan dan diupayakan harmonis dengan 
undang-undang diatasnya. 

P 
ngelol aan ]-':euangan ~ egara mcrllpakan 

r cngelolaan s llatu negara yang meliputi 
Pen c:nntah Pusat dan Pemcrintah Daerah serta 

badan lain yang ada kaitannya dcngan kcuangan negara. 
Dengan d mikian, pengelolaannya memerlukan penanganan 
\ang utuh dan komprehensif (1IIIi(y (lfld (olllpreilensil'ellc.,-s). 
J . ebi jakan dan kegiatan dalam bidang fis kal memerlukan 
penanganan ~·ang menyeluruh dan tidak ~erputu s baiL. lI ntuk 
Pemcrintah Pu ~at mauplln Pemerintah Daerah. Pcngdolaan 
Keuangan N egara p . 'lu dilabanakan secara profcs ional , 
rerbL1ka, dan bcrtanggungjawab untuk <; cbesar­
besarnya kemakmufan rakyat, yang cliwLl)udkan 
daJam APB dan APBD. 

Dengan di b erlal ukann\'L1 C ndang­
undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistcm 
Pe rencanaan Pcmbangunan lasional, 
I ndang-undang no. 32 tahun 2004 tentang 
Pcmcrintahan aerah dan T..Jndang-undang 
I u. ,;3 tahun 2004 tentang Perimban 'an 
l -euangan \ntara Pemerintah Pusat 
dnn Pemerintahan Daerah me­
nuntut adam'a perubahan/p'r­
baikan atas peraturan pelaksa­
naan di bidalw p merintahan 

daerah dan perimbangan ke­
uangan \'ang seeara subs~an<;i 
b rtentangan dcngan undang­
undang tersebut . Upaya pen 
Ling yang haru s dilahukan 
adalah merumuskan peratn­
ran pelak. anaan yang tidak 
bertcntangan dan menghar­
m o nisasi kan peraturan 

~'ang ada. 
D alam undang­

undang tcrsebut, untuk 
bcberapa hal ma sih 

terdapat tumpang tindih dan perbedaan substansi . ]\·[em­
perhatikan azas mcngkaji peraturan perundangan di atas, 
maka pemerintah pusat seyogyanya segera memberikan ke­
pastian substansi dan p raturan yang jdas, komprehensif, 
dan harmonis \'ang seharusnya digunakan sebagai acuan olch 
Daerah, 

Pemberian kewenangan yang luas kepada D ut:.' rah 
memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk Icbih meng­
harmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pem­

bangunan nasional, pembangunan daerah , maupun pemba­
ngunan antarclaerah, D engan demikian diperlukan suatu Si -

tem Percncanaan Pembangunan N asional (SPPN); \'airu 
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam 

jangka panjang, jangka mcnengah, dan tahunan \'ang 
dilaksanakan olch Llnsur penrelenggara pemerintahan 
di pusa[ dan daerah dengan melibatkan masyarakat. 
l\lus~' a\\'arah Perencanaan Pembangunan (i\Iusrcn­

bang) adalah forum antarpelaku dalam rangka menyl.l­
sun rencana pCl11bangunan nasional dan rencana 

pembangunan danah. 
Tujuan sistcm perencanaan pcm­

bangunan nasional adalah untuk men­

dukung koordi f1:'1si antar pelaku rem­
bangunan dan menjamin terciptanya 
integrasi, sinkrolli~asi dan sinergi b,lik 

antar daerah, antar ruang, antar wak­
tu, antar fungsi Pemerintah maupUtl 
~mar 'Pusat clan Daerah. Selain itu 
menjamin keterkaitan dan konsis­
tensi antara percncanaan, peng­
anggaran, peJaksanaan, clan pt:­
ngawasan, mengoptimalkan par­
tisipasi masyarakat serta mcnja­
mIn rercapa ln\'a penggunaan 
sllmber daya se cara c fisi en, 

efektif, bcrkc!l.diLm dan berke­
lan juran. 
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giatan te rl ebih dahulu dan m enea ri 
sUln ber pcndanaannya. Dalam mana­
jemen keuangan, kondisi ten;ebut dipe­
rluas d ngan mtngelola liang yang ada 

sehingga mencukupl kegia tan yang di­
rencanakan me o-ingat sumber-slImber 

pcnda naan bagi daerah dibatas i dalam 

n ..; o. 33/ 2004. 
D alam pe ng lo laan keuanga n 

n ega ra, Pres id en mengua~a k a n se­

bagian pengelo laan keuangan negara 
ke r aela ]\f entcri K euanga n d an 
m enye rahkan pengelolaan keuangan 

daerah kepada Ktpala Da 'f' h. 
l\l<:: nteri Keuangan sebagai P'­

ngdoia fi skal dan \\ akil P merin tah 
J alam kep em il ikan kekayaan negam 

~'ang dipisa hk an m empu l1\'ai rugas 

_Tuluan sistem pere canaan pembangunan nasional adalah unmll mendukuog 
oordinasi antarpelallu pembangunan dan meniamin terciptanva integrast 
in isasi dan sinergi balll anlar aerah, anlarruang,antarwaldu,antarlungsi 

Pemerintah maupun anlarPUSal d Daerah " 
RPJ P a~io t1al dit ra p kan de­

_,In l ndang-undang. RPJ P daerah 
eta pkan dengan Peratllran 1 aerah. 

'ms do kum e n p'r Ilc ana:tn dalam 
PP adala h dokuI1lc n pcrencanaan 
ngka panj ang, jangka mencngah, dan 
"Igka pendtk. 

Hubungan UU No. 25, UU 32, dan 
-o. 33 tahun 2004 

.: r e nc ~ naan (plt/ll/lilliJ ad a lah 
.lt U p rus es lIn t llk rn e ncn tuka n 

nth b n mas" depan \'ang tepat mclalni 
ru tan piliha n. Penganggaran adalah 
. oses p · nga lo kas ian umber d aya 

,-ng:1n meng~cu pada rencana kcrj a 

ng lel :lh dibuat. Penganggaran adalah 
1 :lp sctelah p.erencanaan eli mana (j lll­

pcrcnc<lnaan mcr llpakan inpll! pe­
,lOgg. ran. l\ lenurut jangka waktl.lrl\'a 

_re ncanan n di bagi ke dalam jangka 
n' ang, jangka men ngah, dan jangka 

-lid ·k. 

0 :1 1am Rc ncana Kerja Pemerin­

1 lcrdapa t priu ritas pemban.e;unan, 

rane. ngan ketangb. ckonomi makru 

ya ng me n ca kup gamba ran pe rt:­
konomldn ~eca !" men\'clufuh l 'masuk 
arah kebijakan fis kal, sata pr gram 

ke m ·n rrLll1 / lem b aga . kcwihya han 
dalam benruk kcrangk, regu l.lsi dan ke­
ra ng ka p e ndanaa n ya ng b e rsifat 
indika ti f. II// m/ p er encanaJn yang 

bt:f upa R[~/RK PD mct'Upaka n dasar 
pen) usunan anggaran pem<..rimah (bud­

<~e!i!lg) . 
Fiskal daerah merupakan bagian 

dart t1skal naslOna!. mcskipun demikian 
D aerah mempunyai kew<.:nangan untuk 

pengeiulaan fi skaln)·a . D engan ad:l.n)'a 
p eny erahan kewcnangan )'ang jelas, 
Dacwb ,dl~trUS !l\ 'a lebih mampll da­

la m m' IH[~ua kkan p e reko n o mian 
ktrL'na \\ ~\\e n:lI1gtl\'a jela, (cl alam UU 
_ ·U. 32 , 21 Jil t ) dan penuanaa n untuk 

h rl ;U 'illn ~J juga iclas (dalam ue N o. 
Y; '2Itd4­

r <Inw-J iJl.al au:liah QJOlley [oliolJJJ 
/im,·lirm. chil !!!.!.t pt:n,g-an;'gnran culaku­
1';"1[1 dC::I1.!'.ln memper imb:1n~ka n kc-

m nyut'un r n L n, < n :lnggaran ~eru 

m ' ng sahknn do kumen pelak~~n,l;U1 

anggaran. 
Di ringbt • b, Kep:11.1 D :.le 

rah selanjlltnya menguasahtn kepada 
satuan kcrja pengelo la keuangan daerah 

yang tugasnya antara lain mcnn lsun 

rancangan anggaran serta menyusun 
dan melaksanakan kebijakan penge­

lolaan APBD. 
O alam pcrcncanaan dan peng­

angga ra n dipc rl u kan pertanggung­
jawaban dan evaluasi. Pengendalian pe­
laksanaan rencana pembangunan dila­

kukan masing-masing pimpinan Ke­
mentrian /Lembaga/ Satuan Kerja Pe­
rangkat D aerah \Iasing-masing entitas 
melakukan evaluas i kincrja pelaksanaan 
rencana pem bangunan pcriode sebe­
lumnya. B as il evaluasi akan menjadi in­

put bagi pen),usunan rcncana pemba­
ngunan periode selan jutnya. S 

(bers" 111bIIIif') 

') Stat Ahli Menteri Keuangan 
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Kunjungan Anggota Komisi A DPRD 

Kabupaten Pekaiongan di Kementerian 


Pendayagunaan Aparatur Negara 


Pad a hari Rabu tanggal 25 
:NIei 2005 rombongan Ang­
gota Komisi A DPRD 

......--.. Kabupaten Pekalongan 
diterima Sekretaris Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara, 
Prapto Hadi, SH. Mj\l (kini Kepala 
BKi'J) di ruang kerjanya di Jakarta. 
Kemudian dilakukan dengar 
pendapat yang dipimpin oleh Staf 
Ahli 1Ien.PAN bidang Hubungan 
Antar Lembaga (Suto1'o DP, DH, 
MH.), sedangkan dari Kedeputian 
SDM Aparatur diwakili oleh Asdep 
1.III / Tasdik Kinanto, SH dan Asdep 
4.1 II /Sunarl ·o, SH. MH. 

Beberapa pokok permasalahan 
yang disampaikan oleh anggota 
DPRD Pekalongan antara lain 
mcncakup rekruitmen PNS tahun 

Dari kiri ke kanan, Sutoyo, Tasdik Kinanto serta Sunarko saat menerima anggota Komisi A DPRD kabupaten 
Pekalongan. 

PNS yang berasal dari 
daerah Kabupaten/Kota 

dapat dimutasi ke 
Propinsi dengan seijin 

Gubernur, kalau secara 
nasional dengan seijin 
Menteri Dalam Negeri 

2004, jabatan Sekrctaris Desa 
(S kdes), batas usia pensiun, 
netralitas PNS dalam Pilkada dan 
mutasi PNS di daerah. 

Penjelasan Kementerian PAN. 
Rekruitmen PNS tahun 2005 

khususnya diutamakan tenaga 
honorer sangat ber, ariatif antara lain 
Pertama bila dilihat dari segi usia 
rata-rata 25 hingga 35-5 tahun 
Kedua mereka bekerja pada berbagai 
sektor seperti penyuluh pertanian, 
guru, penyuluh KB, dan tenaga­
tenaga teknis lainnya. Ke#ga dari segi 
kompetensi seperti pendidikan 
mer ka ada yang b rijazah SO, SMP, 
SLT A bahkan sudah ban yak yang 
sarjana. Keempat dilihat dari ke~ ' ­
nangan yang mengangkat mereka ada 

yang diangkat oleh Kepala 
Sekolah, Kepala Dinas, Ses­
cla dan bahkan Bupati. Jadi 
dalam pengumuman peneri­
maan CPN , kan dican­
tumkan bahwa yang dibu­
tuhkan adalah guru bidang 
matematika, sarjana hukum 
jurusan hubungan inter­
nasional, dan sebagainya. 

Sekitar bulan Juli­
Agustus se ara nasional 
akan clitetapkan formasi 
PNS, Pd oritas formasi PNS 
pada tahun 2005 masih 
berkisar pada pemenuhan 
tenaga pelayanan dasar 
seperti guru, dosen, tenaga 
medis/para medis . erta 
tennga teknis strategis 
tertentu. Kemudian untuk 
l1ledir dan pClTatllediJ di bidang 



chatan dan tmaga-Ie/laga slralegiJ 

'krri dj lingkungan Pckerjaan 

1um (tenag(/ pelllbagi ai r p er l(lf/irlll) , 

~l.l l uh pertanian di sektor 
rh ubungan antara lain lIIer (/i mar 

'l lain sebaga inra, juga 
~nambahan tenaga pegawai bagi 

u-ah- h rah I emekaran banI. 
Sekretaris Desa (Sekdes) 

'lenjadi PNS ~ebagaimana 
Hnanatkan dalam amanat ( lndang­

ndang o. 32 tahun 2005 
ebutkau bah \Va Sekdes aclalah 

:l . Perrimbangan bahwa 

ngendali o rganisasi des a itu adalah 
ckdes, te rutama dari segi 
dl1linistrasi. Para P i IS dianggap 

t:d ikit ban yak mcngetahui 
J ministrasi pemerintahan. Oi 

'pangan p ara Sekdes wmunghlnkan 
m uk bisa diangkat menj adi 

_lp i juga kemunghlnan ridak. 

. ehingga p nyelesaiannya 
rdasa rkan kasus per kasu . Bisa 

lja e.kdes im diangkat dari PN S 
...ng sudah ada. Bisa juga yang 

')c:rsangkutan yang telah menduduki 
,,1,. ta n Sekdes (sekarang) kalau 

'Tleme..nuhi syarat dan berpengalaman 
apat diangkat rnenjadi P N S. amun 
c.. ndalanya adalah kdes rnerupakan 

f'c jabat belon I T/ b sedangkan 
Ktlika baru diangkat belum men­

du cluhl golongan Ill / b ini yang me­
ntm bulkan masalah. Jalan keluarn)'a 

ungkin Pit. terlebih clull! . K alau 

rnc1I1ang Sekdes diberi eselon TV / b 
jJ.lan keluarnya adatah: Pertama, 
I.tngsung P . TS yang memenuhi syarat 
;J lu k jaba tan IV l b. Kedua, un tuk 

Ilrganisas i jabarannya te tap lV / b 
. arena Sekdesn:;-a yang ada sudah 
', orp ngalaman maka ya ng 

)cr angkan diberikan jabatan 

'ch i- sana tugas (PIt) sebelum 
ngkat s bagai pe jabat struk tural, 

menunggu sampai naik pang-ka t 
memen\lhi syarat untuk 
l,tduki pbatan I /b. 
Kete1Jtuall tentang batas usia 
. m ~cbagaimana cliatur dalam 

. 11 tahun 1969 t mang 

Pensiun dimana PN , berusia 50 
tahun dellga1J masa ke1ja 20 tahull 
maka PNS yang bersangkutan 
berhak untuk mendapatkan 
pensiun. Kemudian Peraturan 
Pemerinrah N o. 32 tahun 1979 ten­

tang Pcmberhcn tian P S dalam satu 
ketentuan dikatakan bahlVa jika PI S 

tdah mencapai usia 50 tahun 
dengan masa kerja 10 tahun, 
apabila terjadi perampingan 
orgarzisasi maka yang 
bersangkutan bet'bak melldapatlwll 
pensiltn. 0 ngall banyak 

pt rampingan organi ~i Ilu ka timbul 
permasalah bagait ~Ul l1J \ :1n~ b lum 
m encapai usia 50 uh un dan bdum 
juga mencapai 01:1:1 keq~l \fllhun, 
Dari slrulah tlmbul ...;agll :lO 
penyempurnaan ant1fa Lin .Ip:.tkah 

perlu Jiberi I . 'angul1 , J ari pcmikuan 

ini timblll gaga. n )":11 l': I bih lu.15 
yaitu perpanJangan u. ia p cn, lun . nng 
semula 56 tabun diperpanjang men­
jadi 58 tahun, hal ini belum bi~ a 

J.uaksanal, an perpanjangan USI:l 

pensiun. Vom ep iru ~uJ .l h .kl . . 
namun kepurusannya bclum tL rbl[ 
sehinga usia pen ::- iun iru masih te tap ' 

56 tahun. 
Te1lta1lg Netralitas PNS dalam 

Pilkada "bahwa sepanjang di daerah 

itu masih ada tokoh masyar aka t yang 
ind p ndcn sebaiknya mere kalah 

~'ang di tunj uk menjadi panitia 

tersebllt. 
KeclIali kalau memang tidak 

ada maka PNS lab ya1lg dijadika1l 
panitia (PPK, PPS, KPPS), dan di 
daerah-daerah ternyata sudah ada 

pembagian-pcmbagian ya itu ada yang 
PNS ada juga yang non PNS. Sehu­
bungan dengan hal terse but clikelu­

arkan Surat Edaran yang baw 'aitu 
SE j\Ien.PAN No, 8A t:1hun 2005. 
Dika takan di sana bah ),fa seorang 
Pi \ dapat menjadi pani tia dengan 

I 

dimutas i kc Propinsl dengan " i 10 

Gubernur, kalau ara na -i on.tl 

dengan seijin l'--Ienteri Oa!am 

N ' g ri o " 
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Mahaslswa Fakultas Hmu 
Sosial dan Ilmu Politik 

(FISIPOL) Universitas 
Pajajaran Bandung 

berkunjung ke kantor 
kementerian 

Pendayagunaan Aparatur 
Negara. 

Kedatangan mereka 
untuk mengetahui arah , 
kebijakan, dan strategi 

Pendayagunaan Aparatur 
Negara. 

Selain itu juga ingin 
mengetahui berkaitan 

dengan masalah 
rekruitmen PNS. 

Apa dan bagaimana 
komentar mahasiswa 

Unpad menyangkut PNS 
dan dunia birokrasi di 

Indonesia? 

B
aga imana st ruktur organisa'si 

[<cmenterian Pt:ndayagunaan 

_\ pa ratur :\egara, apa \"ang 

meml..H:dakan I'ementcrian deng:ll1 

epart en e n Bagaill1ana kond isi 

aparatur neg ara saat ini. Berkaitan 

dengan reI ruitlnt:.n P ~,bagaimana 

kl:bijakan yang dilakukan ok:h peme- 0 

rintah. D emikijl!l beGerapa hal yang 

terungkap dahm kuniungan maha­

sis\\':! l npad di ka ntor Kementcrian 

Penda\'aglin aan Aparatur bebe"rapa 

waktll yang bIn. 
SesmcI1 P • Praprn Hadi (kini 

kepala BI ) st-b.:lumnya menjclaskan 

tcrlebih dah ulu bahwa tugas 

pcmerintah \ aitu membuat regubs i. 

Sdain pemCritlL h juga ada duma L1S :lha 

dan mas\arakar. L"ntuk 

mcnye ltnggarab n rugas tcrsebm, 

mak a dib e ntuk Ke m enterian 

Kuordinatoor, I ' ' menterian lega ra , l. 

D epartemen, sl- rta Pemerintah D ae­

rail, \'ang in ti m"a unruh: mewujllclkan 

cita-cita n.1sillnal. 

Lcbj h lan jut Ikatal,-<1.Il kalall di­

ccrm.1ti m aka m:lsab h \ ang ada di­

depan kita sangat besar \'ang harm 

diselLs:ukan dan Jilaksanakan , Y;J kni 

ada 4 yaItu, masalah kemiskinan, 
pengangguran, pendidikan, dan 
kesehatan yang harus dipriori taskan, 

Jan termasuk penanganan tsunami Ji 

Aceh. 

Dalam paparanma Sesmen me ­

ngatakan pada tahun ini, telah mela­

kukan penerimaan pcgawai negeri, 

secanl nasional dilakllkan tiap daerah. 

T lljuannra adalah supa\'a jangan sam­

I al ter jad i kondisi sentralisasi dipusar, 

pengawasan dipusat, sedangkan pelak­

sanaan disentraltsasi b: claerah, 1l1i di­

harapkan bahwa pencrimaan itu harus 

rnurni. Mabasiswa-mahasiswi bi sa 

mengikuti pencrimaan PI , secara 

bersih tidak Kl oN, dan tentun~'a ber­

d asarka n kemampllan dan ada juga 

jalur \'ang bisa menampung aspirasim"a 

tldak h:lrus menladl pegawai nege ri 

sa ja, tetapi menumbuhkan suatu lem­

baga masyarakat untuk mcnyalurkan 

aSplraSlI1ya. 
,- esmenPA ~ " juga menyampai kan 

kcbijakan yang blrkaitan dengan pene-

Sekretaris Menteri PAN Prapto Hadi (kini kepala BKN) menerima cenderamata dari Sony 
Hakim (kanan) Pembantu Ketua II program Ekstensi Fisipol Unpad Bandung. 

http:Ikatal,-<1.Il
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I;.twai baru (CPI 1 ' ). Priorita~ 

'lc:: mang menj adi kebutllhan 

!.t il .guru, tenaga kesehatan. 

'Lnmaan diprioritaskan bagi men:ka 
_ sudah h elasan tahun menjadi 

honorer. 
Ii . csmen Pi - memberika n 

In kemudian dilanjutb n tan~'a­

l.h larn kesempatan tersebut 
.\ ,\ mempcnanyabn masalah 
n ,go.llj,asi ( IenP,\ I berkaimn 

tu~a~. D (;puti SD.\1 '\paratur. 

li n p e rta ny <,a n tersebut 

i \\ 'a juga memperranyakan apa 

cl11bcdakan nama kementcrian 

~ 	 n kerncnterian negara serra 
ft: men dan l ' on D epartemen. 

lcnyangkut Kondi si ,\paratur 

_ r, \'ang dikatakan organisasi nya 

.I I. , jug:! mcnj adikan pertal1\'aan 

Is i~\Va. Bagaimana pula halm'a 

~an masalah C-gOl 'O 'JIII/{'lIf. ,\Iasalah 

~e karang cenderung ke daerah 
_ 	 ikllt disorot mahasiswa. 

~ehubungan dengan pertanyaan 
, Is iswa tersebut, Sesmen memberi 

'i da san. Da ri segi struktur orga ­
.t inya, Kemcnterian P.\ 1 berfungsi 

rumuskan kcbijakan yang operasio­

1~ :l" il1\'a ada Departemen dan dinas ­

"US eli daerah, perlu di sampaikan juga 

I l\\ ' ~ Lembaga Pemerintahan Non 

)L partemen (LP ) dalam koor­

nasi r.1en .P,\I\. ada 4 yaitll, Badan 

'pegawaian I ' cgara (BK::-..J), Lcm ­

1\.(a Adminis trasi I egara (LA~) , 

\rsip ' 3 ional Republik Indonesia 

0. Rl ), dan Badan Pengawasa n 

"-euangan dan Pembangunan (BPKP). 

Berkaitan dengan Deputi SD~I 

Ing memang merumllskan kebijakan 

dl bidang S ,\1, diantaranya masalah 

nengadaan CPl\:S. K ·bijakannya apa­

bJia ada ins- tansi yang abn mengadakan 

.r, S, haru~ terorganisasi, karena me­

• Ipakan keblltuhan nasional. Harus 

Ita perhitungkan juga kebutuhan riil· 

I . 	1 berapa, yang mau pensiun berapa, 

n petensinya s >p t.: rt i apa dan seba­

Im a. PelaI. sana"m·a clilakukan oleh 

BHLlIl "t.: p ell- :l\\ ·lLln L-,;ara (BJ ' ') 

Para mahasiswa program Ekstensi Fisipol Unpad Bandung berfoto bersama Sesmen PAN Prapto 
Hadi (kini kepala BKN) seusai kunjungan mahasiswa tersebut di kantor MenPAN. 

bekerjasama dengan inst:ll1si -instansi 

t l kni s lain nnl \ang m embutuhkan. 

I Ie~kipun Cndang-l.: ndang No.32 
Tentang Pcmberhentian Pegawa i 

namun kalau masalah kepcgawaian 

han~'a satu bersifat IfIlif/fd, karena kita 

mengena! I1\'a adalah Pcga\\ai Rqmblik 

Indonesia . Bll> a diba\'angb n, kal au 

seti~lp daerah mempuI1\'ai kcbijakan 

masing-masing. Sekarang saja, terjacii 

pindall antar kabupate n ~a ja sulit. 

D idaerah itu LahLl ada pegawai yang 

berpresta~i , maLI promosi mau kemana 

lagi, rnem ulitkan pmgcmbangan ~'ang 
asalnya dari pegawai daerah, ditingkat 

b .bupaten :ltau kota bi sa prornosi kc 

propinsi. 0 1 propin si bagi pegaw:l i 

~'ang bcrpn:. t· 'I, bisa promosi ke 
pusat. Jen jang kari r menjaeli terhambat, 

kalau masing-masing daerah menga tur 

sendiri peqabnan karier pegawai. 

Didalam kebijakan kepegawaian 

kita mengil· uti fllliJied D'Jfelll, didalam 
l. ndang- ndang 43 Tahun 1999 
Tcntang Pokok-l'okok Kepegawaian, 

\' a itu p egaw ai pusat dan pega\\'ai 

daemIt, 11co;onya itu pegawai hanp ada 

satu, \,Ultu pega\\'ai nege ri Republik 

Indonesia, tiJak acla pegawai ],-abu­

patL'n Tangerang, pcg:nvai K abupaten 

. l:3 e kas~ :Ilhma p ');awai RepubIik lndo­

nesia, dirindah kcmanapun sepanjang 

itu eli\\'ila\'ah RepubIik Indonesia ada­

lah wilayah tugasnya, sehingga masalah 

ga jinya sama masalah kcnaikan pang­

katnya sarna, n13salah aturann~ (1 Ji.lg:l 

sama, tidak dibeda-bedabn. 

Sclanjutnya clijdask:1n " Id' 
men, apa perbedaan :lnr"!',, l( ~mt. n 

terian dengan Dcpartc!11en, I ' l' 111 t:11 

teri a n itu merumuskan h·b ijakan 

Kementerian Negara dan Departemen 

itl! operasionalnya, kemudian kemel1­

terian koordinator itu mengkoordinasi­

kan relaksanaan dari instansi teklmis 

atau dcpartemen 'lang terkait. Dalam 

UUD 1945 ~Ienteri 1egara sebaga i 

pernbantu presiclen. 
Disisi lain juga kondisi ekonomi 

dan lapangan kerja, banyak yang ter­

batas, im'estor asing banyak pindah kc 

negeri lain, karena dipersulit dinegeri 

kita, bagaimana kita menciptakan agar 

investas i itu kondusif, sehingga rer­
kembangan ckonomi bisa mel1\'crap 

tenaga kerja yang banyak, karena ada 

empat tantangan ~'ang kita sampaikan 
tadi, ya kni masalah pengangguran, 
masalah kemiskinan, masalah pen­
didikan dan masalah kesehatan, itu 

\'ang amat meri~aukan scmua. 

B erb icara masalah pcngadaan 

guru Sesmen menyampaikan seleks i 

calon guru semuam<l ada tiga yaitu; 
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seleksi dari potensial pendidikannya, 
psikotesnya, dan substansinya, apabila 
mempunyai tenaga pcndidikan, atau 

persyaratan yang lebih. Jadi orang­
orang yang bekerja dibidang pen­
didikan atau dibidang tertentu. Kalau 
boleh kita pin jam istilahnya adalah 

. Jftflli{y illstitt/tion, orang yang bckerja 
dibidang instansi yang berkaitan 
dcngan seClllilJ' itu persyaratannya harus 
lebih ketat, bahkan kalau melakukan 
kesalahan juga hukumannya elitambah 
1/ 3. Misalnya seorang Lurah membe­
rikan KTP, itu adalah sangat penting, 
karena apa pemberian KTP itu bukan 
sekedar k .T P sebagai bukti illstif1lsi ship, 
KTP adalah membedakan kewarga­
negaraan, apakah WNI atau WNA, 
karena dengan status \VNI maka mem­
punyai hak dan kewajiban yang sama, 
tapi apa yang terjadi sekarang ini 
b an yak KTP palsu di temukan di 
Hongkong, di Karimun, di, Batam, 
ban yak orang-orang Filipina Selatan itu 
punya KTP Indonesia . Akibatnya 
punya KTP Indonesia dia membuat 
paspor Indonesia, akibat dia punya 
paspor Indonesia maka sebagai nelayan 
itu bisa ambil ibn masuk di wilayah 
teritorial Indonesia, nah itulah pen­
tingnya masalah itu. 

Kaitannya den gan T eknologi 
Inforrnasi (TI), Sesmen menyampai­
kan bahwa Kementerian PAN sudah 
menggagas , telah dipersiapkan, di ­
proses ten tang Single I dwtijikatio ll 
N IIllIber (SIN). Sekarang masih banyak 
punya KTP lebih dari satu, begitu 
pindah tempat tinggal, pindah tcmpat 
kerja maka mereka punya KTP baru. 
Kalau KTP nya satu mudah eli laeak, 
kalau dia punya Sillg!e Ide!lt{(icatioll 
Nllmber (SIN ,) kalau KTP satu maka 
akan diketahui dan akan menyem­
bunyikan hartanya tanpa kena pajak, 
yang kita harapkan, di dalam konsep 
Sillg/e Identifuatioll N ttlllber (SIN) selain 
masalah KTP, maka ada koo rdinasi 
antara departerpen dalam negeri dalam 
membuat KTP, kemudian masalah 
pajak, masalah imigrasi, masalah h · 

'::l ~'l n) I' ~ l ·Tl ' l ' S · t " 11 
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Para mahasiswa Fisipol Unpad Bandung tengah menyimak penjelasan berkaitan 
dengan aparatur negara 

polisian sehingga dengan demikian, 
maka dengan teknologi dengan pe­
rubahao sistem kita. 

Disisi lain memberantas KKN, 
itulah dengan Sillg!r Identificatioll NlIlI/ber 
(SIlY) , Istilahnya kebijakan eli dalamnya 
kemudian juga limina/justice D'stelll, itu 
juga sudah kit;) gagas, sehingga masa­
lah krirrunaI itu yang kita lupa adalah 
si s temnya karena sekarang kalau 
sistemnya masih itu-itu saja meskipun 
pengalaman kita melakukan inpeksi 
mendadak kesalahan ditemukan ber­
ulang-ulang. 

Kesimpulan kita ternyata sistem 
kita harus dl rubah, baoyak peraturan­
peraturan yang memang belum meng­
untungkan, seharusnya lakukan de­
birokratisasi, dideregulasi, contohnya 
kalau kita mau maju menumbuhkan 
ekonomi, maka interpretasi diberi 
kemudahan, pers\'aratan iovestasi yang 
mcnurut p craturan di BKP1I itu 
memerlukan waktu 777 hari, berartikan 
3 tahun, jadl enggak mungkin diper­
tahankan seperti itu, masalah pertanah­
an mcmerlukan waktu 365 hari tidak 
mendukung investorsi aguna usaha 
dari kita diberikan batas 25 tahun, 30 
tahun karena di Vietnam ada investor 
masuk langsung 100 tahun eli Cina juga 
begitu, oIeh karen a itu, bagaimana kita 
mengkaji agar peraturan-peraturan itu 

?()W 

memang konduksif untuk investasi, 
sckarang ini mcnurut eatatan ada 1835 
peraturan dan peraturan daerah yang 
saling bertindiban olJer/appil1g yang 
bahkan banyak berkontradiksi satu 
sama lain, ini kita harus rubah supaya 
pembangunan im'estasi berjalan 
dengan baik. 

Didalam program Kementerian 
PAN salah satunya selain pemberan­
tasan korupsi, adalah meningkatkan 
kualitas pelayanan publik, karena 
kualitas pelayanan publik yang tidak 
baik maka harus segera dilaporkan 
supaya dari sisi kita sudah bisa melihat 
teguran dan memperbaiki sistem yang 
tidak menguntuogkan. Pemerintahan 
yang baik (good l,,(illem/e/1t) kuncin ya, 
hanya satu ujungnya adalah pclayaoan 
masyarakat yang baik. 

Diakhir aeara perteinuan tersebut, 
para mahasiswa memperoleh banyak 
hal yang dipelajari, khususnya untuk 
personal maupun untuk pengembang­
an kurikulum. Motivasi yang paling 
kuat, memang menjaeli persoalan yang 
mendasar. Motivasi yang bagaimana 
yang harus kita gali dan di implemen­
tasi dalam kehidupan sehari-sehari, 
khususnya juga dalam kehidupan di 

kampus. " 
(yuvieda) 
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